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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
buku ini dengan baik. Buku ini berjudul “PENGANTAR HUKUM 
INDONESIATidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua 
pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku 
ini. 

Buku Ajar ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang 
menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum di 
indonesia. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum dan  
diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat 
digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah 
pengantar ilmu hukum indonesia dan menyesuaikan dengan  
Rencana Pembelajaran Semester tingkat Perguruan Tinggi masing-
masing. 

Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari 
pengertian secara umum pengantar hukum Indonesia, cabang-
cabang hukum positif dan umum secara mendasar, konsep dan 
teori hukum negara Indonesia, hukum Indonesia yang bertatanan 
hukum baru yang di indonesia, undang-Undang Dasar sesudah 
amandemen, asas konkordansi dan keselarasan. Selain itu materi 
mengenai  ius constitutum dan bentuk-bentuk hukum juga di bahas 
secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis 
dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh 
karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis 
harapkan. Semoga buku ajar ini memberikan manfaat dan 
menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam pembelajaran. 

 
Bima, April 2024 
Tim Penulis 
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KEGIATAN BELAJAR 1  
PENGERTIAN SECARA UMUM PENGANTAR HUKUM 

INDONESIA 

DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengantar dan konsep dasar 
teoritis Hukum Indonesia. Diharapkan mahasiswa memiliki 
wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari Hukum 
Indonesia lebih lanjut. 
 

KOMPETENSI PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan 
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan : 
1. Mampu menguraikan pengertian hukum Indonesia. 
2. Mempu menjelaskan hukum sebagai pranata sosial 
3. Mampu menjelaskan ruang lingkup PHI 
4. Mampu menjelaskan hubungan antara PHI dan PIH 

 

PETA KONSEP PEMBELAJARAN 
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A. PENGERTIAN PENGANTAR HUKUM INDONESIA 

PHI atau Pengantar Hukum Indonesia terdiri dari tiga kata, yakni 
“Pengantar”, “Hukum” dan “Indonesia”. Pengantar berarti
mengantarkan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa 
Belanda disebut inleiding dan introduction dalam bahasa Inggris 
yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis 
besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal tertentu. Pada istilah 
Pengantar Hukum Indonesia yang diperkenalkan secara umum 
atau secara garis besar adalah hukum Indonesia, (Umar Said 
Sugiarto, 2013, p. 1). 

Pengantar hukum Indonesia berarti memperkenalkan secara umum 
atau garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku sekarang di 
Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan 
mempelajari hukum Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia 
merupakan mata kuliah dasar (basis leervak) dan prasyarat untuk 
mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lebih khusus dan 
lebih luas, (Umar Said Sugiarto, 2013, p. 1). 

Berkaitan dengan istilah hukum, secara umum pandangan orang 
yang awam terhadap hukum dalam masyarakat mengatakan bahwa 
hukum adalah identik dengan Undang-Undang yang dibuat oleh 
negara yang wajib ditaati karena ada sanksi bagi siapa saja yang 
melanggarnya. Ada juga masyarakat yang mengatakan hukum 
adalah lembaga atau aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, 
hakim yang bertugas untuk menegakkan dan menjatuhkan sanksi 
bagi setiap pelanggar hukum. Kadang juga masyarakat 
mengatakan bahwa aturan-aturan yang sering dijumpainya dalam 
masyarakat seperti rambu-rambu lalu lintas atau marka-marka di 
jalan raya dan sebagainya adalah sebagai hukum yang mengatur 
tingkah laku warga masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-
hari sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian, (Rahman Amin, 
2019). 
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Ditinjau secara etimologis, hukum dalam bahasa Inggris disebut 
law, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut recht. Istilah recht 
berasal dari bahasa latin yaitu rectum berarti tuntutan atau 
bimbingan, perintah atau pemerintahan. Dalam bahasa Romawi, 
rectum adalah rex berarti raja atau perintah raja. Istilah law berasal 
dari bahasa Latin yaitu lex atau dari kata lesere yang berarti 
mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi 
perintah. Lex juga berasal dari istilah legi yang berarti peraturan 
atau Undang-Undang yang dibuat dan disahkan oleh penguasa 
yang berwenang, sehingga istilah law (Inggris), lex atau legi (Latin), 
wet (Belanda), selain berarti hukum juga berarti Undang-Undang, 
(Umar Said Sugiarto dalam Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 
2018, pp. 3–4). 

Perihal definisi hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang 
seseorang dari mana aspek hukum itu diperhatikan dan dikaji. Para 
ahli hukum mencoba untuk membuat suatu definisi hukum yang 
sifatnya imperatif, definisi menurut tujuannya, definisi menurut 
hubungannya dengan proses peradilan dan definisi hukum sebagai 
kenyataan sosial. Dari berbagai sudut pandang terhadap hukum 
tersebut jelas terdapat suatu ciri yang tetap bahwa hukum 
merupakan suatu organ peraturan-peraturan yang abstrak dan 
merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan suatu tertib 
hukum dan mengatur kepentingan-kepentingan manusia, 
(Bambang Poernomo, 1978).  

Senada dengan itu, E. Utrech mengemukakan bahwa definisi 
hukum dapat ditinjau dari beberapa segi hukum misalnya hukum 
sebagai gejala sosial, hukum sebagai kebudayaan, hukum sebagai 
kaidah atau norma, hukum sebagai alat pengayoman dan 
sebagainya. Hukum sebagai kaidah atau norma adalah himpunan 
petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur 
tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh 
anggota masyarakat yang bersangkutan, dimana pelanggaran 
terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh 
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pemerintah atau pengurus masyarakat itu, (E. Utrecht & Moh. Saleh 
Djindang, 1999). 

Sedangkan istilah “Hukum Indonesia” yang dimaksud adalah
hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang. 
Hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau 
wilayah tertentu disebut “Hukum Positif”, artinya hukum yang
(dipositifkan) berlaku untuk masyarakat tertentu. Hukum positif juga 
disebut Ius Constitutum, artinya hukum yang sudah ditetapkan 
untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu, 
(Soediman Kartohadiprodjo, 1965). 

 
B. HUKUM SEBAGAI PRANATA SOSIAL 

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara 
berdampingan dengan segala kebudyaan dan kepribadiannya. 
Oleh karena itu diperlukan seperangkat aturan dan norma agar 
masyarakat hidup dengan harmonis. Norma-norma ini menjadi 
patokan perilaku yang pantas, yang dijadikan kesepakatan semua 
anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk 
mengatur kehidupan bersama. 

Pranata adalah seperangkat norma-norma yang diatur di dalam 
masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan, pelanggaran, atau 
perbuatan-perbuatan yang menjadi keresahan di dalam 
bermasyarakat. Menurut koentjaraningrat pranata sosial adalah 
suatu system tata kelakuan dan hubungan yang terpusat pada 
aktifitas dalam masyarakat. Seseorang di katakana masuk dalam 
suatu lingkungan sosial yaitu mereka diperlakukan terikat oleh 
seperangkat aturan yang berlaku di lingkungan tersebut sesuai 
dengan kedudukan atau status ataupun perannya, (Halida Zia et al., 
2020). 

Hukum adalah sebuah pranata sosial yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia. Ini adalah kerangka atau sistem aturan yang 
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mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. 
Deskripsi tentang hukum sebagai pranata sosial dapat 
menggambarkan beberapa karakteristik utama, (S. Purwaningsih, 
2020): 
1. Hukum memberikan kerangka kerja untuk perilaku manusia 

dengan menetapkan aturan dan norma yang harus diikuti. Ini 
mencakup segala hal mulai dari hak dan kewajiban individu, 
prosedur peradilan, hingga tata cara perusahaan dan 
pemerintahan. 

2. Hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menyediakan 
mekanisme untuk menegakkan aturan-aturan tersebut. Ini bisa 
melalui penegakan oleh lembaga-lembaga pemerintah atau 
pengadilan, serta memberlakukan sanksi kepada pelanggar. 

3. Salah satu tujuan utama hukum adalah melindungi hak dan 
kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini 
mencakup hak atas properti, keselamatan, keadilan dalam 
sistem peradilan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. 

4. Hukum sering digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku 
sosial dan mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu, seperti 
pengurangan kejahatan, perlindungan lingkungan, atau 
pengentasan ketidaksetaraan. 

5. Hukum juga membentuk identitas sosial suatu masyarakat 
dengan menetapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-
norma yang dianggap penting dalam kehidupan bersama. 

6. Hukum mencerminkan kedaulatan suatu negara atau 
masyarakat, serta memberikan legitimasi pada struktur dan 
kekuasaan pemerintahan. 

7. Hukum tidak statis; ia terus berkembang sesuai dengan 
perubahan dalam nilai-nilai sosial, perkembangan teknologi, 
dan perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum 
perlu disesuaikan dan diperbarui secara berkala. 

Fungsi dari pranata sosial ini di dalam masyarakat:  
1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang 

bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha 
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memenuhi kehidupannya dalam sehari, kesehari-hariannya. 
Fungsi dari pranata sosial adalah menjaga keutuhan di 
masyarakat.Kehidupan bermasyarakat banyak timbul gejolak 
ataupun timbul konflik, pertikaian dan pertentangan yang 
berbeda.  

2. Berfungsi untuk memberikan pegangan dalam melakukan 
pengendalian sosial (sosial control) sanksi-sanksi atas 
pelanggaran norma-norma sosial tersebut merupakan sarana 
agar setiap masyarakat melakukan pengendalian sosial.  

Dengan adanya hubungan timbal balik antar masyarakat maka 
pranata sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjadi 
upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik di tengah-tengah 
masyarakat.  

Ketika norma, atau dalam interaksi sosial tidak diindahkan, maka 
hukum hadir dengan sanksi yang lebih tegas dan nyata untuk 
mewujudkan keadilan. Agar terwujudnya masyarakat madani, 
masyarakat yang beradab. 

Secara keseluruhan, hukum sebagai pranata sosial adalah fondasi 
dari tatanan sosial yang teratur dan adil. Hal ini membentuk 
kerangka kerja untuk interaksi manusia dalam masyarakat serta 
menciptakan landasan yang diperlukan untuk keamanan, keadilan, 
dan kesejahteraan bersama. 

 
C. RUANG LINGKUP PENGANTAR HUKUM INDONESIA 

Objek studi PHI adalah “hukum” yang berlaku sekarang di Indonesia
atau hukum positif Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia merujuk 
pada studi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ruang 
lingkupnya mencakup berbagai aspek, tetapi tidak terbatas pada: 
1. Persoalan Sistem Hukum dimana Indonesia menganut sistem 

hukum campuran yang terpengaruh oleh hukum adat, hukum 
agama (Islam), dan hukum barat (terutama hukum sipil 
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Belanda). Pengantar Hukum Indonesia akan membahas struktur 
dan karakteristik sistem hukum ini. 

2. Sejarah hukum Indonesia yang mengulas sejarah hukum di 
Indonesia sejak masa kerajaan sampai masa kemerdekaan 
termasuk di dalamnya tentang konstitusi. Pengantar Hukum 
Indonesia mencakup penelaahan terhadap Konstitusi Indonesia, 
yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945). Ini termasuk pembahasan mengenai struktur 
pemerintahan, hak-hak asasi manusia, kewenangan lembaga-
lembaga negara, dan lain-lain. 

3. Perihal Hukum Perdata, Pengantar Hukum Indonesia juga akan 
membahasnya, yang meliputi peraturan mengenai kegiatan 
pribadi dan hubungan antara individu atau entitas hukum. Ini 
mencakup pernikahan, warisan, kepemilikan tanah, dan kontrak. 

4. Demikian pula dengan Hukum Pidana akan membahas yang 
meliputi pengenalan terhadap hukum pidana di Indonesia, 
termasuk jenis-jenis kejahatan, proses peradilan pidana, dan 
hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. 

5. Hukum Tata Negara mencakup studi tentang struktur 
pemerintahan, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat 
dan daerah, serta lembaga-lembaga negara seperti DPR 
(Dewan Perwakilan Rakyat), presiden, dan lembaga peradilan. 

6. Hukum Administrasi Negara akan menelaah hukum yang 
mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah, 
termasuk proses administrasi seperti perizinan, pengaturan 
birokrasi, dan tanggung jawab administratif. 

7. Meskipun fokus utama adalah hukum nasional, pengantar 
hukum Indonesia juga mungkin menyentuh beberapa aspek 
hukum internasional yang berkaitan dengan Indonesia, seperti 
perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara ini. 

8. Hukum Agraria yakni studi mengenai hukum yang mengatur 
kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah di Indonesia, 
yang sering kali terkait dengan adat dan kultur lokal. 
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9. Hukum Perburuhan meliputi peraturan mengenai hubungan 
antara pengusaha dan pekerja, termasuk hak-hak pekerja, 
perjanjian kerja, serta penyelesaian sengketa buruh. 

10. Pengantar Hukum Indonesia juga dapat mencakup aspek-aspek 
hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, 
termasuk peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam 
dan penanggulangan dampak lingkungan. 

11. Selain itu, Pengantar Hukum Indonesia mencakup Hukum adat 
yang beragam di Indonesia dengan seperangkat norma, aturan, 
dan tradisi yang diakui dan dihormati oleh masyarakat tertentu 
sebagai dasar untuk mengatur kehidupan mereka.  

Perlu diketahui bahwa ruang lingkup ini dapat berubah seiring 
waktu sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 
masyarakat. 

 
D. HUBUNGAN PHI DAN PIH 

Hubungan antara PIH dengan PHI ialah bahwa PIH mendukung 
atau menunjang dalam mempelajari hukum positif Indonesia. 
Sebagai suatu ilmu yang berstatus pengantar, kedua-duanya 
adalah sama-sama sebagai mata kuliah dasar keahlian hukum. 

PHI merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-
bidang/aturan/ketentuan/tata hukum yang berlaku di 
Indonesia. Berbeda dengan PHI, objek PIH (Pengantar Ilmu 
Hukum) lebih luas, yaitu hukum pada umumnya yang tidak terbatas 
pada tempat dan waktu (cakupannya lebih luas dan umum). 

Adapun persamaan dan perbedaan PHI dengan PIH adalah 
sebagai berikut, (Achmad Sanusi, 1977): 
1. Persamaan 

a. PHI dan PIH sama-sama merupakan mata kuliah prasyarat 
dan pengantar atau sebagai mata kuliah dasar bagi mata 
kuliah atau studi lanjut tentang “hukum” (cabang-cabang 



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 9

hukum positif). Oleh karena itu, PHI dan PIH bukan mata 
kuliah jurusan; 

b. PIH dan PHI merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang 
ingin mempelajari ilmu hukum secara luas; 

c. Objek studi PIH dan PHI adalah “hukum”. PIH dan PHI
memperkenalkan konsep-konsep dasar, pengertian-
pengertian hukum, dan generalisasi-generalisasi tentang 
hukum dan teori hukum positif (dogmatik hukum) yang 
secara umum dapat diaplikasikan; 

d. PIH dan PHI memperkenalkan hukum sebagai suatu 
kerangka yang menyeluruh, yang dapat dilihat dari sudut 
pandang tertentu, sehingga orang dapat memperoleh suatu 
overzicht atau suatu pemahaman yang umum dan lengkap 
tentang hukum. PIH dan PHI menyajikan satu ringkasan 
yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam 
keseluruhan 

2. Perbedaan  
a. PHI atau Inleideng tot het positiefrecht van Indonesia 

(bahasa Belanda) atau Introduction Indonesian of Law atau 
Introduction Indonesian Postive Law (bahasa Inggris) 
mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di 
Indonesia. Artinya PHI menguraikan secara analisis dan 
deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan 
hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, 
positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum 
dan teori-teori hukum positif (hukum dogmatik). 

b. PIH atau Inleiding tot de Rechtswetenschap (bahasa 
Belanda) atau Introduction of Jurisprudence atau 
Introduction science of Law (bahasa Inggris) merupakan 
pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran 
hukum umum (algemeine rechtslehre). 

c. PIH mempelajari ilmu hukum secara umum dengan 
memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-
konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak 
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hanya berlaku di Indonesia saja tetapi yang berlaku pada 
masyarakat hukum lainnya. 

d. PIH dan PHI mempelajari dan memperkenalkan pengertian-
pengertian dan konsep-konsep dasar serta teori-teori 
hukum secara umum, termasuk mengenai sejarah 
terbentuknya lembaga-lembaga hukum maupun pengantar 
falsafahnya dalam arti kerohanian masyarakat. 

Kesimpulannya, PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar 
hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, 
misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep 
dasar dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum 
dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum serta teori 
hukum positif Indonesia, (Mochtar Kusumaatmadja & Arief 
Sidharta, 2013). 

 
E. RANGKUMAN 

Berdasarkan uraian di atas di mulai dari pengertian hukum secara 
umum dan berdasarkan pendapat hukum sesuai perkembangan 
tata hukum di belahan dunia. Tidak ada satupun pengertian hukum 
yang sama diantara para hukum, karena disesuaikan dengan 
kondisi tata hukum negara-negara. Ruang lingkup Pengantar 
Hukum Indonesia meliputi berbagai jenis hukum yang berlaku di 
Indonesia yang dasar hukumnya sudah dikodifikasi ke dalam 
Undang-Undang maupun Kitab Undang-Undang Hukum. Dalam 
rangka memberi pemahaman kepada mahasiswa, antara PIH dan 
PHI memiliki persamaan dan perbedaan, tetapi kedua ilmu hukum 
ini merupakan mata kuliah dasar hukum bagi mahasiswa yang ingin 
belajar lebih lanjut tentang ilmu hukum yang lebih spesifik. Oleh 
sebab itu, mahasiswa harus bisa membedakan ruang lingkup yang 
ada dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum maupun pada mata 
kuliah Pengantar Hukum Indonesia. 
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F. TES FORMATIF 

1. Apa yang dimaksud dengan hukum? 
a. Undang-Undang 
b. Keputusan hakim 
c. Seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang 

yang didalamnya ada unsur perintah, larangan dan sanksi 
d. Perintah Raja 

2. Apakah istilah lain dari Ius Constitutum? 
a. Hukum positif 
b. Hukum negatif 
c. Hukum yang berlaku di luar negeri 
d. Konstitusi Indonesia 

 
G. LATIHAN 

1. Mengapa perlu mempelajari mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum 
dan Pengantar Hukum Indonesia? 

2. Berikan definisi hukum menurut pendapat kamu! 
3. Berikan pendapat kamu tentang tata hukum di Indonesia, 

apakah sudah sesuai antara sistem hukum dengan sistem 
pemerintahannya? 
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KEGIATAN BELAJAR 2 
CABANG – CABANG HUKUM POSITIF DAN HUKUM SECARA 

MENDASAR 

DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
Pada bab ini mahasiswa mempelajari cabang – cabang hukum 
positif dan hukum secara mendasar. Diharapkan mahasiswa 
memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari 
cabang – cabang hukum positif lebih lanjut. 
 

KOMPETENSI PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan 
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan : 
1. Mampu menguraikan berbagai macam cabang – cabang hukum 

positif dan hukum secara mendasar. 
2. Mempu menjelaskan fungsi dan manfaat penerapan hukum. 
3. Mampu menjelaskan bagian, tujuan dari sebuah hukum dan 

keterikatan antar cabang – cabang Hukum. 
 

PETA KONSEP PEMBELAJARAN 
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A. APA ITU HUKUM ? 

Menjalankan kehidupan dimuka bumi ini sangat dibutuhkan dan 
tidak terlepas dari sebuah aturan yang mengikat, baik untuk diri 
sendiri maupun sesama manusia lainnya. Manusia yang memiliki 
keterikatan dengan sebuah aturan dalam kehidupannya bertujuan 
terciptanya sebuah keadilan, ketertiban, dan adanya kesejahteraan 
pada masyarakat yang menjalankan aturan itu sendiri. Aturan atau 
norma yang diterapkan dalam sebuah masyarakat terdiri dari norma 
terhadap kesopanan, norma  yang berkaitan dengan hukum, norma 
yang mengatur agama dan norma terhadap Kesusilaan. Semua 
norma yang berlaku pada umumnya dibuat untuk manusia agar 
berbuat kebaikan dan tidak melakukan keburukan dan tidak 
melakukan kejahatan. 

Berbicara mengenai perihal dibidang hukum, maka kita tidak akan 
lepas dengan ilmu hukum sendiri. Banyak para ahli yang telah 
mengartikan mengenai Ilmu Hukum dan tidak sedikit juga yang 
memperdebatkannya. Menurut Satjipto Rahardjo dalam (Abdullah, 
2015), mengatakan ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang 
isinya ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji hukum. Banyak 
hal yang dibicarakan dalam hukum, termasuk beberapa objek 
dalam ilmu hukum yang sesuai dengan ketentuan dan tata hukum 
yang berlaku, jadi ilmu hukum bersifat tidak selalu menjelaskan atau 
memaparkan hukum secara benar akan tetapi juga seharusnya 
melihat dan mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang berlaku 
di masyarakat. 

Beberapa ciri – ciri, mengenai Ilmu hukum adalah sebagai berikut : 
1. Ilmu hukum bisa diartikan sebagai ilmu yang sifatnya praktis dan 

berpatokan pada bidang berbagai bidang ilmu humaniora dan 
memiliki sifat nasional serta terikat dengan nilai, mempelajari 
dunia yang sifatnya nyata, yang terdiri dari masalah pokok 
bagaimana cara menemukan hukum apa yang berlaku pada 
situasi keadaan tertentu. 
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2. Medan perdebatan dalam ilmu hukum dapat mewujudkan yang 
kontroversi berbagai ilmu lainnya sehingga dialektika metode 
nomologis dan normologis secara metodologis dapat 
diwujudkan.  

3. Melakukan penelaahan objek yang terdapat bagian dari otoritas 
(kekuasaan). 

4. Proses pembentukan hukum ada penerapan dan 
pengembangan ilmu hukum yang ikut berkontribusi, hasil 
produknya akan menimbulkan hukum yang baru. 

5. Argumentasi memegang peranan yang penting dalam ilmu 
hukum yang bersifat teori. 

6. Problematik tersistematis merupakan model berfikir dalam ilmu 
hukum. 

7. Langkah penelitian dalam ilmu hukum adalah metode normatif, 
yaitu metode yang doktrinal sehingga membutuhkan nilai – nilai 
sosial lainnya. 

 
Bidang pengetahuan yang terus berkembang adalah ilmu hukum 
dan sejalan dengan perubahan zaman, dan disesuaikan dengan 
pandangan para pakar hukum yang didasarkan pada konteks serta 
situasi saat penerapan hukum tersebut dilakukan. 

Oleh karena itu, pada umumnya hukum di Indonesia terbagi 
menjadi tiga, hukum yang menyangkut tentang adat, hukum yang 
berhubungan dengan islam dan hukum positif (hukum nasional 
Indonesia). Ketiga hukum ini diberlakukan di Indonesia, namun 
hukum adat diberlakukan hanya untuk wilayah tertentu dan hukum 
positif serta hukum islam berlaku untuk semua wilayah yang ada di 
Indonesia. Hukum ini diberlakukan semuanya karena manusia 
harus memiliki aturan tertentu dalam menjalankan 
keberlangsungan kepentingan manusia tersebut antar manusia 
lainnya. 
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B. PENGERTIAN HUKUM POSITIF 

Hukum positif di Indonesia diperoleh dari warisan Hukum Barat, 
khususnya Belanda. Ketentuan atau ide dari hukum positif dibuat 
oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri melalui 
lembaga yang berwenang, dan kebijakan yang ditetapkan dianggap 
sah berlaku dalam masyarakat ketika hukum tersebut diungkapkan 
secara tertulis atau dijadikan sebagai standar. Hukum positif hanya 
mengatur interaksi antar manusia serta mungkin juga antara 
manusia dengan entitas hukum lainnya. 

Hukum positif yang memiliki makna sebagai hukum yang telah 
ditetapkan dan berlaku pada zaman sekarang sering disebur 
sebagai ius constitutum pada suatu tempat atau negara (Taufiq, 
2021). Pengertian atau makna lain dari hukum positif yaitu 
banyaknya persatuan atau kumpulan asas dan kaidah hukum yang 
tertulis yang sedang berlaku dan sifatnya mengikat secara umum 
dan khusus serta ditegakkan oleh atau melalui sebuah pemerintah 
dalam pengadilan Negara Indonesia. Berdasarkan pendapat resmi 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Positif merupakan 
suatu kumpulan dan kaidah hukum yang tertulis dan sedang berlaku 
serta memiliki sifat yang mengikat secara umum atau khusus yang 
ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dari 
negara Indonesia.  
 
  
C. CABANG CABANG HUKUM POSITIF 

Indonesia berlaku dan diterapkan beberapa cabang ilmu hukum, 
yang terdiri dari hukum Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, 
Hukum Bisnis, Hukum Agraria, hukum Kearsipan, Hukum Pajak, 
dan Hukum Telekomunikasi. Hukum positif ini memiliki prinsip yaitu 
hukum yang sama dengan undang – undang, hukum yang berasal 
dari para ahli dari bidang hukum dan dihasilkan kesimpulan dari 
undang – undang, tanpa pertimbangan moral lainnya. 
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1. Hukum Internasional 
 Hukum bangsa – bangsa biasanya disebut Hukum 

Internasional adalah hukum yang sistemnya memiliki perhatian 
khusus dan mengutamakan hubungan antar negara- negara. 
Hukum Internasional sudah banyak diartikan oleh para pakar 
yang ahli dalam bidang hukum internasional dengan berbagai 
perspektif dan konteks yang berbeda. Menurut J.L. Brierly 
(Syofyan, 2022) hukum internasional dapat dibatasi artinya 
sifatnya mengikat terhadap negara yang beradab dalam 
hubungan setiap negara antara satu dan lainnya sebagai 
sebuah himpunan aturan, kaidah dan asas tindakan. 

 Hukum internasional dianggap sebagai himpunan norma 
hukum yang diterapkan dan diakui oleh komunitas global. 
Hukum internasional mengatur perilaku negara-negara dalam 
masyarakat internasional dengan kekuatan eksternal yang 
disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat sebagai bagian integral 
dari sistem hukum. 

 Hukum  Internasional biasanya disebut juga sebagai hukum 
internasional publik. Hukum Internasional Publik dan Hukum 
Internasional Privat (Hukum ini digunakan untuk hukum 
perdata Internasional) merupakan pembagian hukum 
Internasional secara luas yang terbagi menjadi dua bagian 
hukum. Keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda. 
Hukum Internasional Publik Mengatur hubungan antara dua 
negara dan beberapa subjek hukum lainnya, sedangkan 
hukum Internasional Privat berfungsi melakukan pengaturan 
terhadap individu – individu atau terhadap dua badan hukum 
dari dua negara yang berbeda. 

 Hukum Internasional Memiliki prinsip dan kaidah yang berlaku 
terhadap negara – negara yang berhubungan dan memiliki 
keterikatan antara satu dan lainnya (Kurnia, 2008). 
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a. Berfungsinya beberapa lembaga dan organisasi 
Internasional merupakan kaidah dan aturan hukum yang 
bersangkutan dengan hubungan antar negara dan 
hubungan antar individu dalam sebuah negara. 

b. Kaidah dan ketetapan hukum tertentu yang berlaku 
berhubungan dengan beberapa individu dan beberapa 
badan non negara. Hal tersebut memperhatikan hak dan 
kewajiban badan non negara dan individu yang 
bersangkutan dan perannya penting bagi masyarakat 
Internasional. 

 
2. Hukum Bisnis 
 Usaha ataupun sebuah sistem perekonomian yang sehat 

sangat bergantung dan membutuhkan seperangkat aturan 
untuk menjamin dan menjaga sistem perdagangannya. Hukum 
Bisnis berasal dari istilah “Business law” yang artinya hukum
yang menyangkut tentang sebuah bisnis.  

 Hukum bisnis bisa diartikan sebagai sebuah perangkat 
ketentuan hukum  (terlibat enforcement – nya) yang berguna 
mengatur mengenai bagaimana cara pelaksanaan sebuah 
urusan atau sebuah kegiatan dagang, keuangan maupun 
industri yang dihubungkan dengan sebuah produksi atau 
pembuatan barang atau jasa menggunakan penempatan uang 
yang diperoleh dari entrepreneur dalam risiko tertentu dengan 
sebuah usaha tertentu dan motif tertentu yang dimiliki oleh 
seorang entrepreneur tersebut yang biasanya untuk 
mendapatkan sebuah keuntungan (Adnan, Hamim, & Ramon, 
2016). 
a. Tujuan terbentuknya hukum bisnis (Idayanti, 2022) : 

1. Demi memastikan kelancaran dan efisiensi fungsi 
mekanisme pasar. 

2. Untuk mengamankan beragam jenis usaha, terutama 
Usaha Kecil Menengah (UKM). 
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3. Untuk mendukung perbaikan sistem keuangan dan 
perbankan. 

4. Menyediakan perlindungan bagi pelaku ekonomi atau 
bisnis. 

5. Dengan tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang 
aman dan adil bagi semua pemangku kepentingan 
bisnis. 

 
b. Fungsi Hukum Bisnis (Idayanti, 2022) : 

1. Sebagai sebuah sumber informasi yang bermanfaat  
bagi para profesional bisnis,  

2. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai hak dan 
kewajiban dalam aktivitas bisnis, dan  

3. Untuk menciptakan budaya dan praktek bisnis yang 
adil, proporsional, sehat, dan dinamis yang diperkuat 
oleh kepastian hukum. 

 
3. Hukum Agraria 
 Istilah agraria memiliki variasi makna tergantung pada bahasa 

yang digunakan. Agraria merujuk pada urusan tanah pertanian 
dan perkebunan dalam Bahasa Indonesia, menurut KBBI 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia), hukum agraria mengacu 
pada serangkaian peraturan hukum yang bertujuan untuk 
melakukan pembagian tanah dengan tujuan untuk meratakan 
kepemilikan dan penguasaan tanah yang luas. 

 Hukum Agraria tidak hanya terbatas pada satu atau dua bidang 
hukum, tetapi merupakan sekelompok beragam bidang hukum, 
masing-masing mengatur hak-hak kepemilikan terhadap 
sumber daya alam atau sumber daya agraria tertentu yang 
termasuk dalam cakupan konsep agraria. Oleh karena itu, 
terdapat berbagai aspek dan ruang lingkup dalam hukum 
agraria. 

 Pelaksanaan hukum agraria memiliki dua aspek utama, yaitu 
aspek publik dan aspek perdata. Aspek publik mencakup tiga 
bidang, yakni legislatif, eksekutif/administratif, dan yudikatif, 
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yang dikelola oleh negara sebagai otoritas pemerintah. Bidang 
legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang 
di bidang agraria. Sementara bidang eksekutif/administratif 
menyediakan dasar hukum bagi kegiatan eksekutif pemerintah. 

 Segi Istilah kata agraria berasal dari kata ager yang artinya 
“ladang” atau “sebidang tanah” atau “pedusunan”. Kata sifat
agrarius menurunkan kata yang artinya dari atau yang 
menyangkut perladangan merujuk pada bidang persawahan 
dan pertanian. Selanjutnya, terdapat istilah lex agraria yang 
merujuk pada hukum pertanian atau hukum agraria 
(Amarrohman & Witjaksono, 2021). 

 
 Beberapa Kelompok bidang hukum Agraria (Boedi Harsono, 

1999): 
a. Mengatur hak-hak kepemilikan atas permukaan bumi 

disebut Hukum tanah;  
b. Mengatur hak-hak kepemilikan atas sumber air disebut 

sebagai Hukum Air;  
c. Mengatur hak-hak kepemilikan atas bahan galian sesuai 

dengan Undang-Undang Pokok Pertambangan disebut 
sebagai hukum pertambangan;  

d. Mengatur hak-hak kepemilikan atas kekayaan alam yang 
terdapat dalam perairan disebut hukum perikanan;  

e. Mengatur hak-hak kepemilikan atas sumber daya dan 
unsur di luar angkasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 
Undang-Undang Pokok Agraria disebut Hukum mengenai 
penguasaan tenaga dan unsur-unsur di luar angkasa. 

 
 Menjadikan landasan untuk menyusun Hukum Agraria 

Nasional, membentuk fondasi untuk mencapai puncak 
kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan dan 
membentuk landasan untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak kepemilikan tanah kepada seluruh masyarakat 
merupakan tujuan dari Hukum Agraria. 
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4. Hukum Kearsipan  
 Istilah arsip dapat memiliki berbagai interpretasi yang 

dipengaruhi oleh konteks, perspektif, dan batasan yang 
diterapkan. Namun, untuk memahami konsep dasar arsip, 
penting untuk merujuk pada etimologi atau asal-usul kata 
tersebut. Secara etimologis, istilah kata arsip berasal dari 
bahasa Belanda "archief" dan bahasa Inggris "archive", yang 
memiliki akar kata "arche" dari bahasa Yunani yang berarti 
"permulaan". Istilah kata "arche" kemudian berkembang 
menjadi "ta archia" yang mengacu pada catatan. Selanjutnya, 
evolusi kata tersebut menjadi "archeon" yang menggambarkan 
"gedung pemerintahan", gedung ini juga dimanfaatkan sebagai 
tempat penyimpanan teratur untuk berbagai dokumen seperti 
surat, piagam, catatan, keputusan, akta, daftar, dokumen, peta, 
dan lain sebagainya. Dalam konteks bahasa Inggris, istilah 
"file" juga sering digunakan sebagai sinonim untuk arsip, 
merujuk pada wadah atau tempat penyimpanan seperti map, 
folder, kotak, lemari, dan sebagainya yang digunakan untuk 
menyimpan berkas-berkas arsip. 

 Menurut Kamus Administrasi, pengarsipan adalah kegiatan 
administratif yang melibatkan pengaturan dokumen secara 
teratur sehingga dokumen tersebut dapat dengan mudah 
ditemukan kembali jika dibutuhkan. Terdapat beberapa faktor 
penting dalam pengarsipan yang baik, yaitu sebagai berikut 
(Deliarnoor, 2022): 

a. Kepadatan mengacu pada penggunaan ruang yang 
efisien, terutama dalam hal ruang lantai. 

b. Mudah dicapai menekankan pentingnya aksesibilitas 
dalam pengelolaan arsip. 

c. Sistem penggolongan atau penataan arsip dapat dipahami 
dan dilaksanakan oleh setiap petugas atau pegawai 
secara umum dalam kesederhanaan merupakan tujuan 
dari Hukum Kearsipan. 
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d. Keamanan menunjukkan perlunya memberikan tingkat 
keamanan yang sesuai dengan tingkat kepentingan 
dokumen-dokumen. 

e. Kehematan mengacu pada pengelolaan arsip yang efisien 
dalam penggunaan beberapa jumlah uang, tenaga kerja, 
dan biaya lainnya. 

5. Hukum Pajak  
 Para ahli sudah mengartikan beberapa pengertian hukum 

pajak, terkhusus para pakar dalam bidang keuangan publik, 
ekonomi, atau hukum. 

 Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan 
Ketentuan Umum Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah 
kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi 
oleh individu atau badan tertentu sesuai dengan ketentuan 
hukum, tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan 
untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sebesar-besarnya. 

 Bagian dari hukum publik (hukum negara) disebut juga dengan 
hukum pajak. Sistem hukum pajak di Indonesia bersifat 
imperatif, yang berarti bahwa pemungutan pajak harus 
dilaksanakan tanpa penundaan. Ketika ada keberatan 
terhadap pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, wajib 
pajak harus membayar pajak tersebut terlebih dahulu sebelum 
ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak (DJP) mengenai 
keberatan tersebut. (Khalimi & Iqbal, 2020). 

 Banyaknya sumber literatur menyatakan bahwa hukum pajak 
merupakan bagian dari sebuah Hukum Administrasi Negara 
(HAN), yang mencakup semua peraturan hukum yang 
mengatur prosedur dan pelaksanaan tugas administrasi 
negara beserta aparaturnya. 
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 Seperti halnya pembagian hukum lainnya, peraturan hukum 
pajak juga dikelompokkan menjadi dua kategori: hukum pajak 
material dan formal. 

a. Hukum Pajak yang bersifat Material 
Hukum pajak yang bersifat material mengatur mengenai siapa 
yang menjadi subjek pajak dan yang tidak, batas awal dan akhir 
kewajiban pajak subjektif, jenis objek pajak yang dikenakan, 
pengecualian dari objek pajak, metode perhitungan jumlah 
pajak yang harus dibayarkan, tarif pajak, serta pemberian 
insentif atau keringanan dalam pembayaran pajak. 

b.    Hukum Pajak yang bersifat Formal 
 Hukum pajak formal adalah segmen dari peraturan hukum 

pajak yang mengatur prosedur-prosedur untuk 
mengaplikasikan kebijakan hukum material. Dalam hukum 
pajak formal, dijelaskan bagaimana subjek hukum yang juga 
subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat tertentu dapat 
memenuhi kewajibannya. Proses pemenuhan kewajiban 
dimulai dari pendaftaran dan pelaporan aktivitas usaha untuk 
menjadi wajib pajak dan/atau mendapatkan status sebagai 
pengusaha yang terkena pajak, serta berbagai kewajiban 
perpajakan lainnya yang harus dipenuhi (seperti penyampaian 
surat pemberitahuan, cara pembayaran pajak), serta hak-hak 
yang dimiliki oleh wajib pajak. 

6. Hukum Telekomunikasi. 
 Hukum Telekomunikasi atau disebut juga dengan hukum 

Telematika. Perkembangan teknologi yang semakin canggih 
membutuhkan norma atau hukum untuk menetapkan 
ketentuan – ketentuannya. Istilah Hukum Telematika dipakai 
untuk merujuk pada Hukum Telekomunikasi, multimedia, dan 
Informatika dengan tujuan mempermudah pemahaman 
tentang tiga aspek yang terkait dengan dunia Cyber, yang 
meliputi telekomunikasi, konten multimedia, dan komunikasi. 
Dengan demikian, Telematika diidentifikasi sebagai 
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keseluruhan dari konvergensi teknologi informasi, komunikasi, 
dan konten. 

 Hukum Telematika atau yang dikenal sebagai cyber law adalah 
serangkaian prinsip, aturan, atau norma yang mengatur 
kegiatan virtual yang dilakukan dengan menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta lembaga-
lembaga dan proses yang terlibat dalam regulasi tersebut. 
(Ramli, 2014) 

 Hukum Cyber merupakan sebuah sistem hukum inovatif yang 
melibatkan sejumlah aspek hukum yang melintasi disiplin-
disiplin berbeda. Dalam konteks ini, hukum cyber juga 
dipahami sebagai hukum telekomunikasi, multimedia, dan 
informatika (telematika).  

 
D. RANGKUMAN  

Hukum positif, atau yang sering disebut juga sebagai ius 
constitutum, adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu lokasi 
dan waktu tertentu. Istilah ini biasanya digunakan untuk 
membedakan dengan hukum alam, yang mencakup prinsip-prinsip 
hukum yang berlaku secara universal. Hukum positif juga 
merupakan hasil dari ius constituendum, yaitu hukum yang 
diinginkan oleh masyarakat dan negara. Meskipun awalnya hanya 
merupakan cita-cita dalam ius constituendum, pada akhirnya, 
hukum tersebut akan menjadi kenyataan sebagai ius constitutum 
yang berlaku di suatu negara. Konsep hukum positif dan hukum 
alam saling berlawanan dalam arti bahwa hukum positif berlaku 
secara terbatas, sedangkan hukum alam mencakup prinsip-prinsip 
yang dianggap universal. 
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E. TES FORMATIF  

1.  Hukum Positif adalah hukum ....  
a. Negara.  
b. Adat.  
c. Yang berlaku umum, universal, bagi siapa saja.  
d. Yang berlaku pada suatu tempat tertentu dan waktu 

tertentu. 
 

2.  Yang menjadi bidang-bidang suatu sistem hukum adalah ....  
a. Hukum alam dan hukum positif.  
b. Peraturan pemerintah.  
c. Keputusan-keputusan hakim/yurisprudensi.  
d. Perundang-undangan. 

 

3.  Ius Constitutum adalah hukum ....  
a. Yang berlaku saat ini.  
b. Yang dicita-citakan.  
c. Bagi suatu kelompok masyarakat tertentu. 
d. Bagi pemimpin yang dipengaruhi oleh negara lain. 

 

 

F. LATIHAN 

1. Apakah yang dimaksud dengan hukum positif?  
2. Apakah yang dimaksud dengan hukum alam?  
3. Sebutkan pengertian hukum menurut Satjipto Rahardjo! 
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KEGIATAN BELAJAR 3  
KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA 

 
DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
Pada bab ini mahasiswa mempelajari tentang Konsep Hukum 
Negara Indonesia dengan beberapa detail uraian yakni mengenai 
definisi dari konsep hukum beserta uraiannya, macam-macam 
konsep hukum dan konsep hukum negara Indonesia. 
 

KOMPETENSI PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan 
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan : 
1. Mampu menguraikan definisi konsep hukum 
2. Mempu menjelaskan macam-macam konsep hukum 
3. Mampu menjelaskan konsep hukum negara Indonesia 

 

PETA KONSEP PEMBELAJARAN 
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A. DEFINISI KONSEP HUKUM 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; 
pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat 
(paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Agar segala 
kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu 
perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan 
yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam 
perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu 
gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh 
kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa 
berbentuk ke dalam sebuah peta konsep. Pada dasarnya konsep 
merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant 
yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat 
umum atau abstrak tentang sesuatu.  

Konsep hukum menyajikan pembahasan komperhensif mengenai 
tema-tema mendasar bidang ilmu hukum, dimulai dari paparan 
mengenai berbagai persoalan yang selalu muncul dalam teori 
hukum, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi tentang ragam 
hukum, warga negara, hukum sebagai kesenian peraturan primer 
dan sekunder, fondasi sistem hukum, formalisme dan skeptisme 
peraturan, keadilan dan moralitas, hukum dan moral serta hukum 
internasional. 

Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya 
konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam 
memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah 
dimengerti, serta mudah dipahami. Sedangkan, pengertian hukum 
tidaklah mudah didefinisikan. Secara leksikal, hukum adalah 
peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang 
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi 
aturan berupa undang-undang serta peraturan terkait, kaidah dalam 
masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. 
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Dalam hukum telah terbentuk berbagai pengertian ataupun suatu 
konsep yang dikenal dengan konsep yuridis (legal concept). Konsep 
tersebut dikemukakan dalam ungkapan istilah yang diwujudkan 
dalam satu atau beberapa kata. Konsep dimaksud digunakan untuk 
mempermudah suatu pemahaman atau menghubungkan suatu 
ilmu baik secara teori ataupun praktik. Setiap istilah mengenai 
konsep dasar hukum ditetapkan maknanya pada batasan tertentu 
dengan sejelas mungkin kemudian dirumuskan menjadi suatu 
definisi dengan maksud untuk memudahkan penataan, 
pemahaman, dan penggunaannya sehingga tersusun bangunan 
pengetahuan yang secara rasional dapat dipelajari dan dipahami.  

Konsep-konsep yang mendasar dalam hukum yang telah 
dirumuskan diantaranya adalah : 
1. Subjek Hukum 

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak 
dan kewajiban menurut aturan hukum maupun segala 
pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum 
dibagi menjadi menjadi 2 klasifikasi yaitu manusia sebagai orang 
atau pribadi (natuurlijk person) dan badan hukum atau yang 
disebut orang berbentuk badan hukum (rechts person) atau 
orang yang diciptakan oleh hukum secara fiksi (persona ficta). 

2. Peristiwa Hukum 
Secara umum peristiwa diartikan sebagai suatu kejadian, tetapi 
kata peristiwa akan berbeda makna jika ditambahkan kata 
hukum di belakangnya karena kata hukum selalu terkait dengan 
suatu peraturan. Peraturan hukum tidak bisa disamakan 
maknanya dengan dunia kenyataan, sebab peraturan hukum 
membe-rikan kualifikasi tertentu. 

3. Perbuatan Hukum 
Perbuatan hukum ialah segala perbuatan subjek hukum yang 
akibatnya diatur dengan hukum karena akibat itu dapat 
dianggap menjadi sebuah keinginan dari yang melakukannya. 
Perbuatan hukum menjadi awal dari berlangsungnya sebuah 
proses pengaturan hukum karena ia adalah momentum yang 
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memisahkan antara dunia hukum dengan dunia sosial karena 
sejak itu peristiwa yang terjadi pada masyarakat mulai 
ditundukan dengan tataran hukum. Tunduk pada tataran hukum 
berarti tunduk pada ukuran hukum, penilaian hukum dan akibat-
akibat hukum. 

4. Akibat Hukum. 
Akibat hukum secara umum dapat di artikan sebagai akibat yang 
diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau 
perbuatan dari subjek hukum. Menurut A. Ridwan Halim, yang 
dimaksud dengan akibat hukum ialah semua akibat yang 
ditimbulkan dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
subjek hukum kepada objek hukum ataupun akibat lain yang 
terjadi karena disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang 
diatur oleh hukum itu dan telah disepakati atau dianggap 
menjadi suatu akibat hukum. 
 

B. MACAM-MACAM KONSEP HUKUM 

Berikut macam-macam Konsep Hukum yang telah dikemukakan 
oleh Sutandyo, yakni : 
1. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat 

kodrati dan berlaku universal. 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-

undangan hukum nasional. 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concerto, 

tersistematisasi sebagai judge made law. 
4. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis 

sebagai variable sosial yang empiris. 
5. Hukum manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 

sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. 

Selain itu, Radbruch juga mengelompokkan dua macam konsep 
hukum yakni konsep yuridis relevan (legally relevant consept) dan 
konsep hukum asli (genuine legal concepts). Konsep hukum asli 
selanjutnya disebut sebagai konsep hukum. Konsep yuridis relevan 
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merupakan konsep komponen aturan hukum khususnya konsep 
yang digunakan untuk memaparkan situasi  fakta dalam kaitannya 
dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan 
interpretasi, misalnya konsep fakta seperti benda membawa pergi 
atau mengambil, tujuan atau maksud (intensi). Sementara konsep 
hukum (genuine legal concepts) adalah konsep konstruktif dan 
sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum 
(misalnya konsep hak, kewajiban, hubungan hukum, lembaga 
hukum, perikatan, perkawinan, waris dan jual beli). 

 
C. KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA 

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada 
tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang
sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, 
dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, 
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara
Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam 
dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik 
ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam 
bahasa Inggeris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the
rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya 
adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya 
bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya. 

Di dalam UUD 1945 tercantum dengan jelas bahwa Indonesia 
adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum berakar dari paham 
kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa 
kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas 
hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak 
sosial setiap negara hukum.1 Dalam kontrak tersebut tercantum 
kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, 
mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan 
hukum. 
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Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep 
dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan 
bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, 
oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya 
termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjung 
tinggi hukum tanpa terkecuali 

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan 
perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional 
dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan 
infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib 
dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan 
kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum 
itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) 
sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum 
yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya 
konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi 
(the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah Mahkamah 
Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘the
ultimate interpreter of the constitution’. 

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan 
konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan 
konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan 
‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan 
‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti 
norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan
sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah 
norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat 
dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai 
kekuasaan tertinggi.  

Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu 
dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di 
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Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”.
Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu 
sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang 
kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul 
“The Laws” jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu 
sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani 
Kuno.  

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental 
dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius 
Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, 
yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep 
Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan 
sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara 
Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup 
empat elemen penting, yaitu : 
1. Perlindungan hak asasi manusia. 
2. Pembagian kekuasaan. 
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 
4. Peradilan tata usaha Negara. 

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam 
setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of
Law”, yaitu : 
1. Supremacy of Law. 
2. Equality before the law. 
3. Due Process of Law. 

 
Keempat Prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl 
tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga 
prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk 
menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. 
Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-
prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan 
bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of 
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judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak 
diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang 
dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International
Commission of Jurists” itu adalah : 
1. Negara harus tunduk pada hukum. 
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.  
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

 
Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertian tersebut 
di atas, konsepsi tentang Negara Hukum di kalangan kebanyakan 
ahli hukum masih sering terpaku kepada unsur-unsur pengertian 
sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 dan abad ke-20. 
Sebagai contoh, tatkala merinci unsur-unsur pengertian Negara 
Hukum (Rechtsstaat), para ahli selalu saja mengemukakan empat 
unsur ‘rechtsstaat’, dimana unsurnya yang keempat adalah adanya 
‘administratieve rechtspraak’ atau peradilan tata usaha Negara 
sebagai ciri pokok Negara Hukum. Tidak ada yang mengaitkan 
unsur pengertian Negara Hukum Modern itu dengan keharusan 
adanya kelembagaan atau setidak-tidaknya fungsi Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tata Negara. Jawabannya 
ialah karena konsepsi Negara Hukum (Rechtsstaat) sebagaimana 
banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang adalah hasil inovasi 
intelektual hukum pada abad ke 19 ketika Pengadilan Administrasi 
Negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan, sedangkan 
Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga 
tersendiri di samping Mahkamah Agung atas jasa Professor Hans 
Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria 
pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha 
Negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata 
negara adalah fenomena abad ke-20 yang belum dipertimbangkan 
menjadi salah satu ciri utama Negara Hukum kontemporer. Oleh 
karena itu, patut kiranya dipertimbangkan kembali untuk 
merumuskan secara baru konsepsi Negara Hukum modern itu 
sendiri untuk kebutuhan praktek ketatanegaraan pada abad ke-21 
sekarang ini. 
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Brian Tamanaha seperti dikutip oleh Marjanne Termoshuizen-Artz 
dalam Jurnal Hukum Jentera, membagi konsep ‘rule of law’ dalam 
dua kategori, “formal and substantive”. Setiap kategori, yaitu “rule
of law” dalam arti formal dan “rule of law” dalam arti substantif, 
masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara 
Hukum atau “Rule of Law” itu sendiri menurutnya mempunyai 6 
bentuk sebagai berikut : 
1. Rule by Law (bukan rule of law), dimana hukum hanya 

difungsikan sebagai “instrument of government action”. Hukum 
hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan 
belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat 
tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik 
yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses 
pengambilan keputusan politik. 

2. Formal Legality, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) prinsip 
prospektivitas (rule written in advance) dan tidak boleh bersifat 
retroaktif, (ii) bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua 
orang, (iii) jelas (clear), (iv) public, dan (v) relative stabil. Artinya, 
dalam bentuk yang ‘formal legality’ itu, diidealkan bahwa 
prediktabilitas hukum sangat diutamakan Democracy and 
Legality.  

3. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin 
kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai “a
procedural mode of legitimation” demokrasi juga mengandung
keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan “formal
legality”. Seperti dalam “formal legality”, rezim demokrasi juga
dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena 
itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum 
dalam arti formal atau rule of law dalam arti formal sekali pun, 
tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai 
kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka 
praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk 
daripada rezmi otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan 
kepastian. 

4. “Substantive Views” yang menjamin “Individual Rights”. 



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 34

5. Rights of Dignity and/or Justice. 
6. Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of 

community. 
 

Menurut Krabe, negara sebagai pencipta dan penegak hukum di 
dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. 
Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian 
hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum 
mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang. 
Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang 
berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga 
negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi 
tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. 
Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia 
sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa 
sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. 
Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring 
dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht 
membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum 
formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti 
materiil atau negara hukum yang bersifat modern. 

Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada 
tugas negara. Dalam artian formil tugas negara adalah 
melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk 
melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara 
penjaga malam (nachtwackerstaats). Sementara dalam artian 
materiil tugas negara tidak hanya sebatas menjaga ketertiban saja, 
melainkan juga kehadiran negara adalah untuk mecapai 
kesejahteraan rakyat untuk mecapai keadilan (welfarestate). Fungsi 
negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah 
negara adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (public 
service), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
tersebut. 
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Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan 
dan fungsi pemerintah (bestuurfunctie) dalam negara-negara 
modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep 
negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk 
melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara 
kekuasaan negara. 

Menurut Anthony Giddens, konsep fungsi negara yang demikian 
tersebut menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya 
bahwa negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan 
langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan 
kesejahteraan umum. Oleh karena nya tugas negara menjadi 
sangatlah luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan 
masyarakat dalam segala bidang mulai dari sosial budaya, politik, 
agama, teknologi, perthanan keamanan, bahkan kalau perlu masuk 
kedalam kehidupan privat warga negara nya (misal mengatur 
perkawinan, agama dan lain sebagainya). Untuk menghindari 
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap 
diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum 
modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum 
hukum kesejahteraan, antara lain : 
1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia 
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan 
3. Legalitas Pemerintahan 
4. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak 
5. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara 

 
Menurut Maria Farida, Konsep hukum negara Indonesia adalah 
negara hukum pengurus (Verzonginstaat). Apabila dicermati secara 
sungguh-sungguh konsep negara hukum ini sangat mendekati 
konsep negara hukum kesejahteraan (welfarestaat). Hal ini dapat 
dipahami melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 
khususnya pada alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan:  
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”... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial..” 

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara 
Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan 
kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena 
Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun 
juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai 
kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal 
tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri 
bangsa. 

Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara 
hukum eropa kontinental, konsep negara hukum anglo saxon, 
maupun konsep negara hukum sosialis, ketiga konsep negara 
hukum tersebut didasarkan pada paham liberal individualistis dan 
sosialis, sedangkan konsep negara hukum Indonesia didasarkan 
pada pandangan hidup bangsa, yaitu pancasila. Perbedaan 
tersebut terletak pada masalah kedudukan individu terhadap 
masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakat. 
Perbedaan ini terutama karena pengaruh pandangan hidup serta 
latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Karena itu konsep negara 
hukum Indonesia pun dengan sendirinya juga berbeda dengan 
konsep negara hukum liberal. Beberapa hal yang membedakan 
konsep negara Hukum Indonesia dengan negara hukum lainnya 
sebagai berikut : 
1. Bersumber Pada Pancasila  

Roeslan Saleh berpendapat, dengan memperhatikan 
penempatan dan fungsi Pancasila dalam pembukaan, maka 
Pancasila merupakan Grundnorm yang lebih luas daripada 
Grundnorm menurut Hans Kelsen, karena meliputi seluruh 
norma kehidupan bangsa Indonesia. Menurut pandangan 
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Padmo Wahjono berpendapat Pancasila yang menjadi landasan 
dasar kehidupan berkelompok (bernegara) bangsa Indonesia 
merupakan kaidah pokok fundamental negara. Sedangkan 
menurut notonegoro dengan memakai pendapat Nawiasky, 
menempatkan kedudukan Pancasila dalam pembukaan UUD 
sebagai ”pokok kaidah negara” (Staatsfundamentalnorm). 

2. Sistem Konstitusi 
Di negara-negara Barat dikenal asas legalitas, artinya bahwa 
setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang 
(wetmatigheid van heet bestuur) yang kemudian berkembang 
menjadi berdasarkan hukum dan berdasarkan kegunaannya. 
Unsur legalitas ini mendapat reaksi, yang menyebabkan 
terjadinya perubahan-perubahan secara terpaksa di Negara 
Belanda. 

3. Kedaulatan Rakyat 
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan 
dan menyelenggarakan sesuatu yang menuju kepada 
kepentingan jasmani dan rohani warga negara, kekuasaan ini 
ada ditangan rakyat sebagai keseluruhan.  

4. Persamaan Kedudukan dalam Hukum 
Unsur ini dimuat dalam UUD 1945, bukan karena banyak negara 
juga memuat dalam Undang-Undang Dasarnya. Akan tetapi 
bagi bangsa Indonesia, hal ini mempunyai latar belakang 
sejarah. 

5. Kekuasaan kehakiman yang Bebas dari Kekuasaan Lain 
UUD 1945 tidak menganut teori Trias Politika, akan tetapi untuk 
menjamin hak warga negara untuk menikmati keadilan, perlu 
ditetapkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas dari 
pengaruh kekuasaan lain terutama kekuasaan pemerintah 
(eksekutif). 

6. Pembentukan Undang-Undang 
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 “Presiden berhak
mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat.” Pasal 20 ayat (1) “Dewan Perwakilan
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”
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Pasal 20 ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 
mendapatkan persetujuan bersama. 

7. Sistem Perwakilan 
Menurut pendapat Bagir Manan, terdapat dua pendapat yang 
lazim tentang sistem pemerintahan Indonesia dibawah UUD 
1945, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia 
menganutsistem Presidensial dan kelompok yang berpendapat 
bahwa Indonesia menganut sistem campuran. 
 

D. RANGKUMAN 

1. Konsep hukum menyajikan pembahasan komperhensif 
mengenai tema-tema mendasar bidang ilmu hukum, dimulai dari 
paparan mengenai berbagai persoalan yang selalu muncul 
dalam teori hukum, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi 
tentang ragam hukum, warga negara, hukum sebagai kesenian 
peraturan primer dan sekunder, fondasi sistem hukum, 
formalisme dan skeptisme peraturan, keadilan dan moralitas, 
hukum dan moral serta hukum internasional. 

2. Macam-macam konsep hukum yakni, hukum adalah asas-asas 
kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku 
universal, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem 
perundang-undangan hukum nasional, hukum adalah apa yang 
diputuskan oleh hakim in concerto, tersistematisasi sebagai 
judge made law, hukum adalah pola perilaku sosial yang 
terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empiris, dan 
hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku 
sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. 

3. Di dalam UUD 1945 tercantum dengan jelas bahwa Indonesia 
adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum berakar dari 
paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip 
bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah 
berdasarkan atas hukum. 
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E. TES FORMATIF 

1. Konsep-konsep mendasar dalam hukum adalah, kecuali…. 
a. Subjek Hukum 
b. Peristiwa Hukum 
c. Perbuatan Hukum 
d. Akibat Hukum 
e. Aturan Hukum 

2. Macam-macam Konsep Hukum yang telah dikemukakan oleh 
Sutandyo, Kecuali…. 
a. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang 

bersifat kodrati dan berlaku universal. 
b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem 

perundang-undangan hukum nasional. 
c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concerto, 

tersistematisasi sebagai judge made law. 
d. Hukum adalah segala perbuatan yang mencakup perintah 

dan larangan. 
e. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga eksis 

sebagai variable sosial yang empiris. 
 

F. LATIHAN 

Uraikan secara jelas beberapa hal yang membedakan konsep 
hukum negara Indonesia dengan negara hukum lainnya !!!  
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KEGIATAN BELAJAR 4  
TEORI HUKUM DI INDONESIA 

 

DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
Pada bab ini mahasiswa mempelajari Konsep Dan Pengertian Teori 
Hukum, Ciri-Ciri, Fungsi Dan Kegunaan Teori Hukum, Teori Hukum 
Dalam Lintasan Sejarah, Penerapan Teori Hukum Dalam 
Mewujudkan Keadilan. 
 

KOMPETENSI PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan 
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan : 
1. Mampu menguraikan Konsep, Pengertian dan kedudukan Teori 

Hukum. 
2. Mempu menjelaskan Ciri-Ciri, Fungsi Dan Kegunaan Teori 

Hukum. 
3. Mampu menjelaskan Teori Hukum Dalam Lintasan Sejarah. 
4. Mampu menjelaskan Mashab-Mashab dalam Ilmu Hukum 
5. Mampu menganalisis Penerapan Teori Hukum Dalam 

Mewujudkan Keadilan. 
 

PETA KONSEP PEMBELAJARAN 
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A. KONSEP, PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN TEORI 
HUKUM 

Teori hukum lahir sebagai upaya yang berkesinambungan untuk 
mencermati hukum secara metodis atau menyelutuh dan lengkap 
atau analitis sehingga dapat diperoleh suatu pengetahuan hukum 
yang fundamental sfatnya namun terbuka untuk terus dilakukan 
pengujian secara berulang. Teori hukum merupakan merupakan 
ilmu yang mandiri baru berkembang pada abad ke-19, sebelumnya 
teori hukum dipandang oleh ilmuan hukum sebagai bagian dari 
filsafat hukum. 

Sebelum membahas apa konsep dan pengertian teori hukum, perlu 
diketahui terlebih akar kata teori. Istilah teori berasal dari bahasa 
Yunani, theoria, yang artinya pandangan atau pertimbangan dan 
kata theoria jika disebut dalam kata kerjanya menjadi theorein, yaitu 
mempertimbangkan, mengamati atau memandang. Makna teori 
adalah pengamatan akan kebenaran melalui penalaran yang murni. 
Dengan demikian suatu pernyataan atau penjelasan yang teoritis 
tunduk kepada beberapa syarat, yaitu: (1) Suatu teori harus harus 
dapat mengungkapkan sesuatu mengenai objeknya melalui 
argumentasi tentang fenomena tertentu yang dapat menerangkan 
bentuk substansi atau eksistensinya; (2) Suatu teori harus 
bersesuaian, konsisten secara logika atau tidak boleh 
bertentangan; (3) Suatu teori secara rasional harus dapat dibuktikan 
kebenaran atau ketidakbenarannya. Pembuktian dimaksud 
dilakukan secara terbuka; dan (4) Suatu teori harus dapat 
mengemukakan atau mengajukan ramalan atau prakiran. 

Lalu apa sebenarnya teori hukum itu? Secara konseptual teori 
hukum adalah bidang ilmu yang memahami substansi fungsional 
hukum. Dalam teori hukum para ahli atau ilmuwan hukum 
mengemukakan suatu konstruksi pemikiran melalui argumentasi 
atau dalil-dali yang ketat mengenai hakekat hukum. Dengan 
demikian teori hukum merupakan pandangan yang tegas dan 
sistematis untuk menjelaskan hakekat serta hubungan-hubungan 
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yang ideal dan berlaku umum serta menyeluruh di antara kaidah-
kaidah hukum maupun gejala-gejala yang bertautan dengan 
hukum. Menurut Magnis Suseno, teori hukum merupakan refleksi 
kritis mengenai apa sebetulnya hukum yang ditelaah atau dikupas 
atau dianalisis dalam ilmu hukum itu sendiri. 

Para ahli atau ilmuwan hukum memberikan defenisi yang beragam 
mengani apa yang dimaksud dengan teori hukum atau pengertian 
teori hukum sebagai suatu disiplin ilmu. Pendapat mengenai 
defenisi teori hukum tersebut, antara lain oleh: Hans Kelsen, yang 
mendefenisikan teori hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai 
hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang 
seharusnya. Menurut Friedman, teori hukum didefenisikan sebagai 
ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari esensi hukum 
dimana esensi hukum terebut memiliki keterkaitan dengan filsafat 
hukum di satu sisi dan teoi politik pada sisi lainya. Menurut Jan 
Gijssels dan Mark van Hoecke, mendefinisikan teori hukum sebagai 
ilmu yang memiliki sifat menerangkan maupun menjelaskan 
mengenai hukum. Menurut kedua pemikir ini terdapat 
kesinambungan antara teori hukum dengan ajaran hukum umum 
yang terbagi menjadi dua aspek sebagai berikut: (1) Teori hukum 
merupakan kelanjutan dari ajaran hukum umum yang memiliki objek 
disiplin mandiri, yang diantaranya yaitu dogmatika hukum yang 
berada di satu sisi dengan filsafat hukum yang berada di sisi 
lainnya. Dalam perkembangannya, teori hukum juga diakui sebagai 
disiplin ketiga disamping dalam fungsinya untuk melengkapi filsafat 
hukum serta dogmatika hukum, yang masing-masing memiliki 
wilayah serta nilainya sendiri. (2) Teori hukum juga dipandang 
sebagai ilmu a-normatif yang memiliki bebas nilai yang 
membuatnya berbeda dari filsafat hukum dan dogmatikaa hukum. 
Menurut Bruggink, teori hukum didefenisikan sebagai seluruh 
pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem 
konseptual yang ada pada aturan-aturan  hukum dan putusan-
putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang terpenting 
dipositifkan. Pengertian teori hukum dari Bruggink ini memiliki 
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makna ganda, yaitu definisi teori sebagai produk dan juga proses. 
Sebagai produk, teori hukum adalah keselurahan pernyataan yang 
saling berkaitan dan merupakan hasil kegiatan teoritik di bidang 
hukum, sedangkan sebagai proses, yaitu kegiatan teoritik tentang 
hukum pada kegiatan penelitian teoritik di bidang hukum itu sendiri. 

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tentang teori hukum, 
maka dapat disimpulkan bahwa teori ilmu hukum atau rechts 
theorie secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu 
maupun disiplin hukum yang jika dilihat melalui perspektif 
interdisipliner serta eksternal dan kritis dapat digunakan untuk 
menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik secara sendiri 
maupun secara keseluruhan, baik di dalam konsep teoritisnya 
maupun dengan praktisnya, yang memiliki tujuan dalam 
mendapatkan pemahaman lebih baik serta dapat memberikan 
penjelasan sejelas mungkin berhubungan dengan bahan hukum 
yang tersaji dan kegiatan yuridis yang ada pada kenyataan 
masyarakat. 

Lebih lanjut dalam pemikiran-pemikiran para ilmuwan hukum yang 
menjelaskan pengertian tentang teori hukum juga menyinggung 
filsafat hukum dan dogmatika hukum sehingga nampaknya perlu 
dijelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan filsafat 
hukum, teori hukum dan dogmatika hukum serta perbedaanya 
dengan teori hukum. Filsafat hukum merupakan perjuangan untuk 
mendapatkan kejelasan dan pemahaman sedalam-dalamnya 
mengenai hukum sebagai kenyataan yang integral dalam 
kehidupan bersama manusia. Sedangkan teori hukum merupakan 
suatu pernyataan yang jelas, sistematis dan selengkap-lengkapnya, 
untuk menjelaskan hukum sebagai tatanan yang mengatur perilaku 
manusia untuk menegakan ketertiban dan semakin 
mendekatikeadilan sebagai model hubungan-hubungan yang ideal 
dan berlaku umum dan menyeluruh dalam kehidupan bersama 
manusia. Dogmatika hukum, adalah pencarian pengetahuan 
mengenai segala yang berkenaan dengan hukum secara umum. 
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Perbedaan deskritif mengenai fungsi dari masing-masing disiplin ini 
adalah terhadap pola pertanyaanyang diajukan. Pertanyaan dalam 
bidang filsafat hukum bersifat kritis dan reflektif, sedangkan 
pertanyaan dalam bidang teori hukum menghendaki jawaban 
mengenai substansi hukum dalam kerangka memaknai hukum. 
Pada tahap selanjutnya dogmatika hukum mengemukakan 
pertanyaan-pertanyaan mengenai dimensi operasional dari hukum. 
Dengan demikian maka hubungan antara teori hukum dan filsafat 
hukum adalah hubungan yang meta-disiplin (filsafat hukum) 
terhadap disiplin objek (teori hukum). Filsafat hukum secara esensi 
mewujudkan suatu pemikiran yang spekulatif sedangkan teori 
hukum mengupayakan suatu pendekatan ilmiah-positif terhadap 
gejala hukum. Sedangkan hubungan antara teori hukum dan 
dogmatika hukum adalah teori hukum tidak terarah pada 
penyelesaian masalah-masalah hukum konkret atau kategori dari 
masalah hukum sebagaimana kajian dogmatika hukum, teori 
hukum lebih kepada upaya mempelajari teknik dan metode yang 
digunakan dogmatika hukum dan praktek hukum untuk 
menyelesaikan masalah-masalah hukum. Jadi secara sederhana 
hubungan dan kedudukan teori hukum terhadap filsafat hukum dan 
dogmatika hukum adalah filsafat hukum adalah meta-teori untuk 
teori hukum dan teori hukum adalah meta-teori untuk dogmatika 
hukum atau dengan kata lain teori hukum mewujudkan sebuah 
meta-teori berkenaan dengan dogmatika hukum, makafilsafat 
hukum memenuhi fungsi dari sebuah meta-disiplin berkenaan 
dengan teori hukum. Sehingga secara struktural teori hukum 
terhubung pada filsafat hukum dan dengan cara yang sama seperti 
dogmatika hukum terhadap teori hukum. Dengan demikian letak 
kedudukan teori hukum adalah berada diantara filsafat hukum dan 
dogmatika hukum atau menjadi penghubung antara kedua disiplin 
ilmu tersebut. Dogmatika hukum yang kajiannya hanya menelaah 
hukum positif (peraturan perundang-undangan) atau memaparkan 
dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu 
masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut 
pandang normatif adalah ilmu praktis hukum, sementara teori 
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hukum adalah disiplin hukum dalam tataran yang abstrak, 
sedangkan pada tingkatan yang abstraksinya paling tinggi yakni 
tataran abstraksi kefilsafatan yang disiplin kajiannya dinamakan 
filsafat. 

 
B. CIRI-CIRI, FUNGSI DAN KEGUNAAN TEORI HUKUM 

Bagian terpenting mempelajari ilmu hukum adalah memahami teori 
hukum karena melalui teori-teori dapat dicermati dan cerminan 
perkembangan hukum dalam masyarakat. Mempelajari teori hukum 
adalah upaya melakukan pendalaman metodologis pada dasar dan 
latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti yang luas, agar 
memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih 
jelas tentang bahan-bahan yuridis. Teori hukum memiliki tugas 
untuk memperjelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai 
kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum merupakan 
kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori 
hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan 
telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk 
menjelaskan tentang hukum. Dengan demikian maka dapat 
disimpulkan bahwa teori hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
teori hukum merupakan bentuk hasil pemikiran mengenai hukum, 
teori hukum digunakan untuk mencari dan menemukan segala yang 
berkaitan dengan hukum, teori hukum merupakan ilmu yang 
mempertanyakan segala hal yang menjadi bagian dari hukum, teori 
hukum digunakan untuk menanyakan isi hukum yang ada, teori 
hukum tidak membentuk hukum yang ajeg (teratur), teori hukum 
mendapatkan materi atau isi hukumnya dari ilmu hukum, teori 
hukum merupakan bentuk meta teori hukum, teori hukum 
merupakan gambaran dari sebuah teknik hukum, teori hukum 
merupakan cara atau bentuk para ahli hukum berbicara tentang 
hukum, teori hukum digunakan untuk mendiskusikan hukum dari 
perspektif dan penggunaan bahasa yang tidak teknis yuridis, teori 
hukum digunakan untuk menanyakan mengenai dapat atau tidak 
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dapat digunakannya teknik interpretasi logis, teori hukum 
membicarakan mengenai pertimbangan maupun penalaran dari 
para ahli hukum, teori hukum tidak mempermasalahkan mengenai 
penyelesaian mana yang paling cocok, dan yang terkahir, teori 
hukum digunakan untuk mengkaji pertimbangan para ahli hukum 
dan instrument atau alat yang digunakan para ahli hukum 

Sebagai ilmu yang memiliki disiplin tersendiri, teori hukum memiliki 
perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis untuk 
menganalisis berbagai gejala hukum, baik dari aspek dalam 
konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam 
konsepsi teoretisnya maupun dalam penerapan praktisnya, dengan 
tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan 
memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum dalam 
kenyataan.  

Secara umum teori hukum memiliki fungsi untuk mentranformasikan 
atau melakukan perubahan dalam hubungan antara hukum dan 
fakta hukum. Hal ini sejalan dengan fungsi teori dalam proses 
berpikir ilmiah, yaitu: (1) Memberikan kesempatan untuk 
meramalkan atau menerangkan sesuatu; (2) Mensistematisasikan 
penemuan-penemuan penelitian; (3) Memberikan penjelasan 
dalam hal menjawab pertanyaan mengapa; dan (4) Sebagai 
panduan untuk menganalisis objek penelitian sesuai permasalahan 
tertentu, untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik 
dalam tataran hukum normatif maupun empiris.  

Teori hukum merupakan bagian penting dari ilmu hukum karena 
melalui teori hukum dapat mencerminkan perkembangan hukum 
dalam masyarakat. Teori sering dipandang sebagai seni untuk 
menghubungkan pendapat atau pandangan tentang sesuatu hal 
sebagai pembahasan dengan cara tertentu, karena teori 
kegiatannya berupa pengumpulan sejumlah pertimbangan dan 
menemukan sesuatu untuk sampai kepada pendapat yang diyakini. 
Teori hukum dapat disamakan dengan seni di bidang hukum. 
Dengan demikian, teori hukum dapat dirumuskan sebagai seni 
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memikirkan tentang hukum sampai jauh ke latar belakang dari nilai-
nilai dan postulat hukum untuk mengembangkan pengertian dan 
konsepsi dasar mengenai hukum dan berhubungan dengan 
masalah-masalah hukum. Pada umumnya, teori hukum dilawankan 
dengan praktik hukum karena ada anggapan babwa teori hukum 
sama dengan ilmu hukum dan berperan menguraikan dalam suatu 
pendapat mengenai norma-norma hukum yang berlaku sebagai 
usaha kelanjutan mempelajari hukum positif Secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa ilmu hukum, yang semula dikenal dengan 
ajaran hukum (rechtsleer) atau sering disebut dogmatika hukum 
yang mempelajari hukum posistif (ius constitutum). Jadi ilmu hukum 
dapat dikatakan sebagai teorinya hukum positif dan bukan teori 
hukum. Pertanyaan ilmu hukum dapat dijawab dengan hukum 
positif karena bersifat normatif dan mengandung nilai praktisi 
konkrit. Sementara teori hukum adalah disiplin hukum dalam tataran 
yang abstrak, sedangkan pada tingkatan yang abstraksinya paling 
tinggi yakni tataran abstraksi kefilsafatan, disiplin kajiannya 
dinamakan filsafat hukum. 

Muatan kajian teori hukum memiliki kegunaan diantaranya: 
menjelaskan hukum dengan cara menafsirkan sesuatu 
arti/pengertian, menjelaskan sesuatu syarat atau unsur sahnya 
suatu peristiwa hukum dan menguraikan hirarkhi kekuatan 
peraturan hukum, menilai suatu peristiwa hukum serta memprediksi 
tentang sesuatu yang akan terjadi. Teori hukum memiliki tugas: 
memperjelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai 
kepada landasan filosifisnya yang tertinggi. Teori hukum berfungsi 
untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. 
Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang 
berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya 
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C. TEORI HUKUM DALAM LINTASAN SEJARAH 

Sejarah teori hukum pada hakikatnya merupakan sejarah panjang 
tentang perkembangan peradaban manusia mengatur hidupnya. 
Fase-fase sejarah teori hukum dapat djelaskan sebagai berikut: 
Fase tahun 1800 SM, Raja Babilonia memperkenalkan undang-
undang dan disebut sebagai undang-undang yang tertua dalam 
peradaban manusia, yang dikenal dengan nama Code 
Hammurabi.Abad ke-5 SM, pemikiran tentang hukum mendapat 
akarnya yaitu pada zaman Yunani dengan hadirnya Socrates, 
Platon, Aristoteles dan Epicurus sebagai pemikir-pemikir tentang 
hukum dan negara. Substansi utama pemikiran mereka adalah 
masalah kewajiban dan keharusan negara, yaitu keharusan 
dibuatnya hukum oleh negara, masalah hukum dan masalah 
keadilan, Kehadiran negara adalah untuk memberikan keadilan 
yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan hanya dengan hukum 
keadilan tersebut dapat diwujudkan. Zaman Romawi, substansi 
utama pemikiran hukum mengenai keadilan berlanjut pada zaman 
Romawi. Pada zaman ini lahir pemikir hukum seperti Cicero. Abad 
Pertengahan (Abad ke-5 sampai dengan ke-15), runtuhnya 
kerajaan Romawi pada Abad ke-5 Sesudah Masehi mengakibatkan 
perkembangan hukum mulai memasuki zaman atau abad yang oleh 
para ahli disebut sebagai abad pertengahan, dinamakan demikian 
karena abad pertengahan merupakan peralihan antara zaman 
purba ke zaman modern. Abad pertengahan ini berlangsung selama 
sepuluh abad. Permulaan Abad Modern, perkembangan zaman 
modern terjadi sejak abad ke-15. Pada zaman ini pemikiran hukum 
dan keadilan mendapat warna agama yang sangat padat dan ketat 
terutama pengaruh agama Kristen. Salah satu filsuf terbesar pada 
abad ini adalah Thomas Aquinas. Zaman Renaisance (Abad ke-
16), zaman renaisance merupakan zaman pasca abad 
pertengahan. Di sebut sebagai renaissance karena zaman ini 
ditandai dengan manusia menemukan kembali dirinya. Manusia 
membebaskan dirinya dari ikatan agama dan mempercayakan 
hidupnya pada kekuatan pikiran atau rasio nya. Puncak zaman ini 
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terjadi di Italia, dengan hadirnya Machiaveli yang menyamakan 
hukum dengan kekuasaan. Pernyataannya adalah siapa yang tidak 
mempunyai kekuasaan, tak akan mempunyai hukum. Selain itu, 
muncul nama Grotius yang juga menegaskan pentingnya akal. Akal 
manusia akan memandu dan memimpin manusia ke arah 
kehidupan yang lebih baik seklipun Tuhan tidak memperdulikan lagi 
manusia. Abad ke-17, pemikiran hukum mendapat penguatan-
penguatan ratsio yang lebih tegas lagi. Hal ini tampak pada 
tajamnya perbedaan pemikiran hukum alam, yang mengakibatkan 
terpecahnya aliran ini menjadi dua aliran besar, yaitu: aliran hukum 
alam yang irrasional dan aliran hukum alam yang rasional. Aliran 
hukum alam yang irasional menganggap hukum alam bersumber 
pada ratsio Tuhan, sedangkan aliran hukum alam rasional 
mengganggap hukum alam itu bersumber pada ratsio manusia. 
Aliran kedua ini menonjolkan para pemikir seperti Hugo de Groot, 
Samuel von Pufendorf, Cristian Thomasius, Benedictus de Spinoza 
dan John Locke. Abad ke-18, pemikiran manusia sebagainnya 
mulai dipengaruhi oleh lahirnya pendekatan-pendekatan analitis 
mekanis. Pemikiran hukum pada abad ini mengarah kepada 
penilaian terhadap sesuatu. Para pemikir pada zaman ini antara lain 
Immanuel Kant dan Jean Jacques Rousseau. Abad ke-19 dan 
Abad ke-20, pada abad ini telah terjadi perubahan-perubahan 
besar yang bersifat revolusioner. Teori hukum mengalami 
perkembangan yang cukup maju. Pada abad ke-19 mencatat 
lahirnya aliran-aliran dalam filsafat hukum, yaitu aliran sejarah dan 
aliran hukum positif. Sedangkan abad ke-20 melahirkan dua aliran 
besar, yaitu Sosiological Jurisprudence dan Pragmatic Legal 
Realism. Pendekatan pada teori hukum pada abad ke-19  
didominasi oleh pendekatan analitis mekanis dan pada abad ke-20 
berkembang menjadi pendekatan analitis organis. 
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D. MASHAB-MASHAB ILMU HUKUM 

Mashab Hukum Alam, merupakan mashab yang tertua dalam 
sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Menurut mashab ini 
selain hukum positif yang merupakan buatan manusia masih ada 
hukum yang lain yaitu hukum yang berasal dari Tuhan, yang disebut 
hukum Alam. Hukum alam sebenarnya bayangan mengenai 
keadilan yang abadi. Sejarah perkembangan hukum alam 
berintikan pada usaha manusia mencari keadilan. Menurut Cicero, 
hukum yang sebenarnya adalah akal yang benar yang sesuai 
dengan alam, yang dapat diterapkan di mana pun, tidak berubah-
ubah atau abadi. Hukum yang sebenarnya adalah yang susuai 
dengan ratsio murni yaitu ratsio yang sesuai dengan alam. Thomas 
Aquino adalah filsuf terbesar dalam aliran hkum alam. Aguino 
membedakan empat macam hukum, yaitu: Lex Aeterna (hukum 
yang abadi), Lex Naturalis (hukum alam), Lex Livina (hukum 
ketuhanan) dan lex humana (hukum kemanusiaan). Mashab 
Sejarah, mashab ini lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai 
reaksi atas paham hukum alam yang rasionalitas. Mashab sejarah 
dipelopori oleh ahli hukum berkebangsaan Jerman, Friderich Carl 
von Savigny. Pendapat mazhab ini berpangkal pada kenyataan 
bahwa manusia di dunia ini terdiri dari berbagai bagsa (rakyat) dan 
setiap bangsa memiliki semangat bangsanya sendiri yang berbeda-
beda menurut tempat dan waktu. Semangat bangsa ini tidak statis 
namun berubah menurut keadaan masyarakat. Inti pendapat von 
Savigny tentang hukum adalah: hukum tidak dibuat melainkan 
ditemukan, masyarakat dunia memiliki jiwa bangsanya masing-
masing dan sumber hukum satu-satunya adalah kesadaran hukum 
masyarakat. Mashab Positivisme Hukum, aliran positivisme 
disebut juga legisme (sumber hukum adalah undang-undang). 
Aliran ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehinggaaliran ini 
beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Semua 
persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Salah 
satu pemikir ajaran positivisme hukum adalah John Austin, yang 
menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan 
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yang tertinggi dalam suatu negara. Menurut Austin hukum terlepas 
dari soal keadilan dan baik atau buruk. Oleh karena itu hukum 
tugasnya adalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada 
dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan 
hukum positif. Hukum adalah perintah dan kekuasan politik yang 
berdaulat dalam suatu negara. Arti positivisme yaitu hukum adalah 
perintah. Aliran positivism hukum sangat memajukan pelajaran 
hukum. Teori Hukum Murni, teori ini sering dikaitkan dengan 
mazhab Wina yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Teori hukum murni 
merupakan pelajaran hukum yang dibersihkan (dimurnikan) dari 
unsur-unsur yang tidak yuridis, seperti sosilogi, politik, filosofi, 
ekonomi dan sebagainya. Ajaran hukum murni hanya mau melihat 
hukum sebagai norma yang menjadi obyek ilmu hukum dan bukan 
hukum sebagai perilaku Sebab hukum sebagai perilaku merupakan 
obyek sosiologi hukum, yang dalam ajaran teori hukum murni bukan 
merupakan ilmu hukum. Ajaran hukum murni adalah teori tentang 
hukum positif, yaitu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada 
bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Kelsen melihat sistem 
hukum sebagai suatu struktur piramida. Pendapat ini dikenal 
dengan nama teori “Stufenbau” atau “Stufenbau Theorie”. Menurut 
teori ini dasar berlakunya dan legalitas suatu peraturan terletak 
pada suatu peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih 
tinggi itu berlaku berdasarkan perturan yang lebih tinggi lagi 
(stufenbau) sehingga pada akhirnya sampai kepada peraturan yang 
tertinggi yakni disebut “grundnorm” (norma dasar). Hal ini dapat 
dilihat dalam hubungan berlakunya peraturan pemerintah, 
groundnorm merupakan dasar dari tata hukum nasional yang bukan 
sebagai hukum positif yang dibentuk oleh legislatif melainkan 
merupakan hasil pemikiran dan analisis yuridis sehingga 
Groundnorm merupakan merupakan norma tertinggi. Menurut  
Stufenbau Theorie sistem hukum merupakan sistem hierarkis yang 
tersusun dari peringkat terendah sehingga peringkat tertinggi. 
Hukum yang lebih rendah harus mendasarkan dan bersumber serta 
tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan jika 
bertentangan maka hukum yang lebih rendah tersebut menjadi 
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batal atau hilang daya berlakunya. Semakin tinggi kedudukan 
hukum dalam tingkatannya maka akan semakin abstrak dan umum 
sifat norma yang mendasarinya dan semakin rendah peringkat 
sebuah peraturan perundang-undangan maka akan semakin nyata 
dan operasional norma yang dikandungnya. Aliran Sosioogis, 
menurut aliran ini, hukum adalah hasil interaksi sosial dalam 
kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat sehingga 
perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. 
Aliran ini dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber. 
Aliran ini juga menyatakan bahwa hukum bukanlah norma-norma 
atau peraturan yang mememaksa orang bersikap dan betindak 
sesuai menurut tertib yang ada dimasyarakat melainkan hukum 
adalah kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan 
orang lain yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya di 
masyarakat. Eugen Ehrlich mengajukan konsep tentang hukum 
yang hidup sebagai  peraturan tingkah laku yang dipakai 
masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Hukum yang hidup 
tidak dapat dan tidak bisa ditemukan dalam bahan-bahan hukum 
formal tetapi dimasyarakat. Kekkuatan berlakunya hukum 
bergantung kepada penerimaan masyarakat. Menurut aliran 
sosiologis, hukum tidak perlu diciptakan oleh negara karena hukum 
bukanlah pernyataan-pernyataan melainkan terdiri dari lembaga-
lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan golongan-
golongan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam hal 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh hakim, maka menurut aliran 
sosiologis hakin bebas utuk menggali sumber-sumber hukumyang 
terdapat dalam masyarakat dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan, 
perbuatan-perbuatan atau adat. Aliran Realisme Hukum, aliran ini 
meninggalkan diskusi tentang hukum yang abstrak dan tidak 
melibatkan diri dengan dengan pertanyaan falsafah hukum, tetapi 
menggunakan pendekatan sosiologis dengan slogan hukum adalah 
apa yang dibuat oleh para hakim.Menurut aliran ini hakim adalah 
pembuat hukum dan bukan penemu hukum. Aliran ini 
dikembangkan oleh Karl Lewellyn, Jerome Frank dan Oliver 
Wendell Holmes. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, pemikiran 
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hukum dipengaruhi oleh aliran filsafat pragmatis, yaitu suatu aliran 
yang menekankan atau berorientasi pada kenyataan. Dalam bidang 
filsafat hukum, hukum bergerak dari dunia teori yang mendominasi 
pemikiran filsafat seelumnya ke arah dunia praktek. Pemikiran 
hukum pada aliran ini menitikberatkan perhatiannya terhadap 
penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat karena hukum 
yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukanlah 
apa yang ditulis dalam undang-undang melainkan apa yang 
dilakukan aparat penegak hukum. Hukum adalah suatu alat yang 
diciptakan oleh manusia untuk kebahagiaanya.  

 
E. PENERAPAN TEORI HUKUM DALAM MEWUJUDKAN 

KEADILAN 

Dalam sistem hukum, ilmu hukum sebagai penjabaran, pengujian 
dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen 
filsafat hukum. Tujuan dari perkembangan itu berkaitan dengan 
dimensi-dimensi utama ilmu hukum yaitu ontologi, epistemologi dan 
aksiologi, di mana ketiga dimensi tersebut merupakan media 
penghubung antara dunia rasio (das sollen) dengan dunia empiris 
(das sain) yang menyebabkan pergeseran dan perkembangan teori 
hukum serta ilmu hukum. Pada titik ini teori hukum menjalankan 
fungsi untuk menjelaskan fenomena dan fungsi untuk meramalkan 
fenomena.  
Keadilan merupakan tujuan akhir hukum. Hukum seharusnya 
memenuhi ajaran tiga nilai dasar yang harus diintegrasikan dalam 
hukum, yaitu: Nilai Keadilan (aspek filosofi); nilai kepastian (aspek 
yuridis); dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Sehingga 
keabsahan setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada 
tiga nilai dasar tersebut. Hukum berperan dalam persoalan keadilan 
karena dalam mewujudkan keadilan yang konkret adalah hukum 
yang dapat memberikan manfaat bagi hubungan antar manusia. 
Lembaga peradilan sebagai salah satu sarana mendistribusikan 
keadilan di Indonesia tidak terlepas dari penerimaan dan 
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penggunaan hukum modern. Dengan demikian, maka pengadilan 
harus berkedudukan dan memiliki arti yang abstrak yaitu sebagai 
hal yang memberikan keadilan dan bukan diartikan hanya sebagai 
badan untuk mengadili. Makna hal memberikan keadilan berarti 
bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim adalah 
memberikan keadilan kepada pencari keadilan yang memohon 
keadilan untuk apa yang menjadi haknya atau hukumnya. Dalam 
membuat putusan peradilan para hakim dituntut tidak saja 
mengandalkan kemampannya atau kemahirannya mengenai 
perundang-undangan namun harus secara totalitas melibatkan 
dirinya. Untuk hukum dapat berfungsi dan bekerja dengan baik 
maka diperlukan keserasian hubungan empat faktor, yaitu: (1) 
Hukum atau peraturan itu sendiri; (2) Fasilitas pelaksanaan hukum 
yang memadai; (3) Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku 
masyarakat itu sendiri; dan (4) Mental aparat penegakan hukum. 
Keempat faktor di atas sangat mempengaruhi nilai-nilai dari hukum, 
yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum yang harus 
ditegakan oleh aparat penegak hukum. Upaya menegakan hukum, 
adalah harus diartikan sebagai penegakan terhadap isi hukum 
(content of law), tata laksana hukum (structure of law) dan budaya 
hukum (culture of law). Sehingga ,penegakan hukum tidak saja 
dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan namun harus 
juga dapat memberdayakan aparat dan fasilitas hukum serta 
mampu menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif 
untuk penegakan hukum. 
Mewujudkan keadilan sosial melalui penegakan hukum di Indonesia 
dalam pandangan dasar filsafat negara Indonesia yaitu Pancasila, 
adalah terletak pada rumusan sila kelima, “Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”. Makna yang terkadung pada sila kelima 
Pancasila tersebut adalah tujuan negara. Negara mewujudkan 
kesejahteraan rakyat melalui keadilan. Dengan demikian maka sila 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini merupakan suatu 
nilai inti negara kesejahteraan (welfare state). Pendirian dan 
pengembangan Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan apa 
yang diungkapkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk 
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menjamin kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dengan jalan 
memajukan kesejahteraan umum. Negara Indonesia adalah yang 
berlandaskan atas hukum atau disebut negara hukum. Negara 
hukum berarti negara mengakui supermasi hukum,  yaitu 
ditegakannya hukum dan keadilan. Tegaknya hukum berarti 
tegaknya hukum yang adil atau tegaknya keadilan. Keadilan dalam 
pandangan Bangsa Indonesia adalah bersumber dari Pancasila 
sebagai dasar negara dan falsafah negara (filosofie grondslag). 
Dengan demikian maka pandangan keadilan menurut hukum di 
Indoensia tertuju pada sila ke lima Pancasila yaitu keadilan Sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia.  

 

F. RANGKUMAN 

Berdasarkan uraian maka secara fundamental teori hukum 
berkotribusi pada perkembangan hukum di Indonesia. Memahami 
teori hukum sebagai suatu ilmu adalah memahami berbagai 
pemikiran para ahli hukum dalam berbagai aliran atau mashab yang 
melatarbelakangi lahirnya teori hukum tersebut. Sebelum abad 
kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan dari 
filsafat karena para ahli peletak dasar hukum adalah para ahli 
filsafat. Teori hukum baru berkembang dan mengalami perubahan 
dari filsafat hukum terjadi dengan adanya perkembangan yang 
hebat dalam penelitian hukum. Era baru ini ditandai dengan 
konfrontasi para ahli hukum dengan masalah-masalah keadilan 
sosial. Oleh karena itu teori hukum modern mengalami perbedan 
metode dan penekanannya dengan teori-teori pada zaman teori 
hukum yang dilandasi oleh teori filsafat.  Salah satu unnsur 
terpenting dari perkembangan teori hukum adalah relevansinya 
terhadap penegakan hukum guna mewujudkan nilai keadilan sosial. 
Penegakan hukum seharusnya dikembalikan kepada fungsi 
aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta 
kenyamanan. DI Indonesia penegakan hukum yang berkeadilan 
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sosial terwujud dalam pandangan Pancasila sebagai dasar filsafat 
negara Indonesia.  
 
 
G. TES FORMATIF 

1.  Aliran positivisme disebut juga legisme, yang artinya: 
a. Hukum 
b. Undang-Undang 
c. Keadilan 
d. Teori 

2. Tokoh aliran Realime hukum seperti dibawah ini, kecuali: 
a. Karl Lewellyn  
b. Jerome Frank  
c. Eugen Ehrlich 
d. Oliver Wendell Holmes. 

 
 

H. LATIHAN SOAL 

1. Jelaskan Mengapa penting mempelajari Teori Hukum? 
2. Jelaskan Konsep dan Pengertiaan Teori Hukum? 
3. Jelaskan kedudukan teori hukum dalam disiplin ilmu hukum? 
4. Jelaskan mengapa salah satu ciri dari Teori Hukum merupakan 

bentuk hasil pemikiran mengenai hukum? 
5. Mengapa Keadilan disebut sebagai mahkota dari hukum dilihat 

dari kajian Teori Hukum?  
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KEGIATAN BELAJAR 5 
HUKUM INDONESIA YANG BERTATANAN HUKUM BARU DI 

INDONESIA 

DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
Pada bab ini mahasiswa mempelajari hukum Indonesia yang 
bertatanan hukum baru. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan 
dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari hukum Indonesia 
yang bertatanan hukum baru lebih lanjut. 
 

KOMPETENSI PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan 
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan : 
1. Mampu menguraikan hukum dalam konteks Indonesia dan 

perubahan terbaru dalam bertatanan hukum. 
2. Mampu menjelaskan konsep dasar hukum Indonesia, prinsip-

prinsip hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia dan 
perbandingan dengan sistem hukum lainnya. 

3. Mempu menjelaskan sejarah perkembangan hukum Indonesia, 
struktur hirarkis dan lembaga-lembaga penting dalam sistem 
hukum, peran lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, 
Mahkamah Agung, DPR, dan lembaga lainnya. 

4. Mampu menjelaskan perubahan-perubahan hukum terkini di 
Indonesia, faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam 
sistem hukum dan undang-undang baru atau perubahan 
signifikan dalam hukum Indonesia. 

5. Mampu menjelaskan isu-isu hukum yang sedang berkembang 
di Indonesia, tantangan dan dilema dalam penerapan hukum 
baru, pengaruh globalisasi terhadap hukum Indonesia. 

6. Mempu menjelaskan kasus-kasus hukum yang relevan untuk 
mengilustrasikan konsep dan penerapan hukum di Indonesia, 
analisis kasus-kasus hukum terkenal atau kontroversial, diskusi 
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tentang putusan-putusan pengadilan yang berdampak pada 
pertatanan hukum. 
 

PETA KONSEP PEMBELAJARAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Memahami hukum dalam konteks Indonesia sangat penting karena 
dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. 
Hukum sering dipandang tidak sensitif terhadap isu-isu hukum 
nyata yang tidak adil dan kontroversial, karena gagal 
mempertimbangkan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik 
yang mendasarinya (Sigit and . 2023). Namun, hukum memainkan 
peran sentral dalam tahapan pembangunan ekonomi, memberikan 
kepastian bisnis dan investasi dan memberdayakan masyarakat 
(Thamrin 2023). Literasi hukum sangat penting bagi warga negara 
Indonesia untuk menavigasi negara hukum dan menghindari 
penggunaan kekerasan sebagai solusi (Karmuji et al. 2022). Seperti 
sistem hukum perdata Indonesia dipengaruhi oleh agama, etnis, 
dan otonomi daerah, dengan rezim yang berbeda mengatur 
kehendak, warisan, dan suksesi (Bunjamin and Ameria 2022). 
Perkembangan dan pembaruan hukum nasional di Indonesia 
didorong oleh perubahan politik dan keinginan untuk memperbaiki 
dan menyempurnakan konstitusi (Supriyanto and Barthos 2022). 
Secara keseluruhan, pemahaman hukum di Indonesia sangat 
penting untuk mempromosikan keadilan, pembangunan ekonomi, 
pemberdayaan masyarakat, dan berfungsinya sistem hukum 
secara efektif namun dalam mencapai tujuan itu semua sangat 
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membutuhkan waktu untuk berproses dalam sebuah sistem yang 
utuh. 

Sistem hukum Indonesia unik karena kombinasi warisan kolonial, 
hukum adat, dan pengaruh hukum Islam. Ini telah mengalami 
perkembangan yang signifikan selama bertahun-tahun, bertujuan 
untuk mencapai bangsa modern dengan dasar hukum yang kuat 
sambil mempertahankan identitas nasionalnya (Mahy 2022). 
Perubahan terbaru dalam tatanan hukum termasuk 
diberlakukannya 'Undang-Undang Omnibus' yang kontroversial 
tentang Penciptaan Lapangan Kerja, yang telah dikaitkan dengan 
penurunan demokrasi Indonesia. Undang-undang ini 
memperkenalkan amandemen yang mengurangi perlindungan 
pekerja dan memposisikan ulang peraturan ketenagakerjaan dalam 
hierarki instrumen hukum (Khoirunisa, Koswara, and Taun 2023). 
Selain itu, pandemi Covid-19 telah mendorong perlunya reset yang 
hebat, yang mengarah pada pencurahan kebijakan melalui 
instrumen hukum untuk memastikan reorganisasi besar-besaran 
dan mengatasi dampak turunan dari krisis (Kurniawan 2022). 
Perkembangan hukum nasional di Indonesia memperhitungkan 
pluralitas masyarakat dan bertujuan untuk mempertahankan tradisi 
lama sambil membangun tradisi baru dan lebih baik, pada akhirnya 
mempromosikan konsep hukum yang adil (Maghfirah et al. 2022). 

Sistem hukum Indonesia adalah kombinasi dari hukum perdata, 
hukum Islam, dan hukum etnis tradisional (Yunus et al. 2022). 
Negara ini memiliki hierarki hukum, termasuk undang-undang 
nasional, undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah, 
peraturan presiden, dan peraturan daerah (Bunjamin and Ameria 
2022). Namun, ada masalah signifikan dalam pengoperasian 
hierarki ini, yang menyebabkan disfungsi hukum (Butt and Lindsey 
2018). Perubahan terbaru dalam tatanan hukum telah berfokus 
pada pengembangan tradisi hukum di Indonesia, termasuk hukum 
adat, hukum Islam, dan hukum Eropa (Maghfirah et al. 2022). 
Tujuannya adalah untuk menciptakan konsep hukum yang adil yang 
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memperhitungkan perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis 
(Fauzia, Hamdani, and Octavia 2021). Upaya untuk merevitalisasi 
sistem hukum dan menciptakan aturan hukum yang ideal telah 
diusulkan, termasuk metode pratinjau yudisial untuk memvalidasi 
konstitusionalitas hukum dan membangun moralitas dan 
profesionalisme di antara petugas penegak hukum. Tujuannya juga 
untuk membangun budaya hukum dalam masyarakat yang sadar 
akan hukum dan konstitusi. 

Sistem hukum Indonesia baru-baru ini mengalami perubahan 
struktur kelembagaan dan rencana pembangunannya. Revisi 
terhadap Konstitusi tahun 1945 mengarah pada penguatan sistem 
kepresidenan dan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) sebagai kerangka pembangunan 
nasional (Emilson, Nawawi, and Idrus 2023). Sistem pemerintahan 
Indonesia bersifat presidensional, dengan tiga kekuasaan - 
legislatif, eksekutif, dan yudisial - berbagi kekuasaan negara (Budi 
2022). Dalam hal hukum investasi internasional, Indonesia 
mengakhiri banyak Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) yang ada 
pada tahun 2014 dan menegosiasikan kembali BIT baru, seperti BIT 
Indonesia-Singapura 2018, yang dapat berdampak pada rezim 
investasi di negara tersebut (Andiansyah 2022). Selain itu, ada 
perkembangan dalam regulasi pencegahan kekerasan seksual di 
Indonesia, dengan penetapan Undang-Undang Penyegahan 
Tindak Pidana kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 yang 
memberikan perlindungan hukum dan pengaturan pidana terpadu 
(Setiawan et al. 2022). Terakhir, dalam menanggapi pandemi 
Covid-19, Indonesia telah memanfaatkan berbagai instrumen 
hukum, termasuk undang-undang tentang wabah penyakit menular, 
penanggulangan bencana, kesehatan, dan keterbukaan informasi 
publik, untuk mengatasi krisis kesehatan dan dampak turunannya 
(Kurniawan 2022). 

Berbagai paparan diatas terkait aspek hukum di Indonesia, 
menyoroti pentingnya pemahaman terhadap sistem hukum dalam 
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konteks negara ini seperti hukum memiliki peran yang sangat 
penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. 
Selain memberikan kepastian hukum bagi bisnis dan investasi, 
hukum juga berperan dalam memberdayakan masyarakat dan 
mempromosikan keadilan. Namun sistem hukum Indonesia adalah 
hasil dari kombinasi antara hukum perdata, hukum Islam, dan 
hukum adat. Hal ini mencerminkan keragaman budaya dan agama 
di Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam 
pengoperasian hierarki hukum yang ada. Adapun berbagai 
perubahan terbaru dalam tatanan hukum Indonesia, seperti 
diberlakukannya Undang-Undang Omnibus, menimbulkan pro dan 
kontra. Meskipun bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan 
memfasilitasi investasi, perubahan tersebut juga menimbulkan 
kekhawatiran terkait penurunan demokrasi dan perlindungan 
pekerja. Perubahan dalam hukum sering kali dipicu oleh perubahan 
politik dan kebutuhan untuk memperbaiki dan menyempurnakan 
konstitusi. Selain itu, pandemi Covid-19 juga telah mendorong 
perlunya reset besar-besaran dalam kebijakan hukum untuk 
mengatasi dampak krisis. Maka upaya pembaruan hukum bertujuan 
untuk menciptakan konsep hukum yang lebih adil dan 
memperhitungkan berbagai perspektif filosofis, sosiologis, dan 
yuridis. Ini mencakup revitalisasi sistem hukum, peningkatan 
profesionalisme petugas penegak hukum, dan pembangunan 
budaya hukum di masyarakat. Secara keseluruhan, pemahaman 
hukum Indonesia sangat penting untuk memastikan berfungsinya 
sistem hukum secara efektif, mempromosikan keadilan, dan 
membangun negara yang berdaulat hukum. Dalam konteks yang 
dinamis dan beragam, terus berlangsungnya proses pembaruan 
dan adaptasi dalam hukum menjadi kunci untuk mencapai tujuan 
tersebut. 

B. LANDASAN TEORITIS 

Konsep dasar hukum Indonesia meliputi supremasi hukum, 
konstitusi, hukum pidana, dan hukum pertanian. Aturan hukum di 
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Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dan 
menekankan prinsip-prinsip legalitas, keadilan, dan hak asasi 
manusia (Juanda and Juanda 2023). Konstitusi adalah hukum 
dasar negara dan berfungsi sebagai referensi untuk undang-
undang. UUD 1945 menjadi dasar penerapan demokrasi Pancasila 
di Indonesia (Muchlis Adnan 2023). Hukum pidana di Indonesia 
meliputi definisi, sejarah, prinsip, interpretasi, dan unsur-unsur 
pelanggaran pidana, serta masalah yang berkaitan dengan 
kesalahan pidana dan pertanggungjawaban (Santoso 2023). 
Hukum pertanian adalah bidang yang muncul dalam wacana hukum 
Indonesia, dengan fokus pada kebijakan dan aturan mengenai 
pertanian dan dampaknya terhadap petani dan sektor pertanian 
secara keseluruhan (Nasarudin 2020). 

Prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia 
meliputi prinsip kebebasan bertindak bagi hakim, dipandu oleh nilai-
nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian bagi masyarakat (Junaedi 
and Mulya 2023). Sistem hukum di Indonesia adalah campuran 
hukum, termasuk sistem hukum nasional dan hukum Islam, 
sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 (Sucipto 2022). Konsep 
negara hukum Indonesia yang ideal didasarkan pada nilai-nilai 
Pancasila dan UUD 1945, dengan karakteristik seperti prinsip 
legalitas, pembagian kekuasaan, peradilan independen, dan 
perlindungan hak asasi manusia (Juanda and Juanda 2023). 
Penyelesaian tuntutan hukum sederhana di Indonesia dipandu oleh 
prinsip prosedur sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, meskipun 
penerapannya dapat bervariasi karena budaya hukum (Santoso 
2023). 

Perbandingan dengan sistem hukum lainnya melibatkan 
mempelajari dan menganalisis berbagai jenis sistem hukum, 
perkembangannya, dan efektivitasnya. Hukum komparatif 
memainkan peran penting dalam memahami penerapan basis 
pengambilan keputusan yang bersaing dan kemungkinan 
penyatuan mereka (Elxan oğlu Məmmədli 2022). Ini membantu 



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 63

dalam menemukan solusi terbaik dalam persaingan penawaran 
hukum dan menilai efektivitas sistem hukum (Mohnhaupt 2022). 
Sistem hukum saling berhubungan dan berinteraksi dengan cara 
yang kompleks, saling mempengaruhi melalui interaksi, 
pengenaan, imitasi, dan transplantasi (Heriyanto 2022). Pembagian 
hukum perdata tradisional/hukum umum dan pengelompokan 
“keluarga hukum” dianggap usang, dan sistem hukum dipandang
sebagai sistem yang kompleks secara konstan dalam hubungan 
satu sama lain dan dalam konteks global (Zeno-Zencovich 2017). 
Informasi hukum komparatif sangat berharga dalam proses 
globalisasi yang sedang berlangsung, dan masalah transferabilitas 
norma dan institusi hukum di seluruh sistem yang berbeda menarik 
(Mousourakis 2019). 

Uraian diatas memberikan gambaran yang cukup komprehensif 
tentang konsep dasar hukum Indonesia serta prinsip-prinsip yang 
mendasarinya yaitu hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai 
Pancasila dan UUD 1945. Konstitusi menjadi dasar utama bagi 
sistem hukum Indonesia dan merupakan referensi utama dalam 
pembuatan undang-undang. Seperti hukum pidana dan hukum 
pertanian. Ini menunjukkan kompleksitas sistem hukum Indonesia 
yang mencakup berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Prinsip-
prinsip hukum yang mendasari sistem hukum Indonesia mencakup 
kebebasan bertindak bagi hakim, keadilan, kegunaan, dan 
kepastian hukum bagi masyarakat. Ini menegaskan pentingnya 
menjaga independensi peradilan dan melindungi hak asasi 
manusia. Namun penting juga memahami sistem hukum lainnya 
melalui pendekatan hukum komparatif. Hal ini memungkinkan untuk 
mengevaluasi keefektifan sistem hukum Indonesia dalam konteks 
global dan menemukan solusi terbaik dalam persaingan. Oleh 
karena demikian sistem hukum Indonesia dipandang sebagai 
bagian dari jaringan sistem hukum global yang kompleks. Interaksi 
antara sistem hukum, baik melalui pengenaan, imitasi, atau 
transplantasi, mempengaruhi evolusi sistem hukum secara 
keseluruhan. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang 
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konsep dasar hukum Indonesia serta perbandingan dengan sistem 
hukum lainnya memberikan pandangan yang luas tentang dinamika 
hukum di Indonesia dan dampaknya dalam konteks global. 

 
C. SISTEM HUKUM INDONESIA 

Sejarah perkembangan hukum Indonesia dapat ditelusuri kembali 
ke berbagai periode dan bidang hukum. Konstitusi telah memainkan 
peran penting dalam membentuk sistem hukum di Indonesia, 
dengan UUD 1945 menjadi dasar bagi konsep Konstitusi (Muchlis 
Adnan 2023). Sejarah administrasi hukum di Indonesia dapat 
dikategorikan ke dalam berbagai periode, termasuk Periode 
Vereenigde Oostindische Compagnie, Periode Reglement 
Reglement Reglement, dan Periode Jepang (Maulidya, Turisno, 
and Badriyah 2023). Misalnya hukum kontrak telah ada sejak 
zaman kuno dan telah mengalami perkembangan, dengan hukum 
kontrak Indonesia saat ini masih didasarkan pada persyaratan 
untuk validitas perjanjian yang dinyatakan dalam KUH 
Perdata (Azizah, Armansyah, and Yulianingsih 2023). Hukum 
komersial di Indonesia telah berkembang dari penggabungan lex 
mercatoria ke dalam sistem hukum nasional hingga pembentukan 
Kode Hukum Dagang, yang sekarang terpisah dari KUH Hukum 
Perdata (Yuspin and Febriyanti 2022). Hukum agraria memegang 
posisi tinggi di Indonesia karena sifat agraria negara, dan 
perkembangannya telah dipengaruhi oleh masalah lama sejak era 
kolonial (Krismantoro 2022). 

Sistem hukum diatur sebagai struktur hierarkis, yang menciptakan 
tantangan dan peluang bagi hakim. Pengadilan yang lebih tinggi 
memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengadilan yang lebih 
rendah dan dapat membalikkan kesalahan yang dibuat oleh 
mereka. Selain itu, hierarki memungkinkan hakim untuk belajar satu 
sama lain saat masalah hukum baru muncul (“No Title,” n.d.), 
(Ryndiuk 2022). Struktur hierarkis sistem hukum didasarkan pada 
teori struktur hierarkis tatanan hukum, di mana norma-norma diatur 
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dalam struktur berjenjang dan berlapis. Norma tertinggi dalam 
tatanan hukum adalah konstitusi, dan pengadilan konstitusional 
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang tetap 
dalam kerangka konstitusi (“No Title,” n.d.), (“No Title,” n.d.). 
Lembaga-lembaga penting dalam sistem hukum termasuk
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang memeriksa 
hierarki hukum dan peraturan (Olechowski 2018). 

Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah 
Agung, Parlemen, dan lembaga lainnya memainkan peran penting 
dalam masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut memastikan 
perlindungan hak-hak dasar manusia dan minoritas, kontrol yudisial 
atas konstitusionalitas dan legalitas tindakan normatif, dan fungsi 
peradilan konstitusional yang efisien (Kijevčanin 2022). Lembaga-
lembaga ini juga menetapkan aturan permainan untuk produksi 
energi, perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya 
alam, yang penting untuk pembangunan berkelanjutan (Asif and 
Majid 2020). Analisis historis menunjukkan bahwa institusi telah 
berperan penting dalam kemajuan ekonomi, dengan institusi 
terdesentralisasi dan hubungan kontraktual antara penguasa dan 
kelompok kuat yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Altay and 
Oğuz 2021). Lembaga adalah sistem aturan, kepercayaan, norma, 
dan organisasi yang mengatur interaksi manusia, mengurangi 
ketidakpastian, meningkatkan koordinasi, dan memfasilitasi 
kepercayaan dalam pengambilan keputusan (Teraji 2018). 
Ekonomi Austria memberikan wawasan tentang pentingnya institusi 
untuk pertumbuhan, kelengketan mereka, pemerintahan sendiri, 
kewirausahaan kelembagaan, dan infrastruktur politik untuk 
Pembangunan (“No Title,” n.d.). 

Uraian diatas memberikan pemahaman yang mendalam tentang 
sejarah perkembangan hukum di Indonesia serta struktur hierarkis 
dalam sistem hukum. Secara historis perkembangan hukum 
Indonesia dari berbagai periode, termasuk masa kolonial Belanda 
dan masa pendudukan Jepang. Ini mencerminkan pluralitas sumber 



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 66

hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai konteks 
Sejarah. Beberapa bidang hukum kunci seperti hukum kontrak, 
hukum komersial, dan hukum agraria. Ini menunjukkan 
kompleksitas hukum Indonesia. struktur hierarkis dalam sistem 
hukum Indonesia memberikan pemahaman tentang bagaimana 
keputusan dibuat dan diawasi oleh pengadilan yang lebih tinggi. 
Hierarki ini memastikan konsistensi dan pengawasan yang efektif 
terhadap pelaksanaan hukum. Peran lembaga-lembaga penting 
seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam 
masyarakat. Fungsi-fungsi ini termasuk melindungi hak-hak dasar, 
memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, dan menetapkan 
aturan yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Analisis 
historis menunjukkan bahwa institusi hukum yang kuat memainkan 
peran penting dalam kemajuan ekonomi. Institusi yang 
terdesentralisasi dan transparan dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan memfasilitasi kepercayaan dalam pengambilan 
keputusan. Uraian ini menjadi gambaran yang komprehensif 
tentang sejarah, struktur, dan peran lembaga-lembaga dalam 
sistem hukum Indonesia. Ini penting untuk memahami bagaimana 
hukum di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu dan 
bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara 
keseluruhan. 

 
D. BERTATANAN HUKUM BARU DI INDONESIA 

Perubahan hukum di Indonesia telah dianalisis dalam penelitian 
terbaru. Satu studi mengkritik argumen hukum di balik perubahan 
batas usia minimum untuk menikah, menunjukkan bahwa argumen 
yang digunakan tidak tepat dan sebenarnya telah menyebabkan 
peningkatan pernikahan dini (Ahmad Dakhoir and Sa’adah 2023). 
Studi lain menyoroti perlunya konsep baru yang dapat menciptakan 
kepastian hukum dan memudahkan proses perubahan bentuk 
hukum perusahaan di Indonesia (Khoirunisa, Koswara, and Taun 
2023). Selain itu, dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan 
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perubahan hukum dalam menanggapi fenomena sosial yang terjadi 
di masyarakat, dengan pemerintah menerapkan aturan untuk 
meminimalkan dampak kerugian dan memastikan keselamatan dan 
perlindungan warga negara (Nabiila and Irawan 2022). Selanjutnya, 
pengenalan omnibus law di Indonesia telah membawa perubahan 
positif dalam perekonomian, sehingga memudahkan pelaku bisnis 
untuk mendapatkan lisensi dan memberikan bantuan dan 
perlindungan hukum (Yani, Yahya, and Abdurrahman 2022). Studi-
studi ini memberikan wawasan tentang perubahan hukum baru-
baru ini di Indonesia dan implikasinya. 

Faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam sistem hukum 
termasuk teknologi disruptif, perubahan kebutuhan klien, 
perkembangan Internet, globalisasi, dan perubahan dalam politik, 
ekonomi, dan teknologi (Jordaan 2022), (Davydova and Makarov 
2016), (“No Title,” n.d.), (Davydova and Makarov 2016), (“No Title,”
n.d.), (Varella 2014), (Шеляженко 2019). Faktor-faktor ini telah 
menyebabkan transformasi dalam berbagai aspek sistem hukum, 
seperti akses ke keadilan, infrastruktur hukum, praktik hukum, 
kesadaran hukum, dan hubungan antara hukum negara dan 
internasional. Munculnya Internet secara khusus mempengaruhi 
sistem hukum dengan menciptakan prosedur hukum, subjek, dan 
bidang studi baru, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi 
proses hukum. Selain itu, globalisasi telah menyebabkan 
internasionalisasi sistem hukum, mengaburkan perbedaan antara 
hukum negara dan internasional dan mengintegrasikan berbagai 
negara dengan status ekonomi politik yang berbeda. Secara 
keseluruhan, faktor-faktor ini berkontribusi pada dinamisme, 
kemampuan beradaptasi, dan keterbukaan sistem hukum, 
membentuk perkembangan dan tanggapannya terhadap 
perubahan sosial. 

Perubahan signifikan dalam hukum Indonesia telah diamati di 
berbagai bidang. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia 
telah direformasi untuk memungkinkan perempuan memberikan 
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kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka secara 
setara dengan laki-laki, mengatasi masalah diskriminasi dan tanpa 
kewarganegaraan (Prameswari, Agustin, and Felicia 2023). 
Namun, tantangan dalam menerapkan undang-undang ini masih 
ada, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan tanpa 
kewarganegaraan bagi anak-anak Indonesia, sejalan dengan isu-
isu yang ditangani oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) (Sudiarto 2023). Di bidang hukum penerbangan, ada 
kebutuhan untuk meninjau UU Nomor 1 tahun 2009 untuk 
memastikan kompensasi yang memadai bagi penumpang jika 
terjadi kerugian yang disebabkan oleh maskapai 
penerbangan (Nauval and Syukri Albani Nasution 2023). 
Perkawinan paksa telah dikategorikan sebagai kejahatan 
kekerasan seksual di Indonesia, tetapi timbul konflik antara hukum 
dan syariah dan ketentuan adat (Lewis 2023). Undang-undang baru 
tentang desentralisasi fiskal, UU 1/2022, bertujuan untuk 
meningkatkan kontrol pemerintah pusat atas daerah tetapi memiliki 
desain yang cacat dan tidak dapat mengatasi masalah mendasar 
seperti korupsi dan klientelisme (Prabowo and Barthos 2022). 
Menanggapi pandemi Covid-19, berbagai langkah hukum telah 
diterapkan di Indonesia, termasuk larangan ekspor, pembatasan 
orang asing, dan pedoman pembatasan sosial skala besar. 

Kajian tersebut diatas menyoroti berbagai perubahan hukum baru-
baru ini di Indonesia serta faktor-faktor yang mendorong perubahan 
tersebut seperti studi-studi yang dikutip dalam teks menyoroti 
berbagai perubahan hukum signifikan di Indonesia, mulai dari 
perubahan batas usia minimum untuk menikah hingga dampak 
pandemi Covid-19 terhadap regulasi sosial dan ekonomi. Ini 
mencerminkan respons pemerintah terhadap tantangan dan 
fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Meskipun 
adanya reformasi hukum, seperti dalam undang-undang 
kewarganegaraan, masih ada tantangan dalam penerapan undang-
undang tersebut yang dapat menyebabkan diskriminasi dan 
pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait dengan anak-
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anak dan tanpa kewarganegaraan. Ini menunjukkan perlunya 
implementasi yang efektif dan pemantauan terhadap implementasi 
undang-undang yang baru. Di beberapa bidang, seperti hukum 
penerbangan, masih diperlukan tinjauan atas undang-undang yang 
ada untuk memastikan bahwa mereka masih relevan dan 
memberikan perlindungan yang memadai bagi warga negara. Ini 
menyoroti pentingnya peninjauan dan pembaruan terus-menerus 
dalam sistem hukum untuk menjawab perubahan dan 
perkembangan dalam masyarakat dan teknologi. Kasus seperti 
perkawinan paksa menyoroti konflik antara hukum, adat, dan 
syariah, yang mencerminkan tantangan kompleks dalam 
menghadapi isu-isu sosial dan budaya di Indonesia. Penyelesaian 
yang memadai membutuhkan pendekatan yang seimbang dan 
komprehensif yang menghormati hak asasi manusia dan 
memperhatikan keragaman budaya. Demikian juga adanya 
pengenalan undang-undang omnibus membawa perubahan positif 
dalam perekonomian dan lingkungan bisnis di Indonesia. Namun, 
perlu juga diperhatikan bahwa implementasi undang-undang ini 
harus memperhatikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak 
yang terlibat, termasuk pekerja dan lingkungan. Oleh karena itu 
adanya kompleksitas dan dinamika dalam sistem hukum Indonesia, 
yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. 
Perlunya respons yang cepat dan efektif terhadap perubahan 
sosial, ekonomi, dan teknologi menjadi penting untuk menjaga 
relevansi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. 

 
E. ISU-ISU KONTEMPORER 

Masalah hukum di Indonesia telah menjadi subjek penelitian di 
berbagai bidang. Satu studi berfokus pada Hukum 
Kewarganegaraan Indonesia dan dampaknya terhadap hak-hak 
anak dan tanpa kewarganegaraan, menyoroti tantangan dalam 
penerapannya (Prameswari, Agustin, and Felicia 2023). Makalah 
lain membahas wacana kebebasan beragama di Indonesia, 



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 70

meneliti lanskap hukum, upaya advokasi, dan wacana konseptual 
seputar masalah ini (Bagir 2023). Masalah penegakan hukum di 
Indonesia juga ditangani, dengan fokus pada rendahnya tingkat 
penegakan hukum dan faktor-faktor yang berkontribusi 
terhadapnya (Munawar 2023). Selain itu, kebijakan perlindungan 
hukum untuk sumber daya air di Indonesia diperiksa, 
membandingkannya dengan pendekatan Inggris dan menyoroti isu-
isu yang terkait dengan privatisasi air (Hidayat 2023). Terakhir, 
dasar hukum penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia 
dieksplorasi, termasuk perangkat peraturan dan ketentuan yang 
diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus (Prabowo and 
Barthos 2022). 

Tantangan dan dilema dalam penerapan undang-undang baru telah 
dibahas dalam beberapa makalah. Satu makalah oleh Garland dan 
McEwan berfokus pada dampak sistem manajemen kasus pidana 
baru pada hakim dan pengacara praktik (Garland and McEwan 
2012). Makalah lain oleh Grignon membahas tantangan yang terkait 
dengan awal penerapan hukum humaniter internasional (IHL), 
khususnya dalam konteks konflik bersenjata (Grignon 2014). 
Makalah Byington mengeksplorasi tantangan dalam mendefinisikan 
dan menerapkan konsep defalkasi dalam hukum 
kebangkrutan (Czechowski 2023). Makalah ini menyoroti 
kompleksitas dan ketidakpastian yang muncul ketika menerapkan 
undang-undang baru, apakah itu dalam sistem peradilan pidana, 
konflik internasional, atau kasus kebangkrutan. 

Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum 
Indonesia. Ini telah menciptakan celah dalam kehidupan politik 
negara, menghancurkan budaya lokal, dan merobek hambatan 
antar negara (Lukman Arake 2023). Dalam hal hukum kontrak, 
Indonesia masih mengikuti hukum kontrak klasik berdasarkan 
persyaratan validitas perjanjian yang ditetapkan dalam KUH 
Perdata (Azizah, Armansyah, and Yulianingsih 2023). Pengaruh 
globalisasi terhadap kepemilikan tanah di Indonesia telah 



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 71

menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan kepemilikan tanah di 
daerah perkotaan (Hamler 2022). Selain itu, globalisasi telah 
mempengaruhi nilai-nilai agama dan identitas bangsa Indonesia, 
dengan agama memainkan peran sebagai filter (Insan Tajali Nur 
2023). Wacana tokoh-tokoh Islam dalam perumusan Pancasila, 
ideologi negara, telah dipengaruhi oleh faktor sejarah dan dinamika 
kekuasaan (Suciyani 2022). Secara keseluruhan, globalisasi 
memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek hukum dan 
masyarakat Indonesia. 

Ada berbagai studi dan makalah yang menyoroti berbagai masalah 
hukum yang dihadapi Indonesia, serta dampak globalisasi terhadap 
perkembangan hukum di negara ini. Studi-studi yang membahas 
dampak undang-undang baru, seperti sistem manajemen kasus 
pidana, hukum humaniter internasional, dan konsep defalkasi 
dalam hukum kebangkrutan, menyoroti kompleksitas dan 
ketidakpastian yang terkait dengan penerapan undang-undang 
baru. Ini menekankan perlunya pemahaman yang mendalam 
tentang konsekuensi hukum dan praktik yang muncul dari 
perubahan regulasi. Demikian juga terkait globalisasi telah memiliki 
dampak yang signifikan pada hukum Indonesia, baik dalam konteks 
politik, kepemilikan tanah, nilai-nilai agama, maupun identitas 
nasional. Celah dalam kehidupan politik, perubahan budaya lokal, 
dan pergeseran nilai-nilai agama menunjukkan tantangan besar 
yang dihadapi Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan arus 
globalisasi yang cepat. Beberapa studi juga menyoroti rendahnya 
tingkat penegakan hukum di Indonesia dan faktor-faktor yang 
berkontribusi terhadapnya. Ini menunjukkan perlunya reformasi 
dalam sistem penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan 
kepatuhan hukum yang lebih baik di seluruh negara. Sebagai 
contoh kajian tentang kebijakan perlindungan hukum untuk sumber 
daya air menggarisbawahi pentingnya pengaturan hukum yang 
efektif dalam melindungi sumber daya alam Indonesia yang kritis. 
Perbandingan dengan pendekatan Inggris menunjukkan perlunya 
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pembelajaran dari praktik-praktik internasional untuk meningkatkan 
pengelolaan sumber daya air di Indonesia. 

 
F. KASUS-KASUS HUKUM YANG RELEVAN 

Konsep dan penerapan hukum di Indonesia dapat diilustrasikan 
melalui kasus-kasus hukum yang relevan. Salah satu kasus 
tersebut adalah penerapan tanggung jawab yang ketat dalam 
kerusakan lingkungan, di mana perusahaan dapat dianggap 
bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang 
disebabkan oleh kegiatan operasional mereka (Widjaja 2022). 
Prinsip ini menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan 
kesalahan atau kelalaian dan memastikan bahwa perusahaan 
mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah kerusakan 
lingkungan dan mengkompensasi kerugian yang terjadi (Al Fikri 
2022). Kasus lain adalah masalah perampasan tanah, di mana 
pengambilan tanah ilegal milik pihak lain adalah kejadian 
umum (Wigiyanto 2022). Dalam satu kasus tertentu, penggugat, 
yang memiliki kepemilikan sah atas sebidang tanah, menghadapi 
tantangan terdakwa membangun sebuah bangunan di tanah tanpa 
izin (Richard Sianturi, Pardede, and Dwi Riadi 2021). Kasus-kasus 
ini menyoroti tantangan dan relevansi penerapan hukum di 
Indonesia, termasuk perlunya penegakan yang efektif, 
perlindungan hak, dan pengaturan kompensasi (Susantio, Tanaya, 
and Salamintargo 2022). 

Kasus hukum kontroversial telah menjadi subjek analisis di 
berbagai bidang. Satu studi berfokus pada partisipasi para ahli dan 
penggunaan bukti ilmiah dalam proses peradilan, yang menantang 
konsep-konsep tradisional seperti netralitas peradilan dan 
ketidakberpihakan ahli (Bailo and Levrand 2017). Studi lain meneliti 
situasi kontroversial dalam perselisihan perburuhan individu, 
termasuk yang dihasilkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi 
atau penilaian awal (“No Title,” n.d.). Selain itu, sebuah buku 
membahas kasus-kasus kontroversial terkait dengan 
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penyalahgunaan gagasan otonomi, khususnya perawatan paksa 
terhadap korban luka bakar yang menginginkan kematian (Garasic 
2015). Selanjutnya, sebuah makalah mengusulkan model variabel 
laten untuk menganalisis topik kontroversial dalam kasus hukum 
historis, terutama pergeseran pendapat tentang masalah terkait 
perbudakan di berbagai wilayah dan periode waktu (“No Title,” n.d.). 
Akhirnya, analisis dan deteksi kontroversi dieksplorasi dalam studi 
terpisah (“No Title,” n.d.). 

Beberapa kasus hukum di Indonesia mencontohkan konsep dan 
penerapan hukum. Salah satu kasus tersebut melibatkan 
perampasan tanah, di mana hak atas tanah Penggugat dilanggar 
oleh Terdakwa I, yang membangun sebuah bangunan tanpa izin, 
yang menyebabkan dampak hukum (Widjaja 2022). Kasus penting 
lainnya berkaitan dengan tanggung jawab ketat dalam kerusakan 
lingkungan, di mana perusahaan dapat dianggap bertanggung 
jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 
operasi mereka, terlepas dari niatnya, menekankan pentingnya 
mematuhi standar lingkungan dan mengkompensasi kerusakan (Al 
Fikri 2022). Selain itu, perlunya reformasi hukum disorot dalam 
konteks Undang-Undang Anti-Penghujatan, yang bertujuan untuk 
menyeimbangkan agama dan ruang publik secara 
efektif (Wigiyanto 2022). Kasus-kasus ini menunjukkan tantangan 
dan implikasi penerapan hukum di Indonesia, yang mencerminkan 
interaksi yang kompleks antara hukum, masyarakat, dan tata kelola 

Putusan pengadilan memiliki dampak signifikan pada tatanan 
hukum. Mahkamah Keadilan Uni Eropa (CJEU) sangat prihatin 
tentang otonomi tatanan hukum Uni Eropa (“No Title,” n.d.). 
Kekhawatiran CJEU dibenarkan karena mekanisme penyelesaian 
sengketa internasional (IDS) tertentu dapat mengancam otonomi 
hukum Uni Eropa (“No Title,” n.d.). Partisipasi UE dalam 
mekanisme IDS dapat memiliki konsekuensi bagi legitimasi hukum 
UE dan peradilan UE (“No Title,” n.d.). Kepedulian utama CJEU 
terhadap otonomi terkait dengan legitimasi tatanan hukum Uni 
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Eropa (“No Title,” n.d.). UE mungkin berada dalam posisi khusus 
dibandingkan dengan Negara Anggotanya ketika berpartisipasi 
dalam mekanisme IDS (Blikhar 2022). Pengaruh hukum dan 
ketertiban pada penyajian bukti dalam proses administrasi juga 
dibahas. Tingkat hukum dan ketertiban di suatu negara 
mempengaruhi jumlah kejahatan dan kebutuhan individu untuk 
memperdalam pengetahuan hukum mereka. 

Memahami hukum Indonesia sangat penting karena beberapa 
alasan. Pertama, memberikan pandangan komprehensif tentang 
sistem hukum dan perkembangannya dari waktu ke waktu, 
memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang undang-
undang saat ini dan kemampuan untuk mengantisipasi aturan 
hukum masa depan (“No Title,” n.d.). Kedua, pengetahuan hukum 
Indonesia sangat penting untuk menavigasi dinamika politik hukum 
dalam administrasi negara, termasuk pembentukan hukum dan 
peran politik hukum dalam hukum Islam (Fauzi 2023). Selain itu, 
memahami nilai-nilai yang tertanam dalam ajaran Pancasila, yang 
terbagi di antara berbagai budaya etnis, penting untuk 
mempromosikan pemahaman multikultural dan mendukung 
pengembangan hukum nasional (Suryawati 2020). Terakhir, literasi 
kesadaran hukum sangat penting bagi warga negara Indonesia 
untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menghindari 
penggunaan kekerasan sebagai sarana penyelesaian 
konflik (Karmuji et al. 2022). Secara keseluruhan, pemahaman 
hukum Indonesia sangat penting bagi individu, lembaga, dan 
masyarakat secara keseluruhan untuk menegakkan supremasi 
hukum dan berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang 
adil dan harmonis (Bunjamin and Ameria 2022). 

Memahami hukum Indonesia sangat penting karena perkembangan 
historisnya (“No Title,” n.d.), pengaruhnya terhadap administrasi 
negara (Fauzi 2023), nilai-nilai multikultural yang tertanam dalam 
Pancasila (Suryawati 2020), dan inisiatif literasi hukum dalam 
lingkungan Pendidikan (Karmuji et al. 2022). Sistem hukum 
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Indonesia terdiri dari Kode Sipil Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, 
dan hukum etnis tradisional, yang berdampak pada warisan dan hak 
property (Bunjamin and Ameria 2022). Pengetahuan tentang hukum 
Indonesia membantu dalam memahami kerangka hukum, 
memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menumbuhkan 
kesadaran hukum di kalangan warga negara. Ini mencerminkan 
nilai-nilai bangsa, membentuk dinamika administrasi negara, dan 
mempengaruhi perilaku masyarakat. Program literasi hukum, 
seperti yang ada di lembaga pendidikan, memainkan peran penting 
dalam meningkatkan pemahaman hukum di antara masyarakat, 
berkontribusi pada masyarakat yang lebih taat hukum. Oleh karena 
itu, memahami hukum Indonesia merupakan hal mendasar bagi 
individu, lembaga, dan bangsa secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas terkait kasus-kasus yang 
menyoroti tanggung jawab lingkungan dan masalah perampasan 
tanah menunjukkan betapa pentingnya pengaturan hukum dalam 
menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan 
perlindungan lingkungan serta hak milik individu. Prinsip tanggung 
jawab yang ketat dalam kerusakan lingkungan menegaskan 
pentingnya kepatuhan terhadap standar lingkungan dan kewajiban 
perusahaan untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan 
oleh operasional mereka. Di sisi lain, masalah perampasan tanah 
menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang efektif untuk 
melindungi hak milik individu dari penyalahgunaan atau 
pelanggaran. Demikian juga terhadap kasus-kasus hukum 
kontroversial menyoroti kompleksitas dalam proses peradilan dan 
penegakan hukum. Tantangan seperti partisipasi para ahli, 
perselisihan perburuhan, dan penyalahgunaan gagasan otonomi 
menunjukkan perlunya penyesuaian dalam sistem hukum untuk 
memastikan keadilan dan keberlanjutan. Adapun pengaruh 
keputusan pengadilan terhadap tatanan hukum sangat signifikan. 
Studi tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional 
(IDS) dan kekhawatiran terkait otonomi tatanan hukum Uni Eropa 
menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara hukum 
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nasional dan hukum internasional serta pentingnya menjaga 
legitimasi dan otonomi. Maka pentingnya pemahaman yang 
mendalam tentang hukum Indonesia dalam konteks historisnya, 
pengaruhnya terhadap administrasi negara, nilai-nilai multikultural 
yang terkandung dalam Pancasila, dan upaya literasi hukum dalam 
masyarakat. Memahami hukum Indonesia tidak hanya penting bagi 
individu, tetapi juga bagi lembaga dan masyarakat secara 
keseluruhan untuk menegakkan supremasi hukum dan 
berkontribusi pada pembangunan sistem hukum yang adil dan 
harmonis. 

 
G. RANGKUMAN 

Hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang kompleks dan 
unik, yang memadukan warisan kolonial, hukum adat, dan 
pengaruh hukum Islam. Perkembangannya dipengaruhi oleh 
perubahan politik, kebutuhan untuk memperbaiki konstitusi, serta 
tantangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mendasarinya. 
Meskipun hukum sering kali dianggap tidak sensitif terhadap isu-isu 
yang nyata, hukum memainkan peran sentral dalam pembangunan 
ekonomi, memberikan kepastian bisnis dan investasi, serta 
memberdayakan masyarakat. Sistem hukum Indonesia terdiri dari 
hukum perdata, hukum Islam, dan hukum etnis tradisional, yang 
diatur dalam hierarki hukum yang meliputi undang-undang nasional, 
undang-undang darurat, peraturan pemerintah, peraturan presiden, 
dan peraturan daerah. Meskipun demikian, masalah dalam 
pengoperasian hierarki ini telah menyebabkan disfungsi hukum. 
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami 
perubahan signifikan dalam tatanan hukumnya, termasuk 
pemberlakuan undang-undang kontroversial seperti Undang-
Undang Omnibus tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Pandemi 
Covid-19 juga telah mendorong perlunya reset besar-besaran, yang 
diatasi melalui instrumen hukum untuk mengatasi dampak krisis. 



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 77

Upaya pembaruan hukum nasional juga mencakup pengembangan 
tradisi hukum Indonesia, dengan fokus pada penciptaan konsep 
hukum yang adil. Penegakan hukum yang efektif menjadi tantangan 
utama, dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
moralitas dan profesionalisme di antara petugas penegak hukum. 
Perkembangan hukum Indonesia juga mencakup revisi konstitusi, 
pembangunan sistem kepresidenan, dan peningkatan regulasi 
dalam berbagai bidang, termasuk investasi internasional dan 
pencegahan kekerasan seksual. Namun, masih ada tantangan 
yang harus diatasi, seperti penerapan hukum yang adil dan 
perlindungan hak asasi manusia. Globalisasi telah memiliki dampak 
yang signifikan terhadap hukum Indonesia, dengan menciptakan 
celah dalam kehidupan politik, merobek budaya lokal, dan 
mempengaruhi nilai-nilai agama dan identitas nasional. 
Pemahaman hukum Indonesia sangat penting dalam konteks ini, 
untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan 
mempromosikan pengembangan sistem hukum yang adil dan 
harmonis. Pengetahuan tentang hukum Indonesia juga penting 
untuk menavigasi dinamika politik hukum, memahami nilai-nilai 
multikultural yang tertanam dalam Pancasila, dan mendorong 
literasi kesadaran hukum di masyarakat. Secara keseluruhan, 
pemahaman yang mendalam tentang hukum Indonesia diperlukan 
untuk mencapai supremasi hukum dan kontribusi pada 
pembangunan negara yang lebih baik. 

 
H. TES FORMATIF 

1. Apa yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi 
perkembangan sistem hukum Indonesia?  
a. Hukum perdata, hukum Islam, dan hukum etnis tradisional.  
b. Perubahan politik, kebutuhan untuk memperbaiki 

konstitusi, dan tantangan sosial, budaya, ekonomi, dan 
politik.  
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c. Revisi konstitusi, pembangunan sistem kepresidenan, dan 
peningkatan regulasi dalam berbagai bidang.  

d. Globalisasi, penerapan hukum yang adil, dan perlindungan 
hak asasi manusia. 

2. Apa yang menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum 
di Indonesia? 
a. Pemberlakuan undang-undang kontroversial. 
b. Pengaruh hukum adat dan hukum Islam. 
c. Upaya meningkatkan moralitas dan profesionalisme 

petugas penegak hukum. 
d. Pengembangan tradisi hukum Indonesia. 

3. Mengapa pemahaman hukum Indonesia sangat penting? 
a. Untuk menciptakan celah dalam kehidupan politik.  
b. Untuk mempromosikan pengembangan sistem hukum yang 

otoriter. 
c. Untuk menavigasi dinamika politik hukum dan 

memahami nilai-nilai multikultural yang tertanam dalam 
Pancasila. 

d. Untuk mengeksplorasi budaya lokal dan mempengaruhi 
nilai-nilai agama. 

 

I. LATIHAN 

Dalam konteks perkembangan hukum Indonesia yang kompleks 
dan unik, membahas peran sentral hukum dalam pembangunan 
ekonomi, memberikan kepastian bisnis dan investasi, serta 
memberdayakan masyarakat. Jelaskan bagaimana hukum 
memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia 
dan mengapa pemahaman yang mendalam tentang hukum 
Indonesia sangat penting untuk mencapai supremasi hukum dan 
berkontribusi pada pembangunan negara yang lebih baik. 
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KEGIATAN BELAJAR 6  
UNDANG-UNDANG DASAR SETELAH AMANDEMEN 

DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep 
dasar teoritis tentang undang-undang dasar setelah amandemen 
.Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan mampu 
mengembangkan pemikiran kritis, logis dan sistematis terhadap 
amandemen UUD 
 

KOMPETENSI PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan 
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan : 
1. Mampu menguraikan definisi Konstitusi (UUD 1945) 
2. Mempu menjelaskan fungsi dan tujuan Amandemen UUD 
3. Mampu menjelaskan tentang pentingnya amdemen UUD 

 

PETA KONSEP PEMBELAJARAN 
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A. PENGERTIAN KONSTITUSI  (UUD 1945) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945)  adalah konstitusi negara Republik Indonesia. Istilah 
konstitusi pada umumnya mengambarkan keseluruhan sistem 
ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan  aturan 
yang membentuk, mengatur  atau memerintah negara. Peraturan- 
peraturan tersebut ada yang tertulis sebgai keputusan badan yang 
berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan 
dalam praktek penyelenggaraan negara. 

Secara etimologi (bahasa) Istlah Konstitusi berasal dari bahasa latin  
kata konstitusi merupakan gabungan  dari dua  kata yaitu cume dan 
statuere adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama
dengan”....... sedangkan statuere baerasal dari kata sta yang
membentuk  kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar 
itulah, staturere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau
mendirikan/menetapkan” dengan demikian, bentuk tunggal
(constitutio) berarti menetapkan sesuatu secara bersama sama dan 
bentuk jamak (constitusioner) yang berarti segala sesuatu yang 
telah ditetapkan. Sedangkan menurut bahasa  perancis  (constituer) 
yang berarti menbentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang 
dimaksud  ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan 
menyatakan suatu negara. Di negara negara yang mengunalan 
bahasa inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah Constitution 
yang dalam bahasa Indonesia di sebut dengan konstitusi. Konstitusi 
dalam pengertian disini adalah Undang Undang Dasar. 

Adapun ahli yang menyamakan pengertian konstitusi dengan 
Undang-Undang Dasar adalah C.F. Strong dan James Bryce. 
Pendapat james Bryce sebagai dikutip oleh C.F. Strong dalam 
bukunya modern Political Constitutions menyatakan konstitusi 
adalah : A frame of political society, organized through an by law, 
that is to say on in which law has established permanent institutions 
with recognised functions and definite rights. 
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Dari definis tersebut diatas, pengertian Konstirusi (UUD 1945) dapat 
disederhanakan rumusannya sebagai kerangkan negara yang 
diorganisasi dengan dan melalui hukum dalam hal mana hukum 
menetapkan : 
1. Pendirian mengenai lembaga lembaga yang permanen 
2. Fungsi dan alat alat kelengkapan 
3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan  

Kemudian C.F Strong melengkapi pendapat tersebut dengan 
pendapatnya sendiri sebagai berikut : bahwa konstitusi juga dapat 
dikata sebagai suatu kumpulan asas asas yang menyelenggarakan  
1. Kekuasaan pemerintah dalam (arti luas) 
2. Hak-hak dari yang diperintah 
3. Hubungan antara pemerintah dan diperintah (menyangkut di 

dalamnya masalah hak-hak asasi manusia) 
 

Menurut Miriam Budihardjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat 
ketentuan –ketentuan mengenai : 
1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara 

legislatif, esekutif dan yudikatif pembagian kekuasaan antara 
pemerintah federal dan pemerintah negara bagian , prosedur 
menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu 
badan pemerintah dan sebagainya. 

2. Hak-hak asasi manusia  
3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar 
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu 

dari Undang-Undang Dasar. 
5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi mengikat semua warga 

negara tanpa terkecuali. 
 

B. SEJARAH PEMBENTUKAN AMANDEMEN UUD 1945 

Makna kata amandemen ditegaskan dalam kamus besar bahasa 
Indonesia, sebagai penambahan pada bagian  yang sudah ada 
Berdasarkan beberapa dokumen, buku dan hasil penelitian 
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mengenai sejarah pembentukan UUD 1945, ternyata naskah UUD 
1945 pertama kali di persiapkan oleh suatu badan  bentukan 
pemerintahan Jepang yang diberi nama “Dokuritsu Zyumbi 
Tyosakai” aatau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kmerdekaan Indonesia  (BPUPKI) pada tanggal 28 Mei 1945. 
BPUPKI beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh K.R.T. 
Radjiman Woedyadiningrat. 
Badan Penyelidik Usaha-Usaha persiapan kemerdekaan Indonesia 
melangsungkan 2 (dua) kali sidang yaitu : 
1. Sidang pertama  29 Mei s/d 1 Juni 1945, agenda membahas 

Dasar Negara, phlilosofichegrondslaag Indonesia Merdeka, 
weltenchaung, pandangan hidup Bangsa Indonesia yakni 
Fundamen, Filsafat, fikiran yang sedalam- dalamnya diatas 
mana didikan negara Indonesia yang Merdeka, Kekal dan Abadi, 
pada tanggal 1 juni 1945, diterima usul Bung Karno, bahwa 
dasar negara adalah Pancasila. 

2. Sidang kedua tanggal 10 Juli 1945, dalam sidang itu 
diagendakan pembicaraan mengenai penyusunan rencana 
Pembukaan undang-Undang Dasar dan rencana Undang- 
Undang Dasar serta rencana lainnya  yang berhubungan 
dengan persiapan Kemerdekaan Indonesia. 

Kemudian setelah BPUPKI dinyatakan selesai melaksanakan 
tugasnya, pada tanggal 7 agustus 1945 di bentuk Dokuritzu Inkai 
atau Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dokuritzu 
Inkai atau PPKI didirikan untuk mempersiapkan kemerdekaan 
Indonesia, khususnya untuk mengatur dan menyelenggarakan 
pemindahan kekuasaan. PPKI yang bersidang pertama kali setelah 
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 berhasil : 
1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 

1945 dalam pembukaan UUD 1945 tersebut terdapat dasar 
negara Pancasila 

2. Untuk pertama kalinya memilih Presiden dan Wakil Presiden 
yang di jabat oleh Presiden Ir Soekarno dan Wakil Presiden 
Mohammad Hatta. 
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3. Membnetuk Komite Nasional Indonesia Pusat  (KNIP) tugas 
KNIP adalah membantu Presiden Selama Majelis 
Permusyawaratan Rakyat belum terbentuk. 

 

C. TUJUAN DAN FUNGSI KONSTITUSI (UUD 1945) 

Eksistensi suatu kontitusi (UUD 1945) atau hukum dasar negara 
pada hakekatnya mengatur bagaimana pemegang mandat rakyat 
selaku pemilik kedaulatan rakyat menyelenggarakan pemerintahan 
yang berpihak pada rakyat. Pada UUD 1945 ternyata pengaturan 
hak-hak konstitusional rakyat tidak diatur pada bab-bab awal 
melainkan ditempatkan pada Bab X-A hak-hak asasi Manusia mulai 
pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945 
Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar suatu negara 
memiliki tujuan secara umum diuraikan sebagai berikut : 
1. Mengatur pembatasan kekuasaan penyelenggara negara atau 

lembaga negara, sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan 
politik. 

2. Merupakan landasan sebagai penyelenggara kekuasaan 
negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

3. Memastikan agar pengaturan Hak-Hak asasi Manusia  (HAM) 
bagi warga negara atau rakyat selaku pemilik kedaulatan rakyat, 
benar-benar secara konstitusional mendapat jaminan untuk 
dilindungi, dihargai dilaksanakan oleh penyelenggara negara 
atau lembaga negara selaku pemegang mandat kekuasaan. 

Pada prinsipnya tujuan Konstitusi (UUD 1945) untuk membatasi 
kesewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang 
diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang 
berdaulat. Pendapat Loewenstein di dalam bukunya Political power 
and the Governmental bahwa konstitusi itu merupakan suatu 
sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh 
karena itu konstitusi itu mempunyai dua tujuan yaitu : 
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1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap 
kekuasaan politik 

2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para 
penguasan serta menetapkan bagi para penguasa tersebut 
batas batas kekuasaan mereka. 

Pada hakikatnya kehadiran suatu konstitusi selain memiliki tujuan , 
juga secara teoritis menurut para pakar konstitusi memiliki fungsi 
yang subtansial yaitu : 
1. Merupakan patokan dasar bagi kekuasaaan pemerintahan  dan 

lembaga negara agar kekuasaan yang diberikan tidak 
dilaksanakan secara sewenang wenang. 

2. Merupakan piagam terbentuknya  suatu negara yang berdaulat 
agar diakui oleh negara lain dengan batas wilayah dan 
penduduk yang jelas 

3. Sumber hukum tertinggi suatu negara dan dijadikan sebagai 
acuan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan 
dibawahnya 

 

D. NILAI PENTING SUATU KONSTITUSI (UUD 1945) DALAM 
SUATU NEGARA. 

Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa  tanpa konstitusi negara 
tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati  posisi yang 
sangat krusial  dalam kehidupan ketatanegaraan  suatu negara. Dr. 
A Hamid S. Attamini, dalam disertasinya berpendapat entang 
pentingnya suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah 
sebagai pemberin pegangan  dan pemberi batas, sekaligus tentang 
bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan untuk 
memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup kalau 
hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam 
Undang-Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami 
pula  aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam 
praktek penyelenggaraan negara meskipun  tidak tertulis atau 
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sering dicontohkan dengan “konvensi” ketatanegaraan suatu
bangsa. 

Djoko Soetono melihat pentingnya konstitusi dari dua segi, Pertama 
dari segi isi karene konstitusi membuat dasar dari struktur dan 
memuat fungsi negara, kedua, dari segi bentuk oleh karena yang 
membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga.  
Karl Loewenstein mengadakan suatu penyelidikan apakah arti dari 
suatu konstitusi tertulis (UUD) dalam suatu lingkungan nasional 
yang spesifik,terutama kenyataan bagi rakyat biasa sehingga 
membawanya kepada tiga jenis penilaian konstitusi sebagai berikut: 
1. Konstitusi yang mempunyai nilai normatif 

Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa 
dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam 
arti hukum, akan tetapi juga  merupakan suatu kenyataan  yang 
hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan 
kata lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan 
konsekuen. 

2. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal 
Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum 
konsritusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna 
sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam 
kenyataannya tidak berlaku. 

3. Konstitusi yang mempunyai nilai semantik 
Suatu konstitusi disebut mempunyai semantik jika kontitusi 
tersebut secara hukum tetap berlaku namun, dalam 
kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk  dan 
tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan 
kekuasaan politik. Jadi konstitusi tersebut hanyalah sekedar 
suatu istilah belaka, sedangkan dalam pelaksanaannya 
hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa. 
 
 

 



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 86

E. AMANDEMEN UUD 1945 

Makna kata “amandemen” ditegaskan dalam kamus besar bahasa
Indonesia sebagai “penambahan pada bagian yang sudah ada”
dalam kehidupan sehari-hari, kata amandemen diartikan sebagai 
bentuk perubahan  pada sebagian kecil saja, atau tidak mengubah 
secara menyeluruh sehingga tidak ada sama sekali perubahan 
yang mengesankan telah membuat sesuatu yang baru. 

Adapun tujuan subtansi amandemen UUD 1945 yang dilakukan 
oleh MPR pada awal reformasi sebagai berikut : 
1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara 

dalam menca-pai tujuan nasional dan memperkukuh Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan 
pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas patisipasi 
rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. 

3. Menyempurnakan aturan dasar mkengenai supremasi hukum, 
jaminan hak-hak konstitusional rakyat dan hak-hak asasi 
manusia, agar sesuai dengan paham demokrasi dan rumusan 
negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945 

4. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan secara 
demokrasi dan modern,antara lain melalui pembagian 
kekuasaan  yang lebih logis, sistem saling mengawasi  dan 
saling mengimbangi yang lebih kuat dan transparan, dan 
pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk 
mengakomodasi kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. 

5. Menyempurnakan aturan dasar  mengenai tugas, 
tanggungjawab dan kewajiban negara melindungi  segenap 
bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan 
ketertiban dunia. 

6. Melengkapi aturan dasar  yang sangat penting daam 
penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan demokrasi, 
seperti pengaturan wilayah dan pemilihan umum. 
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7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tata kehidupan 
bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan zaman 
dan kebutuhan bangsa. 

UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia kemudian 
mengalami beberapi kali perubahan. Selama peroide 1999 hingga 
2022, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang 
ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR 
1. Amandemen pertama dilakukan pada sidang umum MPR 1999 

(14 -21 Oktober 1999) 
2. Amandemen kedua, dilakukan pada sidang tahunan MPR 2000 

(7-18 Agustus 2000) 
3. Amandemen ketiga dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 

2001 (1-9 November 2001) 
4. Amandemen keempat dilakukan pada sidangtahunan MPR 

tahun 2002 ( 1-11 Agustus 2002) 

Adapun subtansi hasil empat kali amandemen UUD 1945 sebagai 
berikut : 
1. Amandemen pertama, pasal pasalnya adalah pasal 7 ayat (1), 

pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2), pasal14, pasal 15, pasal 17 
ayat (2), dan (3), pasal 20, pasal 22,  yang berisi, membatasi 
kekuasaan Presiden, memperkuat kedudukan DPR sebagai 
lembaga legislatif. 

2. Amandemen kedua, pasal 18, 18A,B, pasal 19, pasal 20 ayat 
(5), pasal 20A, Pasal 22A,B, Pasal 28 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 
pasal 30, pasal 36, pasal 36 A,B yang berisi wilayah negara dan 
pembagian pemerintahan daerah, memyempurnakan 
perubahan pertama, dalam hal memperkuat kedudukan DPR, 
ketetntuan ketentuan terperinci tentang HAM. 

3. Amandemen ketiga, pasal 1 ayat (1 dan 3), pasal 3, pasal 6 ayat 
(1), pasal 6A, pasal 7A,B,C, pasal 8 ayat (1 dan 2), pasal 11 ayat 
(1 dan 2), pasal 17 ayat (4), pasal 22 C,D,E, pasal 23, pasal 
23A,C,E,F,G, pasal 24 ayat (1 dan 2), pasal 24A,B,C, yang berisi 
ketentuan tentang asas asas landasan bernegara, kelembagaan 
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negara dan hubungan antar lembaga negara, ketentuan-
ketentuan tentang pemilhan umum.  

4. Amandemen keempat, pasal 2 ayat (1), pasal 6A ayat (2), pasal 
8 ayat (3), pasal 11 ayat (1), pasal 16, pasal 23B, D, pasal 24 
ayat (3), pasal 31 yang berisi ketentuan tentang kelembagaan 
negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan 
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan pendidikan dan 
kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan 
kesejahteraan sosial , aturan peralihan dan aturan tambahan. 

 

F. KELEBIHAN SUBTANSI SETELAH  AMANDEMEN UUD 
1945 

Amandemen UUD 1945 bukan tanpa makna sama sekali selama 
empat kali perubahan tidak cukup memberikan kejelasan 
paradigma dan kerangka kerja. Perubahan UUD 1945 dilandasi 
oleh tuntutan akan pentingnya pemerintahan konstitusional yang 
demokrasi. Adapun kelebihan subtansi perubahan UUD 1945 
adalah sebagai berikut : 
1. Pasal 7 (Amandemen pertama), tentang pembatasan masa 

jabatan Presiden/Wakil Presiden untuk masa jabatan dua 
periode saja. 

2. Pasal 20 ayat (1) (amandemen pertama) tentang penetapan 
DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Hal ini 
cukup bermakna bagi penguatan parlemen karena pada rezim 
orde baru, DPR betul-betul tidak berdaya akibat kungkungan 
eksekutif dalam pembentukan UU. 

3. Pasal 20 ayat (5) (amandemen kedua) tentaang RUU yang telah 
dibahas dan disetujui DPR, tetapi dalam jangka waktu 30 hari 
tidak disahkan oleh Presiden, maka RUU itu tetap sah berlaku 
sebagai UU 

4. Pasal 28A sampai pasal 28J (amandemen kedua), tentang 
pengakuan hak-hak asasi Manusia (HAM) yang dalam UUD 
1945 asli tidak secara jelas dan tegas mengatur masalah HAM 



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 89

5. Pasal 1 ayat (2) (amandemen ketiga ) tentang keberadaan 
kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. 

6. Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga) tentang ketegasan bahwa 
negara Indonesia adalah negara hukum. 

7. Pasal 6A ayat (1)  (amandemen ketiga) tentang presiden dan 
Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat hal ini akan 
memperkuat stabilitas pemerintahan, karenakekuasaannya 
diligitimasi langsung oleh rakyat. 

8. Pasal 22C (amandemen ketiga) tentang pembentukan Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD). Ini merupakan konsekuensi 
penghapusan utusan golongan dan TNI/POLRI di DPR dan 
MPR. 

9. Pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C (amandemen ketiga) tentang 
pembentukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan 
Pasal 24C ayat (1) 

10. Pasal 2 (amandemen keempat) tentang penegasan bahwa MPR 
hanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih 
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. 

11. Pasal 6a ayat (94) (amandemen keempat), tentang pemilihan 
pasangan Presiden/Wakil Presiden tahap kedua tetap 
dikembalikan pada rakyat, bila pemilihan tahap pertama tidak 
pasangan yang memperoleh suara mayoritas (50% lebih) 

 

G. RANGKUMAN 

Berdasarkan uraian di atas pada umumnya  UUD 1945 
mengambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. 
Sistem itu berupa kumpulan  aturan yang membentuk, mengatur  
atau memerintah negara. Peraturan- peraturan tersebut ada yang 
tertulis sebgai keputusan badan yang berwenang dan ada yang 
tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktek 
penyelenggaraan negara 

Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar suatu negara 
memiliki tujuan secara umum diuraikan sebagai berikut : 1) 
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Mengatur pembatasan kekuasaan penyelenggara negara atau 
lembaga negara, sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan 
politik. 2) Merupakan landasan sebagai penyelenggara kekuasaan 
negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara 3) Memastikan agar pengaturan Hak-Hak asasi Manusia  
(HAM) bagi warga negara atau rakyat selaku pemilik kedaulatan 
rakyat, benar-benar secara konstitusional mendapat jaminan untuk 
dilindungi, dihargai dilaksanakan. 
UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia kemudian 
mengalami beberapi kali perubahan. Selama peroide 1999 hingga 
2022, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang 
ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. 
 

H. TES FORMATIF 

1. Hasil Penyelidikan Karl Loewenstein, Bahwa Ada 3 (Tiga) 
Jenis Penilaian Terhadap Konstitusi, Sebutkan Dan Jelaskan 

2. Pada hakikatnya kehadiran suatu konstitusi selain memiliki 
tujuan, tetapi juga konstitusi memiliki fungsi yang subtansial 
sebutkan : 

3. Bagaimana pendapat. A Hamid S. Attamini, tentang pentingnya 
suatu Konstitusi. 

4. Majelis permusyawaratan Rakyat  (MPR) anggota terdiri dari : 
a. Anggota DPR dan Mahkamah Agung 
b. Anggota DPD dan Para Menteri 
c. Anggota DPR dan Presiden 
d. Anggota DPR dan Anggota DPD 
e. Mahkamah Agung dan BPK 

5. UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia kemudian 
mengalami beberapi kali amandemen, berapa kali UUD 1945 
mengalami amandemen : 

a. Dua Kali amandemen UUD 1945 
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b. Tiga Kali Amandemen UUD 1945 
c. Empat kali Amandemen UUD 1945 
d. Lima kali Amandemen UUD 1945 
e. Lima Kali Amandemen UUD 1945 

  



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 92

KEGIATAN BELAJAR 7  
ASAS KONKORDANSI 

 
DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep 
dasar asas konkordansi. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan 
dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari hukum indonesia. 
 

KOMPETENSI PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan 
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan: 
1. Mampu menguraikan definisi asas konkordansi. 
2. Mampu menjelaskan perubahan pengelolaan pemerintah Hindia 

Belanda 
3. Mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan asas 

konkordansi pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan 
Setelah Kemerdekaan. 
 

PETA KONSEP PEMBELAJARAN 
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A. PENGERTIAN ASAS KONKORDANSI 

Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini 
masih mengacu kepada sistem hukum perdata warisan zaman 
kolonialisme. Salah satu peninggalan dari masa pemerintahan 
kolonial di Indonesia yang sudah berlangsung beberapa abad 
adalah sistem hukum pidana Indonesia yang menganut civil law 
system (Djamali, 2010, pp. 10-23). Pemberlakuan sistem hukum 
tersebut sebagai konsekuensi logis dari penerapan asas 
konkordansi. Civil law system menjadikan hukum tertulis sebagai 
sumber hukum utama. Peraturan hukum tertulis ini, kemudian 
dikelompokkan serta disusun secara sistematis dan menyeluruh 
yang dikenal dengan istilah kodifikasi.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan 
KUHP) yang telah berlaku selama satu abad di Indonesia, ternyata 
tidak cukup mampu untuk dapat menyelesaikan permasalahan 
yang berkaitan dengan hukum. Setidaknya ada dua alasan yang 
menyebabkan ketidakmampuan KUHP tersebut, yakni pertama 
sebagai kodifikasi, KUHP yang terlah berusia satu abad dianggap 
tidak mampu mengakomodir kejahatan-kejahatan baru yang 
beragam dengan modus operandi yang canggih. Kedua, alasan 
yang paling penting bahwa KUHP sebagai warisan dari zaman 
kolonialisme, KUHP tentu juga dibentuk berdasarkan filosofi 
pemerintah kolonialisme tersebut, yang tentunya berbeda dengan 
filosofi bangsa Indonesia. (Agustina, 2014, p. 4). 

Terkait dengan ketidaksesuaian KUHP dengan filosofi dan 
perkembangan masyarakat Indonesia, Moeljatno sebagaimana 
dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, “walaupun
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah berusaha untuk 
menyesuaikan peraturan perundang-undangan hukum pidana 
dengan suasana kemerdekaan, namun asas-asas dan dasar-dasar 
tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan 
pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial, yang 
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mewajibkan adanya konkordansi yang ada di negeri Belanda. (Arief, 
1994, p. 4) 

Pada masa kolonialisasi, negara yang merupakan jajahan mau 
tidak mau dipaksa untuk menganut hukum negara yang 
menjajahnya. Penjajah adalah bangsa yang dominan menentukan 
aturan yang ada di masyarakat. Selain itu untuk mengisi 
kekosongan hukum yang ada di negara jajahannya, maka 
diterapkanlah hukum yang ada di negaranya, tentu dengan 
penyesuaian berdasarkan kondisi wilayah jajahannya. 
Penerapannya hukum seperti ini, dalam pemahaman hukum 
sekarang masih digunakan, yaitu hukum mengikuti warga 
negaranya. Berlakunya Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut 
dengan BW) di wilayah Hindia Belanda pada waktu itu adalah 
berdasarkan asas konkordansi/ concordantie beginsel yang 
tercantum di dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling, yang biasa 
disingkat dengan IS. Asas tersebut menentukan bahwa bagi setiap 
orang Eropa yang berada di wilayah Hindia Belanda berlaku hukum 
perdata yang berlaku di negeri Belanda. Pasal 131 Indische 
Staatsregeling ini juga sekaligus merupakan dasar hukum 
berlakunya BW dan Wetboek van Koophandel (selanjutnya disebut 
dengan WvK) hukum Dagang di wilayah Hindia Belanda. 

Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi 
diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada 
masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada 
di Hindia Belanda (sebutan Indonesia pada masa itu). Berlakunya 
sistem dan tata hukum asing (Belanda) di Indonesia sama seperti 
bagaimana keadaan hukum yang sebenarnya asal dari tata hukum 
itu. Keberadaan asas ini tertuang dalam Pasal 131 ayat (2) sub (a) 
Indische Staatsregeling yang berbunyi : “Untuk Golongan Bangsa
Belanda untuk itu harus dianut Undang-Undang di Negeri Belanda”.
Ini berarti bahwa hukum berlaku bagi orang-orang negeri. 
Dikarenakan atas dasar asas konkordansi, sistem hukum pidana 
Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah 
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asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “strafbaar feit”. “Strafbaar 
feit” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia
diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah 
beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia 
sebagai padanan dari istilah “strafbaar feit” tersebut, seperti :
“perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan
yang dapat dihukum”.  
 

B. PERUBAHAN PENGELOLAAN PEMERINTAH HINDIA 
BELANDA 

Dari sejarah hukum Hindia Belanda, dapat dilihat bahwa setiap kali 
terjadi suatu perubahan besar pada sistem pemerintahan di negeri 
Belanda, terjadi pula perubahan besar pada pengelolaan 
pemerintah di Hindia Belanda, yang pada gilirannya mempengaruhi 
pula sistem hukumnya. Perubahan sistem hukum di Hindia Belanda 
pada umumnya ditandai dengan diberlakukannya suatu kebijakan 
tertentu, yang dapat dianggap sebagai aturan dasar untuk mengatur 
pemerintahan di daerah jajahan. 
1. Masa Besluiten Regering (1814-1855) 

Pada masa ini hanya Kroon (raja) saja yang berwenang 
mengurus dan mengatur segala sesuatu di Belanda dan daerah 
jajahannya. Pengaturan oleh Kroon dilakukan dengan 
mengeluarkan Koninklijk Besluit – KB (keputusan atau 
penetapan). Besluit dapat memuat tindakan eksekutif misalnya 
pengangkatan komisaris jenderal yang mengurus 
pemerintahan di daerah jajahan, dan dapat memuat tindakan 
legislative berupa peraturan, misalnya Algemene Maatregel 
van Bestuur – AmvB (untuk Belanda) dan Algemene 
Verordening (untuk daerah jajahan). 

Pada tahun 1830 Belanda mulai memberlakukan kodifikasi 
hukum perdatanya. Setelah itu timbul pemikiran untuk 
melakukan juga kodifikasi hukum di Hindia Belanda. Untuk 
tujuan itu pada tahun 1839 dibentuk komisi undang-undang 
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bagi Hindia Belanda. Peraturan penting yang dibuat oleh komisi 
ini Algemene Bepalinge van Wetgeving voor Indonesie (AB) 
(Stb 1847 No. 23) – Ketentuan-ketentuan Umum tentang 
Perundang-undangan. 

Beberapa kodifikasi yang dihasilkan oleh komisi antara lain: 
a. Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO) – Peraturan 

Organisasi Peradilan. 
b. Burgerlijk Wetboek (BW) – Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPdt). 
c. Wetboek van Koophandel (WvK) – Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD). 
d. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) (Stb. 

1848-16) – Peraturan Tetang Acara Perdata. 
e. Inlandsch Reglement (IR) – Reglemen Bumiputera 

(Peraturan Tentang Acara Perdata yang berlaku untuk bum 
putera) yang belakangan diperbaharui menjadi Herziene 
Inlandsch Regiement (HR) 

 
2. Masa Regerings Reglement (RR) (1855-1926) 

Pada tahun 1848 ketika terjadi perubahan Grondwet (UUD) di 
negeri Belanda, sistem pemerintahan Belanda berubah dari 
sistem monarki menjadi sistem parlementer. Peraturan-
peraturan untuk mengatur daerah jajahan tidak ditetapkan 
hanya oleh Kroon, tetapi secara bersama oleh Kroon dan 
Staten Generaal (parlemen) 
Peraturan terpenting adalah Reglement op het beleid der 
regering in Nederlandsh Indie dalam Stb. 1854-2. Dilihat dari 
isisnya R.R mengatur tentang kebijakan pemerintahan di 
Hindia Belanda. 
Pada masa berlakunya RR dibuat peraturan, antara lain: 

a. WvS voor Nederlandsch-Indie (Stb.1915-732) yang berlaku 
bagi semua golongan penduduk dan mulai berlaku sejak 1 
Januari 1918. Sebelumnya, hukum pidana yang berlaku 
dibedakan antara: 
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• Golongan Eropa, yaitu wvs voor Europeanen (Stb 
1866-55). 

• Golongan pribumi, yaitu wvs voor Inlander (Stb 1872-
85). 

b. Rechtsreglement voor de Buitengewesten - RBg 
(Reglement untuk daerah seberang) (Stb. 1927-227) 

c. Agrarisch Wet (1870) (Agraria) 
d. Indishe Comptabiliteitswet - ICW (Stb 1925-448) 

(Perbendaharaan Negara) 
e. Auteursrecht (Stb.1912-600) (Hak Cipta) 
f. Faillisementsverordening (Stb 1905:217 jo. 1906:348) 

(Kepailitan) 
 

3. Masa Indische Staatsregeling (I.S) (1926-1942) 
Indische Staatsregeling (I.S.) (Stb 1925-415) adalah peraturan 
yang mengganti R.R dan mulai berlaku pada 1 Januari 1926. 
Penggantian ini disebabkan oleh perubahan Grondwet (UUD) 
negeri Belanda pada 1922, yang mengakibatkan terjadi juga 
perubahan pada sistem pemerintahan di Hinda Belanda. Pada 
masa berlakunya I.S., pembentukan peraturan di Hindia 
Belanda dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda bersama-
sama dengan Volksraad (lembaga perwakilan rakyat yang 
terdiri dari orang Indonesia asli). Beberapa peraturan penting 
pada masa ini antara lain: 

a. Herziend Inlandsch Reglement (HIR) (Stb 1926-559 jo. 
1941-44) - Reglemen Indonesia yang diperbaharuhi. 

b. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) (Stb 1927-227) – 
Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan 
Madura. 

c. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stb 1938-86) – 
Ordonansi Perdagangan.  

Secara garis besar sistem hukum yang berlaku bagi masing-
masing golongan adalah sebagai berikut. 

a. Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa: 
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• BW dan WvK yang berlaku di negeri Belanda (sesuai 
asas konkordansi) 

• Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering dan 
Reglement op de Strafvordering 

b. Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum 
adat dalam bentuk tidak tertulis. Berlakunya hukum adat 
tidak mutlak, dan jika diperlukan, dapat diatur dalam 
peraturan khusus (ordonansi). 

c. Hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing : 
• Hukum perdata dan Hukum pidana adat mereka (pasal 

11 AB). 
• Hukum perdata golongan Eropa hanya bagi golongan 

Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda. 
 
Khusus untuk hukum pidana materil berlaku sejak 1 Januari 
1918 peraturan yang sama untuk semua golongan, yaitu WvS 
voor Nederlandsh-Indie (Stb 1915-732) 

 

C. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASAS KONKORDANSI 
PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA 

KUHP memiliki nama asli yaitu Wetboek van Strafrecht voor 
Nederlandch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia 
pertamakalinya dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 
tertanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 
Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS Negeri Belanda 
yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda 
pada tahun 1886. Meskipun WvSNI notabene merupakan turunan 
dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu 
menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan 
WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan 
disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas 
wilayah Indonesia. Jika dilihat berdasarkan sejarah, pertama kali 
negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana 
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sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 pada saat 
pemerintahan Lodewijk Napoleon.  
 

 
Gambar 7.1 Kerja Paksa pada Masa Penjajahan Belanda 

 
Kodifikasi hukum pidana nasioal pertama ini disebut dengan 
Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland. Namun baru dua 
tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan 
memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat 
tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. 
Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun 
demikian negara Belanda mempertahankan Code Penal itu sampai 
tahun 1886. 

Code Penal diambil dari kata (codexpoenalism) code yang berarti 
suatu kumpulan hukum tertulis yang disusun secara sitematis, logis, 
disertai indeks yang meliputi satu atau lebih bidang hukum. Penal 
yang berarti hal-hal yang menyangkut pemidanaan. 

Dualisme dalam hukum pemidanaan sangat terasa pada saat ini 
sebagaimana Orang Eropa berlaku suatu Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana tersendiri yang termuat dalam Firman Raja Belanda 
tanggal 10 Februari 1866 (Staatsblad 1866 Nomor 55), yang mulai 
diberlakukan tanggal 1 Januari 1867. Sedangkan untuk orang-
orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing berlaku suatu Kitab 
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Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri yang termuat dalam 
ordonantie tanggal 6 Mei 1872 (Staatblad 1872 Nomor 85), mulai 
berlaku tanggal 1 Januari 1873. 

Seperti pada waktu itu di Negeri Belanda, kedua Kita Undang-
Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia ini adalah jiplakan 
dari Code Penal dari negara Perancis, yang oleh Kaisar Napoleon 
dinyatakan beraku di Negeri Belanda ketika Belanda ada dalam 
kekuasaan Perancis pada permulaan abad ke-9. Dengan demikian, 
dapat dinyatakan bahwa pada masa itu terdapat juga dualism 
hukum pidana, yaitu hukum pidana bagi golongan Eropa dan hukum 
pidana bagi golongan non-Eropa. Oleh karena itu, setelah dua 
tahun berusaha pada tahun 1915 keluarlah Koninklijk Besluit (Titah 
Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915 yang mengesahkan 
Wetbook van Strafrecht voor Netherlands Indie dan berlaku tiga 
tahun kemudia yaitu mulai 1 Januari 1918. 

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie sekaligus 
menggantikan kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
sebelumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini 
berlaku di seluruh Hindia Belanda (Indonesia). 
 

D. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASAS KONKORDANSI 
PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG 

Satu-satunya peraturan pokok yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Militer Jepang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1942 Tentang Jepang (Osamu Saeire) tanggal 7 Maret 1942. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 ini maka 
berlakulah kembali semua peraturan perundang-undangan Hindia 
Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan Militer 
Jepang. Pada saat itu Hukum Pidana masih bersifat dualistis dan 
pluralistis. Bersifat dualistis karena Pasal 131 Indische 
Staatsregeling menggolongkan sistem di Indonesia, yaitu terdiri dari 
sistem Hukum Barat dan Hukum Adat. 



BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 101

Dualisme hukum ini terjadi karena pada waktu Belanda datang ke 
Indonesia, Belanda tidak memberlakukan hukumnya dan juga tidak 
mengikuti Hukum Adat. Pluralisme hukum artinya berlakunya lebih 
dari satu sistem hukum pada waktu yang sama, tempat yang sama 
dan mengenai hal yang sama. Pluralisme bukan merupakan sistem 
hukum tetapi hanya suatu keadaan. 
 

E. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASAS KONKORDANSI 
PADA MASA SETELAH KEMERDEKAAN 

Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
ini berlaku melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar 1945. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah 
Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana diadakan penegasan tentang hukum pidana yang berlaku di 
Republik Indonesia. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini antara lain diatur 
tentang hukum pidana yang berlaku adalah peraturan-peraturan 
hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 (peraturan-
peraturan hukum pidana yang berlaku pada masa Hindia Belanda), 
nama undang-undang hukum pidana “Wetboek van Strafrecht”,
undang-undang tersebut dapat disebut Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Selanjutnya, baru pada tanggal 29 September 
1958, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 
1958 dinyatakan berlakunya hukum pidana diseluruh Indonesia 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai 
intinya. 
 

F. RANGKUMAN 

Berdasarkan uraian di atas Asas Konkordansi adalah suatu asas 
yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di 
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negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada 
Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (sebutan Indonesia 
pada masa itu). Berlakunya sistem dan tata hukum asing (Belanda) 
di Indonesia sama seperti bagaimana keadaan hukum yang 
sebenarnya asal dari tata hukum itu. Keberadaan asas ini tertuang 
dalam Pasal 131 ayat (2) sub (a) Indische Staatregelings yang 
berbunyi : “Untuk Golongan Bangsa Belanda untuk itu harus dianut
Undang-Undang di Negeri Belanda”. Ini berarti bahwa hukum
berlaku bagi orang-orang negeri. 

 
G. TES FORMATIF 

1. Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi 
diberlakukannya hukum: 
a. Belanda 
b. Jepang 
c. India 
d. Australia 
e. Alam  

2. Apa yang dimaksud dengan IS ?  
a. Indische Staatregelings 
b. India Staatregeligs 
c. Indise Staatregelings 
d. Indonesian Staatregelings 
e. Indise Staatregelings 

 
H. LATIHAN 

Jelaskan secara singkat mengenai Asas Konkordansi dan 
sejarahnya! 
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KEGIATAN BELAJAR 8  
ASAS KESELARASAN 

DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
Asas keselarasan merupakan salah satu prinsip hukum yang 
penting dalam sistem hukum Indonesia. Asas ini menekankan 
pentingnya keseimbangan dan keselarasan antara berbagai unsur 
dalam suatu peraturan atau sistem hukum. Prinsip ini 
mencerminkan semangat keadilan dan kepastian hukum dalam 
menjaga harmoni antara berbagai kepentingan yang ada dalam 
masyarakat. 
 

KOMPETENSI PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari asas keselarasan, peserta didik diharapkan 
mampu: 
1. Memahami konsep dasar dan ruang lingkup dari asas 

keselarasan dalam hukum Indonesia. 
2. Mengidentifikasi contoh-contoh penerapan asas keselarasan 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
3. Menganalisis implikasi dari pelanggaran terhadap asas 

keselarasan terhadap stabilitas hukum dan keadilan dalam 
masyarakat. 
 

PETA KONSEP PEMBELAJARAN: 

 







  
      
    

    
   
  
    

  
 
  
       

   
    
  
  

 
         
  







BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA 104

1. Asas keselarasan: Memastikan harmoni dan keseimbangan 
norma hukum untuk konsistensi, keadilan, dan kepastian 
hukum. 

2. Unsur asas keselarasan: Identifikasi dan contoh keseimbangan 
dalam hukum, seperti antara hak dan kewajiban. 

3. Penerapan di Indonesia: Mengamati keselarasan dalam 
konstitusi, undang-undang, dan studi kasus praktik hukum. 

4. Implikasi pelanggaran: Dampak terhadap kepastian hukum, 
keadilan, dan stabilitas sosial. 

5. Diskusi dan refleksi: Mengeksplorasi nilai-nilai seperti 
konsistensi dan keadilan dalam implementasi asas 
keselarasan. 
 

A. DEFINISI ASAS KESELARASAN 

Asas keselarasan memastikan harmoni dan konsistensi antara 
semua norma hukum, menjaga integritas sistem hukum, dan 
menjamin kepastian hukum. Ini melibatkan integrasi berbagai 
sumber hukum untuk menciptakan kesatuan yang seimbang dan 
konsisten. Dalam praktiknya, asas ini menjadi pedoman bagi aparat 
penegak hukum, termasuk pengadilan, untuk menafsirkan dan 
menerapkan hukum dengan memperhatikan keselarasan antara 
berbagai peraturan dan prinsip hukum yang berlaku. 
 

B. KEDUDUKAN ASAS KESELARASAN DALAM HUKUM 
INDONESIA 

1. Konstitusi sebagai Landasan Utama 
Beberapa hal yang menggambarkan kedudukan konstitusi sebagai 
landasan utama bagi asas keselarasan adalah sebagai berikut: 

a. Konstitusi Indonesia, terutama Undang-Undang Dasar 1945, 
menjadi tolok ukur utama dalam menilai kesesuaian setiap 
peraturan hukum dengan asas keselarasan.  
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b. Asas keselarasan harus selaras dengan prinsip-prinsip 
konstitusi seperti supremasi hukum, keadilan, keseimbangan 
kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.  

c. Mahkamah Konstitusi Indonesia berwenang menguji 
konstitusionalitas setiap peraturan hukum untuk memastikan 
kesesuaian dengan asas-asas konstitusi, termasuk asas 
keselarasan.  

d. Pemangku kekuasaan, termasuk legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif, diarahkan untuk bertindak sesuai dengan konstitusi, 
memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar prinsip-
prinsip yang terkandung di dalamnya, termasuk asas 
keselarasan. 

2. Peran Penting dalam Sistem Hukum. 
Beberapa hal yang menggambarkan peran penting asas 
keselarasan dalam sistem hukum adalah sebagai berikut: 

a. Asas keselarasan memastikan konsistensi dalam hukum, 
menjaga agar peraturan hukum tidak bertentangan dan saling 
mendukung. 

b. Asas ini penting dalam mewujudkan keadilan, dengan 
memastikan bahwa norma hukum bekerja bersama untuk 
kepentingan semua pihak. 

c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan 
menjaga konsistensi dan keselarasan dalam peraturan hukum. 

d. Memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam 
menjalankan tugas mereka, memastikan keputusan yang 
diambil sesuai dengan asas keselarasan. 

e. Melindungi hak dan kewajiban warga negara dengan menjaga 
konsistensi dan keselarasan dalam penerapan hukum, 
memastikan perlakuan yang adil dan konsisten bagi semua 
individu. 
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C. FUNGSI ASAS KESELARASAN 

1. Menjaga Konsistensi Hukum 
Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan bagaimana asas 
keselarasan berperan dalam menjaga konsistensi hukum: 

a. Asas keselarasan memastikan harmonisasi norma hukum, 
menghindari pertentangan antar-norma hukum yang dapat 
menciptakan kebingungan atau ketidakpastian dalam penerapan 
hukum. 

b. Mencegah konflik hukum yang merugikan masyarakat, dengan 
memastikan bahwa norma hukum yang ada saling mendukung 
dan tidak bertentangan, sehingga tidak ada ketidakjelasan atau 
ambiguitas dalam penerapan hukum. 

c. Mendorong keadilan dan kepastian hukum, dengan menciptakan 
lingkungan hukum yang stabil dan teratur, di mana setiap 
individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan 
jelas. 

d. Memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, memastikan 
bahwa keputusan-keputusan yang diambil konsisten dengan 
asas keselarasan, sehingga integritas dan kredibilitas aparat 
penegak hukum tetap terjaga. 

2. Mewujudkan Keadilan 
Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan bagaimana asas 
keselarasan berperan dalam mewujudkan keadilan: 
a. Melindungi Hak Asasi Manusia: Asas keselarasan memastikan 

bahwa setiap tindakan hukum tidak melanggar hak-hak asasi 
manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-
undangan, memberikan perlindungan yang penting bagi setiap 
individu. 

b. Penegakan Hukum yang Adil: Asas keselarasan menuntut 
penegakan hukum yang adil bagi semua pihak, tanpa pandang 
bulu atau diskriminasi, didasarkan pada bukti dan prinsip-
prinsip hukum yang adil dan obyektif. 
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c. Keseimbangan Kepentingan: Asas keselarasan menciptakan 
keseimbangan antara berbagai kepentingan masyarakat, 
mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi oleh 
kelompok tertentu. 

d. Keadilan Prosedural dan Substansial: Asas keselarasan 
menciptakan kedua aspek keadilan, yaitu keadilan prosedural 
dan substansial, meliputi proses hukum yang adil dan hasil 
yang merata bagi semua pihak. 

e. Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan: Asas 
keselarasan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh 
aparat penegak hukum dengan menjaga integritas dan 
akuntabilitas dalam penegakan hukum. 

 

D. PRINSIP-PRINSIP ASAS KESELARASAN 

1. Konsistensi Normatif 
Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip ini: 

a. Kesesuaian dan Keterkaitan Norma: Prinsip konsistensi 
normatif menuntut agar semua norma hukum sesuai dan saling 
terkait. Tidak boleh ada kontradiksi antara satu norma hukum 
dengan yang lain. 

b. Penafsiran yang Konsisten: Prinsip ini mencakup perlunya 
penafsiran hukum yang konsisten terhadap berbagai norma 
hukum. Aparat penegak hukum dan pengadilan harus 
memastikan penafsiran tidak bertentangan dengan asas 
keselarasan. 

c. Penerapan yang Seragam: Prinsip ini menuntut penerapan 
hukum yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Tidak boleh 
ada perbedaan dalam penerapan hukum antara daerah. 

d. Pencegahan Terhadap Konflik Hukum: Dengan memastikan 
konsistensi normatif, prinsip ini mencegah konflik hukum yang 
merugikan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga 
kestabilan sistem hukum. 
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e. Keadilan dan Kepastian Hukum: Prinsip konsistensi normatif 
menciptakan lingkungan hukum yang adil dan dapat diprediksi 
bagi seluruh masyarakat. Ini membantu mewujudkan keadilan 
dan kepastian hukum. 

2. Harmonisasi Hukum 
Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip ini: 

a. Integrasi Sumber Hukum: Prinsip harmonisasi hukum 
memadukan berbagai sumber hukum, termasuk konstitusi, 
peraturan, putusan pengadilan, hingga hukum adat, untuk 
menciptakan kesatuan dalam sistem hukum.  

b. Hindari Konflik Norma: Harmonisasi hukum mencegah konflik 
antara norma-norma hukum, menciptakan stabilitas hukum.  

c. Konsistensi Hukum: Harmonisasi memastikan konsistensi dan 
kepastian hukum, membuat lingkungan hukum yang terduga 
dan stabil.  

d. Perlindungan Hak Warga: Harmonisasi hukum melindungi hak 
warga dengan penerapan hukum yang konsisten dan adil.  

e. Panduan Penegak Hukum: Prinsip harmonisasi memberi 
pedoman pada penegak hukum, menjaga integritas proses 
hukum dengan memastikan keselarasan norma hukum. 

 

E. PENERAPAN ASAS KESELARASAN DALAM PRAKTIK 
HUKUM 

1. Pengujian Keberlakuan Peraturan Hukum 
Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan bagaimana asas 
keselarasan diterapkan dalam proses ini: 

a. Pengujian Konstitusionalitas: Mahkamah Konstitusi menguji 
peraturan hukum untuk memastikan kesesuaian dengan 
Undang-Undang Dasar 1945.  

b. Konsistensi dengan Hukum Lainnya: Peraturan hukum diuji 
untuk konsistensi dengan hukum internasional dan prinsip 
hukum yang berlaku.  
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c. Pengujian Asas-asas Hukum: Peraturan hukum diuji untuk 
memastikan kesesuaian dengan prinsip dasar seperti keadilan 
dan kepastian hukum.  

d. Keselarasan dalam Putusan Pengadilan: Pengujian 
keberlakuan peraturan hukum membantu mencapai 
keselarasan antara putusan pengadilan yang berbeda.  

e. Mendorong Reformasi Hukum: Pengujian peraturan hukum 
juga mendorong reformasi hukum dengan mengidentifikasi 
kelemahan dan pertentangan dalam peraturan yang ada. 

2. Penafsiran Hukum oleh Pengadilan 
Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan bagaimana asas 
keselarasan diterapkan dalam proses ini: 

a. Kohesi Penafsiran: Pengadilan harus menafsirkan hukum 
secara kohesif dan konsisten, mempertimbangkan konteks 
hukum secara menyeluruh.  

b. Hindari Pertentangan Putusan: Pengadilan harus memastikan 
keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan putusan 
sebelumnya.  

c. Harmonisasi Prinsip-prinsip Tinggi: Pengadilan harus 
menginterpretasikan hukum dengan memperhatikan prinsip-
prinsip hukum yang lebih tinggi.  

d. Konsistensi dengan Keadilan: Keputusan pengadilan harus 
konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan.  

 

F. RANGKUMAN  

Asas Keselarasan merupakan prinsip hukum penting dalam sistem 
hukum Indonesia yang menekankan pentingnya keseimbangan dan 
keselarasan antara berbagai unsur dalam suatu peraturan atau 
sistem hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan 
integritas dalam penerapan hukum serta mencerminkan semangat 
keadilan dan kepastian hukum dalam menjaga keselarasan antara 
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berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hal – hal penting antara 
lain : 
1. Asas Keselarasan menuntut agar semua norma hukum saling 

mendukung dan tidak bertentangan. 
2. Ini memastikan konsistensi dan harmoni di dalam sistem 

hukum suatu negara. 
3. Konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, 

menjadi dasar bagi asas keselarasan, dengan Mahkamah 
Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas peraturan 
hukum. 

4. Asas keselarasan penting untuk menjaga konsistensi dan 
keadilan hukum bagi masyarakat. 

5. Prinsip asas keselarasan mencakup konsistensi, harmoni, dan 
integrasi norma hukum. 

6. Diterapkan dalam praktik hukum melalui pengujian dan 
penafsiran hukum oleh pengadilan, dengan fokus pada 
konsistensi dan keseimbangan. 

 
 
G. TES FORMATIF 

1. Apa yang dimaksud dengan asas keselarasan dalam hukum 
Indonesia? 
a. Prinsip yang menekankan pentingnya pertentangan antara 

berbagai norma hukum.  
b. Prinsip yang menekankan pentingnya keseimbangan dan 

keselarasan antara berbagai unsur dalam suatu peraturan 
atau sistem hukum.  

c. Prinsip yang menekankan pentingnya dominasi satu 
norma hukum atas norma hukum lainnya.  

d. Prinsip yang menekankan pentingnya ketidakpastian 
hukum dalam masyarakat. 
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2. Apa kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari asas 
keselarasan? 
a. Memahami konsep dasar dan ruang lingkup dari asas 

keselarasan.  
b. Mengidentifikasi contoh-contoh penerapan asas 

keselarasan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan.  

c. Menganalisis implikasi dari pelanggaran terhadap asas 
keselarasan terhadap stabilitas hukum dan keadilan dalam 
masyarakat.  

d. Semua jawaban di atas. 

3. Apa yang menjadi peta konsep pembelajaran tentang asas 
keselarasan? 
a. Asas Keselarasan, Unsur-unsur, Penerapan, 

Pelanggaran, Diskusi & Refleksi.  
b. Asas Keselarasan, Perbandingan, Penerapan, Studi 

Kasus.  
c. Asas Keselarasan, Identifikasi Unsur, Analisis Penerapan, 

Sudut Pandang. 
d. Semua jawaban di atas. 

4. Apa kedudukan utama asas keselarasan dalam hukum 
Indonesia? 
a. Sebagai prinsip yang tidak relevan dalam sistem hukum.  
b. Sebagai prinsip yang tidak memiliki landasan dalam 

konstitusi.  
c. Sebagai prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip 

konstitusi, seperti supremasi hukum dan keadilan.  
d. Semua jawaban di atas. 

5. Apa fungsi utama dari asas keselarasan dalam hukum 
Indonesia? 
a. Menjaga konsistensi hukum, mewujudkan keadilan, dan 

memberikan kepastian hukum.  
b. Menegaskan dominasi satu norma hukum atas yang lain.  
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c. Membuat hukum menjadi tidak terduga dan tidak stabil.  
d. Semua jawaban di atas. 
 

H. LATIHAN 

1. Apa yang dimaksud dengan asas keselarasan dalam hukum 
Indonesia, dan mengapa asas ini penting dalam sistem hukum? 

2. Sebutkan dan jelaskan beberapa unsur-unsur yang harus 
seimbang dalam suatu peraturan atau sistem hukum menurut 
asas keselarasan. 

3. Bagaimana asas keselarasan diterapkan dalam konstitusi 
Indonesia, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya? 
Berikan contoh konkret penerapannya. 

4. Apa implikasi dari pelanggaran terhadap asas keselarasan 
terhadap stabilitas hukum dan keadilan dalam masyarakat? 

5. Bagaimana asas keselarasan menjaga konsistensi hukum, 
mewujudkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi 
masyarakat? 
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KEGIATAN BELAJAR 9  
IUS CONSTITUTUM 

 
 

DESKRIPSI PEMBELAJARAN  
Pada BAB I ini mahasiswa mampu memahami pengertian ius 
constitutum, peran, pengaruh perbedaan, perubahan dan 
penggolongan serta asas-asas pemberlakuan hukum terhadap ius 
constitutum. Diharapkan mahasiswa mampu 
mengimplementasikan ius constitutum dalam kehidupan sehari-hari 
sebagai warga negara indonesia yang memiliki payung hukum 
dimana terdapat tatanan kaidah-kaidah yang sistematis.   

 
KOMPETENSI PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan 
mahasiswa/mahasiswi memiliki  wawasan dari segi kognitif 
(pengetahuan) dan segi afektif(pemahaman) : 
1.  Mampu memahami definisi, perbedaan dan pengaruh ius 

constitutum 
2. Mampu memahami peran ius constitum dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  
3. Mampu mengurai penggolongan hukum dan asas-asas 

pemberlakuan hukum. . 
 

PETA KONSEP PEMBELAJARAN 
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A. PENGERTIAN 

Ius constitutum 
Seiring dengan berkembanganya suatu ilmu pengetahuan dan 
teknologi (IPTEK) di setiap negara di era baru, hukum menjadi  
salah satu hal paling urgen dan esensial dalam manajemen suatu 
hubungan masyarakat. Ius constitutum menjadi salah satu hukum 
yang dibuat dan ditetapkan oleh proses legislasi atau pengadilan 
yang fungsinya sebagai suatu landasan demi tatanan sosial yang 
teratur di masyarakat yang kompleks sekarang ini. Peran hukum 
yang kuat dalam membangun tatanan sosial yang adil dan teratur. 
Ius constitutum sebagai salah satu sentral konsep hukum yang 
diberlakukan di suatu negara.   

Ius constitutum biasa disebut hukum positif karena merupakan 
kumpulan kaidah, aturan atau asas hukum yang secara tertulis 
untuk mengatur tindakan yang sewenang-wenang yang 
bertentangan dengan undang-undang dan diberikan sanksi atas 
perbuatan pelanggaran tersebut oleh suatu badan legislatif dan 
berlaku pada suatu negara baik secara umum dan khusus. Contoh 
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). 

Ius constitutum adalah suatu istilah yang dalam bahasa latin yang 
berarti hukum yang dibuat, kemudian istilah tersebut mengacu pada 
hukum yang dibuat atau hukum yang sudah ditetapkan oleh 
legislatif atau penguasa dalam suatu negara. Ius constitutum 
sifatnya yang formal dan tertulis, dibuat atau ditetapkan melalui 
suatu proses legislasi sehingga masyarakat atau negara mengakui 
sebagai suatu penegakan hukum yang sah. 

Terbentuknya suatu hukum yang dibuat dengan berbagai macam 
peraturan, undang-undang atau suatu peraturan yang terdapat 
didalamnya berbagai macam aspek kehidupan masyarakat, seperti 
Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi, dan 
sebagainya. Dengan demikian hukum ini akan dijadikan sebagai 
acuan atau suatu panduan terhadap setiap warga negara untuk 
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berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi 
setiap atau golongan warga negara.  

Disebut dalam hukum romawi kuno, istilah Ius Constitutum 
dipergunakan untuk membedakan antara hukum yang telah 
disahkan atau hukum yang sudah dibuat dengan ius non scriptum, 
yang merupakan hukum kebiasaan atau hukum yang berlaku 
secara tak tertulis. “Ius constitutum” adalah tata hukum yang tertulis 
secara sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di Negara tertentu. 
Ius constitutum juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang 
berlaku dimasa sekarang atau yang berlaku saat ini yang telah 
ditetapkan.  

Peran dan Pengaruh “Ius Constitutum” 
 “Ius constitutum” adalah hukum yang berlaku saat ini yang 
merupakan suatu alat dalam mengatur kewajiban antar sesama, 
baik perorangan maupun antar sesama warga negara demi 
terciptanya hubungan yang seimbang dan harmoni yang diperlukan 
masyarakat sebagai sentral untuk menjalankan kehidupan warga 
negara yang adil dan teratur. Peran dan pengaruh yang paling 
utama dari “Ius constitutum” adalah sebagai berikut: 
1. Mengatur dan melindungi hak dan kewajiban terhadap negara 

“Ius constitutum”  menjadi dasar untuk mengatur dan melindungi 
hak dan kewajiban sesama warga negara untuk menciptakan 
hubungan yang harmoni dan keselarasan dalam hubungan 
masyarakat. Contoh HAM (hak asasi manusia), hak untuk 
memperoleh perlindungan dan keadilan hukum. HAKI  

2. Menjamin keamanan, ketertiban dan Keadilan  
“Ius constitutum” sebagai garda terdepan untuk menciptakan 
dan menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan bagi semua 
warga negara melalui lembaga peradilan agar tidak terjadi sikap 
penyimpangan (sewenang-wenang, keributan dan pelanggaran 
hukum) yang berdampak merugikan warga, bangsa dan negara.    

3. Membentuk sistem pemerintahan dan mekanisme pembagian 
kekuasaan. 
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Untuk menghindari pemusatan kekuasaan secara sepihak “Ius 
constitutum”, sebagai media untuk membentuk sistem 
pemerintahan dan mekanisme struktur pembagian kekuasaan 
agar berjalan efesien dan terjadi keselarasan kekuasaan baik 
pembagian secara horizontal maupun vertikal dan menghindari 
bentuk sosial penyerahan kekuasaan (otoritarianisme).  

4. Sebagai SOP (Standar Operation Procedure) 
“Ius constitutum”  sebagai SOP (standar Operation Procedure) 
dalam pengambilan keputusan secara efektif dan tanggung 
jawab guna mengidentifikasi, mengumpulkan, membuat 
alternatif, menimbang informasi yang akurat  serta menentukan 
pilihan yang rasional.  

5. Menjalin hubungan antra pihak atau entitas hukum   
Ius constitutum merupakan aturan yang ditetapkan untuk 
menjalin hubungan antara pihak tertentu baik secara individu 
atau entitas hukum secara privasi. Misalnya hukum perdata. 

6. Menciptakan komitmen untuk patuh dan mendorong Tanggung 
jawab 
 “Ius constitutum”memiliki power of law karena dapat memenuhi 
aturan, prosedur yang berlaku sehingga terjadi compliance 
(kepatuhan) dan mendorong tanggung jawab etika setiap 
individul.  
 

   
B. PROSES PERUBAHAN IUS CONSTITUTUM  

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa 
“Ius constitendum” bisa berubah menjadi “Ius constitutum” dengan 
cara: 
1. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang baru 

(undang-undang yang baru pada mulanya merupakan 
rancangan ius constituendum); 

2. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukan 
unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa ius 
constituendum); 
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3. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang 
ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa 
lampau. Penafsiran pada masa kini, merupakan “Ius 
constitutum”; 

4. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka 
di bidang teori hukum. 

 

C. PERBEDAAN IUS CONSTITUTUM DENGAN IUS 

CONSTITUENDUM 

Adapun perbedaan ius constitutum dan ius constituendum adalah : 

Jenis Hukum Perbedaan 
 
Ius Constitutum 

Hukum yang telah ditetapkan 
dan berlaku pada suatu 
negara baik yang tertulis atau 
keputusan pengadilan. 

 
Ius Constituendum  

Hukum yang masih dalam 
bentuk konsep atau masih 
dalam tahap perumusan atau 
perencanaan yang akan 
datang. 

 

D. PENGGOLONGAN HUKUM  Dan  ASAS–ASAS 

PEMBERLAKUAN HUKUM 

Penggolongan hukum terbagai atas : 
1. Hukum Menurut Isinya 

Hukum berdasarkan isinya dapat dibagi ke dalam dua golongan 
yaitu: 
a. Hukum Privat 

• Hukum privat (hukum sipil) merupakan hukum pribadi 
karena mengatur relasi (hubungan) antara manusia baik 
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secara individu, masyarakat, bangsa dan negara dengan 
berbagai kepentingan dan tuntutan (penekanan) tertentu, 
yang meliputi: 

• Hukum perdata, terdiri dari dua jenis, yaitu hukum perdata 
yang tertulis dan hukum perdata yang tidak tertulis. Hukum 
perdata tertulus contohnya hukum waris, hukum 
perkawinan sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis 
contohnya hukum adat dalam kitab undang-undang hukum 
perdata. 

• Hukum perniagaan merupakan hukum tentang relasi antar 
manusia dan aktivitas perdagangan contohnya hukum jual 
beli, hukum izin mendirikan bangunan, hukum utang 
piutang, dan lain sebagainya. 

b. Hukum Publik  
Hukum publik merupakan hukum tentang relasi negara dan 
media (alat perlengkapannya). Adapun hukum publik dapat 
digolongkan antara lain :  
• Hukum Tata Negara adalah relasi yang menggunakan 

asas desentralisasi dimana terjadi hubungan pemerintah 
pusat dan daerah-daerah swatantra untuk mengurus 
rumah tangga daerah sendiri.  

• Hukum Administrasi Negara biasa disebut hukum tata 
usaha negara atau hukum tata pemerintahan yang 
mempelajari tentang perilaku atau tindakan sistem 
penyelenggaraan suatu negara.  

• Hukum Pidana biasa disebut hukum kriminal adalah 
hukum mengenai aturan tindakan dilarang, terlarang dan 
hukuman yang akan diberikan akibat perbuatan melanggar 
aturan.   

• Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur 
tentang aturan-aturan skala internasional contoh aturan 
batas teritorial suatu negara. 
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2. Hukum Menurut Bentuknya 
Menurut bentuknya hukum dapat digolongkan antara lain : 
a. Hukum Tertulis 

Hukum tertulis adalah hukum yang dapat dilihat pada 
peraturan perundang-undangan yang memiliki naskah 
tertulis. Contoh UUD 1945.  

b. Hukum Tidak Tertulis 
Hukum tidak tertulis biasa disebut hukum kebiasaan adalah 
hukum yang masih hidup dan ditaati oleh masyarakat. Contoh 
hukum adat 

3. Hukum Menurut Sumbernya 
Hukum menurut sumbernya dapat digolongkan menjadi : 
a. Hukum Undang-Undangan  

Pengertian hukum undang-undang secara formil biasa 
disebut hukum acara adalah suatu prosedur hukum untuk 
menentukan sebab dan bentuk suatu aturan. Sedangkan 
pengertian hukum undang-undang secara materiil adalah 
suatu substansi hukum. Contohnya hubungan sosial dan 
agama Hukum tersebut tertuang kedalam peraturan 
perundang-undangan. Dengan demikian Undang-undang 
tersebut mempunyai dua arti yaitu formil dan materiil. Dimana 
dalam arti formil, adalah undang-undang adalah bentuk  
ketetatapan atau peraturan peraturan yang dibuat oleh  
badann legislatif (badang pembuat undang-undang). 
Sedangkan dalam arti materiil, adalah undang-undang atau 
suatu peraturan yang mengatur masyarakat.  
Berdasarkan tata urutannya, maka Menurut UUD 1945 tata 
urutan peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia 
yaitu: 
• Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945; 
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 
• Undang-Undang (UU)/ Peraturan pemerintah pengganti 

UU; 
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• Peraturan Pemerintah; 

• Keputusan Presiden; 
• Peraturan menteri; 

• Peraturan Daerah. 
b. Hukum Kebiasaan  

Hukum ini dapat dijumpai didalam ketentuan-ketentuan  
kebiasaan atau ketentuan Adat Istiadat yang masih dipercayai 
oleh para anggota masyarakat atau kelompok-kelompok 
penguasa masyarakat. Hukum ini adalah hukum kebiasaan 
yang merupakan hukum-hukum atau peraturan-peratuan 
yang tidak tertulis, namun sebahagian dapat diundangkan, 
artinya dapat tertulis setelah adanaya keputusan fungsionaris 
hukum yakni hukum, ketua adat, dan kepala desa, baik yang 
turun kedalam sengketa maupun yang di luar sengketa. 

c. Hukum Yurisprudensi 
Hukum ini ada dikarenakan keputusan hakim itu sendiri dan 
menjadi suatu rujukan bagi hakim-hakim lainnya untuk 
dipergunakan dalam memberi putusan dalam pengadilan 

d. Hukum Traktat 
Hukum ini merupakan suatu putusan atau kesepakatan yang 
diadakan beberapa negara-negara yang berdasarkan suatu 
perjanjian juga yang termasuk hukum tertulis, sehingga 
disebut sebagai tractat recht. 

e. Hukum Ilmu Pengetahuan 
Hukum ini merupakan jenis hukum yang pada dasarnya 
adalah ilmu hukum yang terdapat pada pendapat para ahli 
hukum yang cukup terkenal dan sangat perpengaruh, hukum 
ini terkadang juga disebut sebagai Wetenscap Recht.  

4. Hukum Menurut Daya Kerjanya 
Hukum menurut daya kerjanya dibagi atas: 
a. Hukum yang Bersifat Memaksa 

Hukum ini merupakan hukum yang dalam kondisi apapun 
tidak dapat dikesampingkan dan harus mempunyai 
kewenangan memaksa yang absolut. Sebagai contoh: 
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Hukuman bagi orang yang melanggar  perkara pidana, maka 
sanksinya harus dilaksanakan. 

b. Hukum yang Mengatur 
Hukum ini dalam kondisi apapun tetap dapat dikesampingkan 
saat pihak-pihak dalam proses penyelesaian sengketa atau 
masalah dengan peraturan yang dibuatnya sendiri. 

 
5. Hukum Menurut Fungsinya 

Hukum menurut fungsinya dapat digolongkan menjadi 2 bagian: 
a. Hukum Material 

Hukum material adalah suatu norma, aturan, kaidah dan 
prinsip yang mengatur relasi (hubungan) antara warga negara 
baik secara individu atau masyarakat sehingga membentuk 
substansi hukum. Contohnya hukum dagang, hukum pidana, 
etc  

b. Hukum Formal  
Hukum formal adalah suatu mekanisme, proses dan 
prosedure guna untuk memelihara, mengatur dan 
merepresentasikan hukum material. Contohnya hukum 
perdata, keputusan hakim (yurisprudensi).  
 

6. Hukum menurut Waktu Berlakunya 
Hukum menurut waktu berlakunya dibagi atas: 
a. Ius constitutum  

ius constitutum adalah (hukum positif) hukum yang berlaku 
pada saat ini, dan hanya untuk masyarakat tertentu serta 
dalam suatu tempat tertentu. Artinya hukum tersebut adalah 
hal yang dianggap baik oleh kelompok masyarakat dalam 
suatu masa dan tampat tertentu. Begitupula jika hal tersebut 
jika sudah tidak dianggap  baik lagi apabila dilakukan disuatu 
tempat, waktu ataupun dengan masyarakat yang berbeda, 
sehingga disebut juga sebagai hukum positif. Salah satu 
contoh hukum positif adalah Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentng kewarganegaraan. 
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b. Ius constituendum 
Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau 
hukum yang akan diharapkan akan berlaku pada waktu atau 
masa akan datang. Hal tersebut, hukum yang diharapkan 
akan berlaku dalam jangka waktu yang lama dan dapat 
diterima oleh semua golongan masyarakat. misalnya, konsep 
RUU (Rancangan Undang-undang) tertentu  

c. Ius Naturale 
Ius Naturale atau hukum asasi dan atau hukum alam adalah 
suatu peraturan yang berlaku untuk selamanya tampa adanya 
batasan waktu dan tempat, individu atau kelompok 
masyarakat manapun. 

7. Hukum Berdasarkan Wujudnya 
Hukum Berdasarkan Wujudnya dibagi atas: 
a. Hukum Objektif 

Hukum ini mengatur tentang hubungan antara dua individu 
atau kelompok masyarakat yang terkoneksi, hukum ini 
berlaku secara umum dan tidak mengenai golongan tertentu 
saja atau pihak tertentu saja. Artinya hukum ini berlaku bagi 
semua kalangan warga negara, baik masyarakat umum 
maupun pejabat atau pemerintah jika melakukan suatu 
pelanggaran akan mendapat sanksi demi terciptanya suatu 
keadilan dan keseimbangan di masyarakat. Hukum objektif 
dikenal juga sebagai hukum pada umummya. Sebagai contoh 
adalah hukum perdata yang mengatur hubungan antara 
individu atau kelompok masyarakat, dan hukum pidana yang 
mengatur terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap 
individu atau kelompok masyarakat.  

b. Hukum Subjektif 
Hukum subjektif yang disebut juga sebagai kaidah hukum 
atau peraturan yang bertalian langsung dengan orang-orang 
atau kelompok-kelompok tertentu yang menjadi hak dan 
kewajibannya. Untuk itu hukum subjektif disebut juga sebagai 
rights (hak). dimana HAM adalah hak dasar yang tak 
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terpisahkan dari setiap diri seseorangan maupu golongan 
masyarakat secara umum yang harus diperjuangkan dan 
dijaga dengan penuh tanggung jawab. Seperti halnya dengan 
hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk atas 
kesejahteraan dan keamanan, serta hak untuk mendapatkan 
keadilan. 

Asas-asas Pemberlakuan Hukum 
Asas pemberlakuan hukum  adalah pedoman atau prinsip dasar 
yang menjadi  aturan dasar dalam pemberlakuan hukum. Ketika 
sistem hukum terdapat pertentangan didalamnya, maka asas 
hukumlah yang  akan tampil untuk menyelesaikan pertentangan 
tersebut.  
Asas-asas hukum yang banyak digunakan dalam teori hukum 
sebagai salah satu substansi pemahaman hukum antara lain: 
1. Nullum Delictum Noelle Poena sine Praevia Lege Poenalli: 

Tidak ada sutupun suatu perbuatan yang dapat dihukum 
sebelum didahului oleh suatu perbuatan. 

2. Eideren Wordt Geacht de Wette Kennen: Tak seorangpun yang 
tak mengetahui yang namanya hukum. Yang berarti jika suatu 
undang-undang sudah di lembar negarakan, ketika itu pula 
suatu undang-undang dianggap sudah diketahui masyarakat 
atau warga masyarakat, sehingga tiada lagi alasan kepada 
yang melanggarnya, bahwa undang-undang tersebut tidak 
diketahui kalau telah berlaku. 

3. Lex Sperior Derogar legi Inferiori: Hukum yang tertiggilah lebih 
diutamakan pelaksanaannya dibandingkan dengan hukum 
yang lebih rendah. 

4. Lex Specialist Derogat Legi Generalis: Hukum yang bersifat 
khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Artinya 
suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat di 
kesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal 
yang sama. 

5. Lex Posteriori Derogat Legi Priori: Peraturan baru 
mengesampingkan peraturan lama. Artinya, undang-undang 
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yang baru lebih diutamakan pelaksanaannya daripada undang-
undang yang lama.  

6. Summun Ius Summa Injuria: Keadilan yang  tertinggi adalah 
ketidakadilan yang tertinggi.  

7. Ius Curia Novit : Hakim dianggap memahami atau mengetahui 
semua hukum, sehingga pengadilan tidak dapat menolak untuk 
mengadili dan memutus perkara.  

8. Presumption of Innosence: Seseorang tidak dikatakan bersalah 
sebelum ada pembuktian kesalahannya. Hak-hak tersangka 
sebagai manusia diberikan.  

9. Unus Tes Nullus Testis: Satu saksi bukanlah saksi, artinya 
suatu kasus yang hanya memiliki satu saksi dianggap tidak 
memenuhi syarat dalam perkara atau dianggap bukan saksi. 

10. Res Judicata Proveri Tate Habetur : Setiap putusan 
pengadilan adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan 
yang lebih tinggi. 
 

E. RANGKUMAN 

Ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang ini dan hanya 
bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu dan 
disebut pula hukum positif. Contohnya, Undang-undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan 
Republik Indonesia. 

Ius constitutum merupakan hukum positif dimana hukum yang 
berlaku dan mengikat serta dijadikan sebagai landasan sentral 
untuk berperilaku antar sesama manusia. Misalnya Undang-undang 
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHPerdata (Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata), konstitusi dan peraturan 
pemerintah. 

Dalam keseluruhan, “Ius constitutum” adalah tulang punggung dari 
sistem hukum yang berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang 
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beradab, teratur, dan adil. Pengaruhnya mencakup hampir setiap 
aspek kehidupan, dan melalui proses legislasi dan perubahan 
hukum yang tepat, sistem hukum dapat terus berkembang sesuai 
dengan tuntutan dan dinamika masyarakat modern. 

Dengan demikian, “Ius constitutum” merupakan hukum yang sudah 
ditetapkan pada saat ini. Sedang ius constituendum adalah hukum 
yang belum ditetapkan, artinya hukum tersebut hukum yang dicita-
citakan atau hukum yang di angankan untuk yang akan datang. 
Sehingga  perbedaan ius contitutum dengan Ius Constituendum 
adalah suatu fakta dapat dikatakan bahwa segalah sesuatu akan 
terjadi proses perkembangan. Artinya suatu gejala tersebut yang 
ada sekarang akan menghilang pada masa yang akan datang oleh 
sebab itu akan diganti dengan gejala yang semula. 

Dalam proses perubahan ini akan terjadi melalui empat cara, yaitu: 
1. Digantinya suatu undang-undang baru; 
2. Perubahan undang-undang yang ada dengan memasukan 

pasal atau unsur baru; 
3. Penafsiran peraturan perundang-undangan; 
4. Perkembangan doktrin dikalangan akademisi Hukum 

 

F. TES FORMATIF 

1. Kumpulan kaidah, asas  aturan yang mengatur perikau 
masyarakat yang berlaku dan ditetapkn pada suatu negara 
disebut hukum... 
a. Ius Constitutum 
b. Ius Constitendum 
c. Ius Soli 
d. Ius Sanguinis 
 

2. 1) Hukum Pidana 
2) Hukum Perdagangan 
3) Hukum Perdata 
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4) Hukum Administrasi 
Yang merupakan contoh yang sesuai hukum constitutum diatas 
adalah  
a. 2,3 dan 4 
b. 1.2 dan 3 
c. 1,3 dan 4 
d. Semua sesuai 

 
3. Adapun yang termasuk sumber hukum formil pada bagian 

sumber hukum positif adalah... 
a. Undang-undang 
b. Norma 
c. RUU 
d. Perjanjian antar negara 

 

G. LATIHAN 

Setiap negara memiliki aturan (Rules) yang telah ditetapkan dan 
berlaku untuk semua warga negara yang hidup di wilayah hukum 
tertentu. Jika melakukan suatu pelanggaran, maka akan mendapat 
sanksi punishment (hukuman) sesuai ketentuan dan peraturan 
yang berlaku yang biasa disebut dengan ius constitutum.  

Uraikan 3 contoh ius constitutum dalam penerapan hukum yang di 
indonesia ? 
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KEGIATAN BELAJAR 10 
PERADILAN DI INDONESIA 

DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan dan konsep 
dasar badan-badan peradilan sebagai pelaku pelaksana kekuasaan 
kehakiman di Indonesia. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan 
dan pemahaman terkait badan-badan peradilan di Indonesia 
sebagai dasar untuk mempelajari masing-masing badan peradilan 
tersebut secara lebih mendalam dan komprehensif. 
 

KOMPETENSI PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan 
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan : 
1. Mampu menguraikan konsep dasar kekuasaan kehakiman, 

asas-asa kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan 
pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut. 

2. Mampu menjelaskan sejarah, dasar hukum, kedudukan dan 
kewenangan masing-masing peradilan. 
 

PETA KONSEP PEMBELAJARAN 
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A. KEKUASAAN KEHAKIMAN 

• Penjelasan UUD 1945 dengan tegas menyatakan negara 
Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), bukan berdasar 
atas kekuasaan (Machtsstaat). Salah satu dari prinsip negara 
hukum tersebut adalah peradilan yang bebas dan tidak 
memihak. 

• Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. (Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009) 

• Ketentuan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 24 an 25 
UUD Negera RI Tahun 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Sebelumnya diatur dalam UU No. 19 
Tahun 1964 dan UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 
1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman 

• Kekuasaan Kehakiman adalah: kekuasaan negara yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (Pasal 1 
angka 1 UU No. 48 Tahun 2009) 

• Semua Peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah Peradilan 
Negara dan ditetapkan oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 
10 UU o. 14 Tahun 1970; 
- Peradilan Umum: UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 

2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 
- Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 

2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 
- Peradilan Tata Usaha Negara: UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU 

No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 
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- Peradilan Militer: UU No. 31 Tahun 1997 
- Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu 

lingkungan peradilan yang sudah ada. (Pasal 27 ayat (1) UU 
No. 48 Tahun 2009 

• Asas-asas Kekuasaan Kehakiman, diantaranya : 
- Asas Objektifitas, pengadilan mengadili menurut hukum 

dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU 
No. 48 Tahun 2009) 

- Pemeriksaan dilakukan secara bertingkat (Pasal 26 ayat (1) 
UU No. 48 Tahun 2009) 

- Peradilan dilakukan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) 

- Susunan Persidangan dilakukan dengan Majelis (Pasal 11 
ayat (1) dan (2) UU No. 48 tahun 2009) 

- Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya 
ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009) 

- Persidangan dilakukan terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat 
(1), (2) dan (3) UU No. 48 Tahun 2009 

- Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 
(Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 

• Pengawasan dan pembinaan yustisial dan non yustisial 
(organisasi, administrasi dan finansial) ke empat lingkungan 
peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Pengawasan dan 
pembinaan dimaksud tidak boleh mengintervensi proses 
pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. 
 

B. PERADILAN UMUM/PENGADILAN NEGERI  

Pengadilan Peradilan Umum merupakan perubahan nama dari 
Landgerrecht sesuai dengan Pasal 192 Konstitusi RIS. Kedudukan 
Peradilan Umum sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan 
Kehakiman di Indoneisa terdapat dalam Pasal 10 UU No 14 Tahun 
1970. 
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Sumber hukum ketentuan peradilan umum terdapat dalam UU No. 
2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi 
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. 

Peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai 
pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi untuk 
pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Negeri dibentuk dengan 
keputusan presiden dan berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ kota, 
daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sedangkan 
Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang dan 
berkedudukan di Ibu kota Provinsi. 

Peradilan umum merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman 
yang bertugas memeriksa, mengadili memutus dan menyelesaikan 
perkara perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 
UU No. 2 Tahun 1986). Selain menjalankan fungsi judicial review ini 
pengadilan negeri juga memiliki fungsi pembinaan terhadap pejabat 
structural yang berada di bawah jajarannya, fungsi pengawasan 
terhadap tingkah laku hakim, panitera dan juru sita dibawah 
jarajannya, fungsi nasehat untuk memberikan nasehat bagi instansi 
pemerintah di daerah hukumya jika diminta, serta fungsi 
administratif baik dalam hal teknis persidangan, administratif umum, 
informasi/pelaporan, kepegawaian dan keuangan. 

Dalam lingkungan peradilan umum/pengadilan negeri juga dapat 
diadakan pengadilan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 
UU No. 4 Tahun 2004, bahwa “pengadilan khusus hanya dapat
dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 UU No 14 Tahun 1970. Adapun 
pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum tersebut 
adalah; Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi 
Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan 
Hubungan Industrial. 

Pengadilan khusus hadir sebagai respon dari adanya dorongan 
masyarakat, akademisi dan organisasi profesi yang 
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menumpangkan harapan adanya proses peradilan yang efektif 
efisien serta dilakukan secara professional. Pengadilan khusus 
adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu. 
Pengkhususan pengadilan tersebut kemudian diatur lebih lanjut 
dengan aturan tersendiri baik aturan materil maupun aturan 
formilnya. Hanya saja secara struktural pengadilan khusus tidak 
diatur secara khusus, tetapi merujuk pada struktur organisai 
pengadilan yang menaunginya. 

Adapun struktur organisasi peradilan umum tingkat pertama sesuai 
dengan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 terdiri dari : 
1. Ketua dan wakil ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri) 
2. Hakim 
3. Panitera 
4. Sekretaris 
5. Panitera Muda Perdata 
6. Panitera Muda Pidana 
7. Panitera Muda Hukum 
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan teknologi 

Pelaporan 
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana 
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 
11. Panitera Pengganti 
12. Jurusita/Jurusita Pengganti 

 

C. PERADILAN AGAMA/PENGADILAN AGAMA 

Pengadilan Agama telah hadir dan mendapat pengakuan secara 
yuridis formal melalui Stbl 1882 No. 152 yang dikeluarkan oleh 
pemerintahan Hindia Belanda pada waktu menjajah tanah 
Indonesia. Pengakuan tersebut diberikan Belanda karena melihat 
rakyat Indonesia telah berhukum dengan hukum agama yang 
mereka anut, yaitu agama Islam. Periode Tahkim kepada 
muhakam, Periode Ahlul Hilli wal aqdi dan periode Tauliyah menjadi 
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perkembangan sejarah penyelesaian perkara dalam Islam yang 
kemudian menjadi cikal bakal lahirnya peradilan agama. Meskipun 
kemudian mengalami pasang surut, namun setelah kemerdekaan 
melalui Undang-undang Kekuasaan kehakiman (UU No. 14 Tahun 
1970) keberadaan peradilan agama dikukuhkan sebagai salah satu 
pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.  

Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 UU No. 
7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006  
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infaq,sedekah dan ekonomi syariah. 

Peradilan agama disebut juga sebagai peradilan khusus, 
dikarenakan peradilan agama berlaku untuk menyelesaikan 
perkara antara orang-orang yang beragama Islam atau yang 
menundukkan diri dengan hukum Islam (seperti dalam perakra 
sengketa ekonomi syari’ah). kekhususan dari peradilan agama juga 
terlihat dari objek perkara yang menjadi kewenangannya, yang 
merupakan jenis perkara yang terdapat dalam aturan agama Islam, 
sehingga peradilan agama juga dikenal dengan sebutan peradilan 
Islam. 

Adapun hukum materil yang berlaku dan menjadi rujukan di 
pengadilan agama selain al-qur’an dan Sunnah diantaranya adalah;
Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, UU No. 7 Tahun 
1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta regulasi yang 
berkaitan dengan sumber hukum formil yang mengacu pada 
ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 bahwa hokum acara yang 
berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara 
yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah 
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diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undang (UU 
Peradilan agama). 

Khusus di provinsi Aceh, seiring dengan tuntutan otonomi khusus 
masyarakat aceh, melalui pasal 25 dan 26 UU No 18 Tahun 2001 
juga diatur keberadaanMahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh sebagai
bagian dari sistem peradilan nasional yang kewenangannya 
didasarkan pada syariat Islam yang termuat dalam Qanun 
(peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang 
mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan 
masyarakat di Aceh) 

Dalam Pasal 128 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang 
pemerintahan Aceh, dijelaskan bahwa Mahkamah Syar’iyah
berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan 
perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhshiyyah (hukum 
keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) 
yang berdasarkan syariat Islam. 

Adapun struktur organisasi peradilan agama tingkat pertama sesuai 
dengan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 terdiri dari : 
1. Ketua dan wakil ketua (Pimpinan Pengadilan Agama) 
2. Hakim 
3. Panitera 
4. Sekretaris 
5. Panitera Muda Permohonan 
6. Panitera Muda Gugatan 
7. Panitera Muda Hukum 
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan teknologi 

Pelaporan 
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana 
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 
11. Panitera Pengganti 
12. Jurusita/Jurusita Pengganti 

D. PERADILAN MILITER/PENGADILAN MILITER 
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Sebelum PD II peradilan militer Belanda di kenal dengan nama  
‘Krijgsraad’ dan ‘Hoog Militair Gerechtshof’, (diatur dalam
Bepalingen Betreffende de rechtsmaacht Van De militaire rechter in 
nederlands Indie, S. 1934 No. 173 dan De Provisionele Instructie 
Voor Het Hoog Militair Gerechtshof Van Nederlands Indie, S.1992 
No. 163). 
Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya UU. No. 7 
tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara 
disamping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih 
8 bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata RI. Dalam masa 
kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer. 
Bersamaan dengan ini pula dikeluarkan UU No. 8 tahun 1946 
tentang Hukum acara pidana guna peradilan Tentara.  
Tahun 1970 lahirlah UU No. 14 tahun 1970 menggantikan UU No. 
19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman. Undang-undang ini mendorong proses integrasi 
peradilan di lingkungan militer.  
Pada tahun 1997 diundangkan UU No. 31 tahun 1997 tentang 
peradilan militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas 
perlunya pembaruan aturan peradilan militer, mengingat aturan 
sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat 
undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok 
kekuasaan kehakiman. 
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan 
pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan 
Bersenjata. 
Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan 
militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan 
Negara Tertinggi. 
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: 
1.  Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang 

pada waktu melakukan tindak pidana adalah: 
a.  Prajurit; 
b.  Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan 

Prajurit; 
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c.  Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang 
dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan 
undang-undang; 

d.  Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf 
b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan 
persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 

2.  Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha 
Angkatan Bersenjata. 

3.  Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara 
pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang 
dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana 
yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua 
perkara tersebut dalam satu putusan. 

Tindak pidana militer adalah tindakan terlarang yang diatur secara 
khusus dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas 
militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga 
diperlukan ancaman pidana yang lebih berat. Alas an pemberatan 
tersebut karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum 
pidana umum dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan, 
mengingat hal-hal yang khusus melekat bagi seorang militer. 
 
Susunan Peradilan Militer 
1.  Pengadilan Militer 

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan 
peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer 
yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat 
pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang 
berpangkat Kapten ke bawah 

2. Pengadilan Militer Tinggi 
Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana 
kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan 
militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada 
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tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah 
prajurit yang berpangkat Mayor ke atas 

Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi juga memeriksa dan 
memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah 
diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang 
dimintakan banding. 

Pengadilan Militer Tinggi juga dapat memutuskan pada tingkat 
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara 
Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya. 

3.   Pengadilan Militer Utama 
Pengadilan Militer Utama merupakan badan pelaksana 
kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan 
militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada 
tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha 
Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama 
oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding. 

Selain itu, Pengadilan Militer Utama juga dapat memutus pada 
tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang 
wewenang mengadili antar Pengadilan Militer yang 
berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang 
berlainan, antar Pengadilan Militer Tinggi, dan antara 
Pengadilan Militer Tinggi dengan Pengadilan Militer 

4.  Pengadilan Militer Pertempuran. 
Pengadilan Militer Pertempuran merupakan pengadilan tingkat 
pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang 
dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran, yang 
merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dari 
pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan itu 
merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila 
diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya. 
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Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti 
gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di 
daerah pertempuran. 

Susunan organisasi peradilan militer terdapat dalam Bab X Pasal 
365 sampai 408 PERMA No. 7 Tahun 2015 sesuai dengan 
tingkatan dan tipe pengadilan masing-masing. 

 
E. PERADILAN TATA USAHA NEGARA 

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan latar belakang 
pemikiran untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah 
dengan warga negaranya. Bertujuan sebagai lembaga yang akan 
mengontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintahan 
yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (maladministrasi) 
ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of 
power).  

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi 
rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum 
preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum 
preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat atas 
suatu keputusan pemerintah. Perlindungan hukum preventif sangat 
besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada 
kebebasan bertindak, karena tujuan Peradilan Tata Usaha Negara 
apabila dilihat dari kajian administrasi adalah perlindungan preventif 
pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. 

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencarai keadilan terhadap sengketa Tata 
Usaha Negara. Rakyat pencari keadilan yang dimaksud adalah 
setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing 
dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan 
Tata Usaha Negara. 
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Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha 
Negara sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di 
Ibu kota Kabupaten/kota dan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
sebagai pengadilan tingkat banding, sekaligus dapat juga sebagai 
pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 
(2) dan (3) yang berkedudukan di ibukota provinsi. Kekuasaan 
tersebut berpuncak pada Mahkamah agung sebagai pengadilan 
tertinggi. 

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 
berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk 
mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok 
sengketa. Adapun yang menjadi pokok sengketa Tata Usaha 
Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 
2004. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis 
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang 
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual dan 
final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. 

Adapun yang menjadi subjek (tergugat) sengketa TUN lebih lanjut 
diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No 5 Tahun 1986 adalah; Badan 
atau Pejabat tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan 
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan 
kepadanya (penerima atribusi, delegasi, mandat). Sedangkan 
tergugat adalah orang perorangan/badan hukum privat/perdata 
yang terkena/merasa dirugikan kepentingannya oleh KTUN. 

Susunan organisasi peradilan tata usaha negara terdapat dalam 
Bab XI Pasal 409 sampai 430 PERMA No. 7 Tahun 2015 sesuai 
dengan tingkatan dan tipe pengadilan masing-masing. 
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F. RANGKUMAN 

Berdasarkan uraian di atas mulai dari konsep kekuasaan 
kehakiman, asas-asas kekuasaan kehakiman dan bentuk-bentuk 
peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman diketahui bahwa ada 
empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang 
memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa 
dan menyelesaikan perkara di bidangnya masing-masing sesuai 
dengan aturan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-
undang. Masing-masing peradilan memiliki sejarah, dasar hukum 
dan kewenangan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama 
yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan 
perlindungan bagi masyarakat dan pencari keadilan. setiap 
peradilan juga memiliki hukum materil dan hukum formil untuk 
menyelesaikan perkara yang diajukan. 

Peradilan umum berwenang menyelesaikan perkara perdata dan 
pidana pada umumnya. Peradilan Agama berwenang 
menyelesaikan perkara antara orang Islam dalam bidang; 
perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, sedekah 
dan sengketa ekonomi syariah. Peradilan Militer berwenang 
menyelesaikan tindak pidana dan administrasi militer. Peradilan 
Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan perkara akibat 
dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat tata usaha Negara 
yang merugikan orang perorang/ badan hukum. 

 
G. TES FORMATIF 

1. Asas yang bermakna hakim tidak boleh memihak dan harus 
mmperlakukan kedua belah pihak secara adil adalah? 
a. Ius curia novit 
b. Equality before the law 
c. posita 
d. petitum  
e. ultra petitum 
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2. kompetensi absolut menyelesaikan sengketa akibat keluarnya 
putusan Pejabat Negara adalah ? 
a. Peradilan Umum 
b. Peradilan Agama 
c. Peradilan Militer 
d. PTUN 
e. Mahkamah Konstitusi 

 

H. LATIHAN 

Berikan beberapa kasus yang dapat diajukan ke masing-masing 
pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan 
Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara) 
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KEGIATAN BELAJAR 11 
BENTUK-BENTUK HUKUM 

DESKRIPSI PEMBELAJARAN 
Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari tentang Bentuk-bentuk 
Hukum. Diharapkan, setelah mempelajari bagian ini mahasiswa 
diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman tentang bentuk 
hukum yang akan diuraikan dengan membahas tentang kriteria 
hukum itu sendiri. 

 
KOMPETENSI PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan 
mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan : 
1. Mampu menjelaskan tentang hukum menurut bentuk dan 

sumbernya. 
2. Mampu menjelaskan tentang hukum menurut waktu, tempat 

berlakunya, dan cara mempertahankannya. 
3. Mampu menjelaskan tentang hukum menurut sifat, wujud, dan 

isinya. 
4. Memahami tentang pembidangan hukum. 

 

PETA KONSEP PEMBELAJARAN 
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A. HUKUM MENURUT BENTUK DAN SUMBERNYA 

1. Hukum Menurut Bentuknya 
Hukum menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 
a) Hukum Tidak Tertulis 

Hukum tertulis (unstatutory law, unwritten law) adalah istilah 
yang merujuk pada aturan-aturan hukum yang tidak secara 
eksplisit ditetapkan dalam dokumen tertulis seperti konstitusi 
atau peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak tertulis 
secara resmi, hukum tidak tertulis berfungsi sebagai prinsip-
prinsip atau norma-norma hukum yang diakui oleh masyarakat 
dan dijunjung tinggi dalam sistem hukum tertentu. 

Hukum tidak tertulis ini merupakan hukum yang masih hidup 
dalam lingkungan masyarakat dan diyakini, yang meskipun tidak 
tertulis tetap berlaku dan dipatuhi sebagaimana peraturan 
perundang-undangan. Hukum tidak tertulis ini juga sering 
disebut sebagai kebiasaan ataupun hukum adat yang berperan 
penting dalam pembentukan pola perilaku dan interaksi sosial 
dalam masyarakat yang kemudian membentuk norma perilaku 
yang dihormati dan diikuti oleh individu dalam kelompok 
masyarakat.  

Hukum tidak tertulis dapat berkembang dari berbagai sumber,
termasuk kebiasaan masyarakat, preseden hukum (putusan 
pengadilan sebelumnya), prinsip moral, nilai-nilai etika, dan 
konvensi sosial yang diterima secara luas. Namun karena tidak 
diatur secara spesifik dalam dokumen hukum tertulis, hukum 
tidak tertulis ini seringkali lebih fleksibel dan dapat beradaptasi 
dengan perubahan dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan 
perkembangan zaman. Ini memungkinkan hukum tidak tertulis 
untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi situasi yang 
baru. 
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b) Hukum Tertulis 
Hukum tertulis (statute law, written law) merupakan hukum yang 
dicantumkan dalam pelbagai peraturan. Dimana hukum tertulis 
ini ada yang sudah dikodifikasi dan ada juga yang tidak 
dikodifikasi. 

Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam 
undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut Black 
Law Dictionary 9th Edition, codification atau kodifikasi hukum 
adalah the process of compiling, arranging, and systematizing 
the laws of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law 
into an ordered code (kodifikasi atau kodifikasi hukum adalah 
proses menyusun, mengatur, dan mensistematisasi hukum dari 
yurisdiksi tertentu, atau cabang hukum yang berbeda ke dalam
suatu kode yang teratur). Berdasarkan pengertian tersebut, 
adapun unsur kodifikasi yaitu : 
a. Jenis-jenis hukum tertentu; 
b. Sistematis; 
c. Lengkap. 

Aturan hukum tertulis diuraikan secara rinci dalam dokumen resmi 
seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, atau keputusan 
pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum 
bagi masyarakat, memperkuat otoritas hukum, serta 
penyederhanaan dan kesatuan hukum. 

Proses pembentukan hukum tertulis melibatkan legislasi atau, 
dengan kata lain, pembuatan undang-undang oleh badan legislatif 
yang berwenang, yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum 
yang adil dan merata serta melindungi hak-hak individu. Sumber 
utama hukum tertulis adalah konstitusi, yang mengatur pembagian 
kekuasaan dan menjamin hak-hak dasar individu, sementara 
penegakan hukum didasarkan pada prinsip keadilan, perlindungan, 
dan penegakan aturan yang adil dan konsisten. Dengan dasar ini, 
hukum tertulis berperan penting dalam mengatur kehidupan 
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masyarakat dengan memberikan landasan yang kokoh bagi 
kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara. 

2. Hukum Menurut Sumbernya 
Hukum menurut sumbernya dapat dibagi menjadi 2, yaitu : 
a) Hukum Formal 

Hukum formal adalah hukum yang ditetapkan secara resmi oleh 
badan legislatif atau otoritas yang berwenang. Hukum formal
terdiri dari: 
1) Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan; 
2) Kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-

peraturan kebiasaan atau aturan-aturan adat; 
3) Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara 

dalam suatu perjanjian antar negara (tractaat). Perjanjian ini 
dapat berupa perjanjian bilateral (perjanjian yang dibuat oleh 
dua negara), maupun perjanjian multilateral (perjanjian yang 
dibuat oleh lebih dari dua negara); 

4) Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena adanya 
keputusan hakim. 

 
b) Hukum Materil 

Hukum materil adalah aturan hukum yang mengatur perilaku dan 
hubungan antara individu dan entitas di dalam masyarakat. 
Sumber hukum materiil Negara Republik Indonesia adalah 
Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan 
Undang-Undang dasar 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh 
Rakyat Indonesia. 
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B. HUKUM MENURUT TEMPAT, WAKTU DAN CARA 
MEMPERTAHANNYA 

1. Hukum Menurut Tempat Berlakunya 
Hukum menurut tempat berlakunya, ada 5 (lima) yaitu: 

a) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara; 

b) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan 
hukum dalam dunia internasional; 

c) Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain; 

d) Hukum gereja (kanonik), yaitu kumpulan norma-norma yang 
ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya; 

e) Hukum Islam, yaitu hukum yang berlaku bagi orang-orang yang 
beragama Islam. 

 
2. Hukum Menurut Waktu Berlakunya 
Hukum menurut waktu berlakunya dapat dibedakan menjadi 3 
(tiga), yaitu: 
a) Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang sedang 

berlaku (sekarang) bagi masyarakat tertentu dalam suatu 
daerah tertentu; 

b) Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada 
waktu yang akan datang atau hukum yang sedang dicita-
citakan; 

c) Hukum Asasi (alam), yaitu hukum yang berlaku dimanapun, 
kapanpun, untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak 
mengenal batas waktu, tempat, keadaan, bahkan jaman. Hukum 
ini berlaku abadi (selama-lamanya) terhadap siapapun. 

3. Hukum Menurut Cara Mempertahankannya 

Hukum menurut cara mempertahankannya terbagi atas 2 (dua), 
yaitu: 
a) Hukum materil (materiil recht/subtantif recht), yaitu aturan 

hukum yang memuat aturan tentang kepentingan dan 
hubungan-hubungan hukum yang berisi perintah dan larangan  
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bagi masyarakat. Conroh hukum materil adalah hukum pidana, 
hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum dagang. 

b) Hukum formil (formeel recht/hukum proses/hukum acara), yaitu 
aturan hukum yang memuat tentang cara mempertahankan dan 
melaksanakan aturan hukum materil. Dengan kata lain, hukum 
ini adalah hukum yang mengatur bagaimana suatu perkara 
diajukan ke muka pengadilan dan bagaimana perkara tersebut 
akan diperiksa, diadili, dan diputuskan. Contoh hukum formil 
adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum 
acara tata usaha negara. 
 

C. HUKUM MENURUT SIFAT, WUJUD, DAN ISINYA 

1. Hukum Menurut Sifatnya 
Hukum menurut sifatnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : 
a) Hukum memaksa (Imperatif/dwinged recht), adalah aturan 

hukum yang tidak dapat dikesampingkan dan harus diterapkan 
dalam keadaan apapun oleh para pihak; 

b) Hukum pelengkap (fakultatif), yaitu aturan hukum yang dapat 
dikesampingkan apabila para pihak telah menetapkan aturan 
dalam perjanjian. 

 
2. Hukum Menurut Wujudnya 
Hukum menurut wujudnya ada 2 (dua), yaitu : 
a) Hukum Obyektif, yaitu aturan hukum yang merujuk pada 

seperangkat aturan atau norma hukum yang berlaku secara 
umum di dalam suatu negara. Hukum obyektif ini bersifat 
mengikat dan mengatur tindakan semua orang tanpa 
memandang kepentingan atau golongan individu tertentu. 

b) Hukum Subyektif, yaitu hukum yang timbul atas adanya hak atau 
klaim seseorang sebagai subjek hukum terhadap sesuatu atau 
seseorang. Hukum subyektif ini melibatkan hak-hak yang 
diberikan kepada individu untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam suatu hal tertentu. Hukum subyektif 
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ini misalnya dalam hal warisan yang memungkinkan seseorang 
memberikan Sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain. 
Begitu pun sebaliknya, seseorang dapat menolak untuk 
menerima warisan yang diberikan kepadanya. 

 
3. Hukum Menurut Isinya 
Hukum menurut isinya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 
a) Hukum Privat (hukum sipil/hukum perdata), yaitu hukum yang 

mengatur tentang hubunga-hubungan hukum antara satu orang 
dengan orang lainnya, dengan menitikberatkan pada 
kepentingan perseorangan. Hukum privat dalam arti luas 
meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa hukum perdata merupakan bagian dari hukum 
privat, sementara hukum privat dalam arti sempit adalah hukum 
perdata itu sendiri. 

b) Hukum Publik (hukum negara), adalah hukum yang mengatur 
tentang hubungan antara individu atau warga/masyarakat 
dengan negara (pemerintah). Hukum publik mencakup 
penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap siapa saja 
yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam 
undang-undang. Contoh hukum publik antara lain adalah hukum 
pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional. 
 

D. PEMBIDANGAN HUKUM 

Pembidangan (penggolongan) hukum merupakan proses 
pengelompokkan atau pembagian hukum ke dalam berbagai 
cabang atau bidang yang spesifik. Tujuan pengelompokan ini 
memungkinkan kita untuk memahami dan mengkaji hukum dengan 
lebih terperinci dan terorganisir. Setiap bidang hukum memiliki 
karakteristik, prinsip, dan aturan yang khas, serta memiliki tujuan 
tersendiri dalam mengatur kepentingan dan hubungan hukum 
dalam masyarakat dan negara. 
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Berdasarkan pada penggolongan lapangan hukum yang tradisional 
klasik, yang sudah dikenal dan senantiasa dianut dalam banyak tata 
hukum terutama Eropa dan Hindia Belanda. Pembidangan atau 
penggolongan hukum yang dikenal dapat dilihat pada gambar 
berikut: 

 

Gambar 11.1: Pembidangan Hukum Secara Klasik 
 

E. RANGKUMAN 

Berdasarkan materi yang diuraikan diatas, maka dapat dipahami 
bahwa bentuk-bentuk hukum akan dapat dipahami dengan 
mempelajari secara menyeluruh mengenai kriteria hukum itu 
sendiri. Bagaimana hukum menurut bentuk dan sumbernya, hukum 
menurut waktunya, hukum menurut tempat berlakunya, hukum 
menurut cara mempertahankannya, hukum menurut sifatnya, 
hukum menurut wujudnya, dan hukum menurut isinya. 

Pembidangan hukum yang telah lama dikenal secara klasik, 
membagi hukum menjadi 2 (dua), yaitu hukum privat dan hukum 
publik. Dimana hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum 
dagang, sementara hukum public meliputi hukum pidana, hukum 
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perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum 
administarsi negara, dan hukum internasional. 

Dalam perkembangannya, pembidangan hukum ini kemudian 
mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga 
membuat kabur pembagian hukum pada ranah privat dan publik. 
Terkadang, dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat 
pengaturan yang bersifat privat, pidana dan bahkan administrasi 
seara bersamaan. 

 
F. TES FORMATIF 

1. Berikut adalah pembagian hukum berdasarkan tempat 
berlakunya, kecuali … 
a. Islam 
b. Kanonik 
c. Nasional 
d. Internasional 
e. Benar semua 

 
2. Hukum apa yang tidak termasuk dalam pembagian hukum 

berdasarkan sumbernya .. 
a. Undang-undang 
b. Adat  
c. Traktat 
d. Perjanjian perdata 
e. Keputusan hakim 

 

G. LATIHAN 

Tuliskan dan jelaskan tentang cabang hukum yang terdapat dalam 
bagan pembagian hukum secara klasik. Uraikan dengan 
melengkapi sumber referensi dan sertakan contoh aturan pada 
masing-masing cabang hukum tersebut ! 
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